


KATA PENGANTAR 

Salah satu kelemahan dari penerbitan 
sebuah buku yang berisi laporan kegiatan, 
seperti buku "Dewan Perwakilaa Rakyat 
Republtk Indonesia 1992-1997," yang harus 
diselesaikan bersamaan dengan akhir masa 
bakti adalah ketidaklengkapan naskah. 
Ketidaklengkapan naskah itu, sekurang- 
kurangnya karena belum terangkumnya dalam 
bentuk tulisan mengenai kegiatan bulan-bulan 
1erakhir masa bakti Anggota DPR RI Periode 
1992-1997, di dalam buku tersebut. 

Menyadari hal tersebut., dan mengingat pentingnya maten dan 
kegiatan-kegialan yang dilaksanakan pada akhir masa bakn tersebut, 
maka Sekretariat Jenderal memandang perlu menerbitkan sebuah buku 
pelengkap atau suplemen yang berisi kegiatan-kegiatan terscbut. 
Suplemen ini merupakan satu kesatuan dengan buku induknya, yang 
berisi laporan dari kegiatan-kegiatan: 
I .  Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 
2. Laporan BKSAP tentang Delegasi DPR RI kc Sidang Panitia 

Kerjadan Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali tanggal 
1-6 September 1997 

3. Delegasi DPR RI ke Konpcrensi IPU ke-97 di Seoul, Republik 
Korea tangga\ I 0-15 April 1997 

4. Delegasi DPR RI ke Konpcrensi IPU ke-98 di Kairo. Mesir 
tanggal I 1 - 15  September 1997. 

5 Upacara Perpisahan Segenap Anggota DPR RI Periode 1992- 
1997 Bersama Presiden Republik Indonesia. 

Melalui penerbitan suplemen ini diharapkan, selain akan 
melengkapi materi dan isi buku yang telah diterbitkan scbelumnya, 
adalah juga akan memperlihatkan keutuhan pemahaman terhadap 
kinerja DPR RI Periode I 992-1997 secara utuh. 

'" 



Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besamya kepada somua pihak yang tolab memberikan saran 
clan kritik demi kesempumam buku ini. 

Jlllwtl, Desanber 1997 

S ARIS JENO,�,., 
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BAB I 

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPR-RI 

Dalam rapat Pimpinan DPR tanggal 5 Juni 1997 telah diputuskan 
untuk mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi­ 
fraksi untuk mengadakan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI. 
Rencana pertemuan konsultasi juga didasarkan kepada Surat dari 
Fraksi Persatuan Pembangunan tertanggal 31 Maret 1997, yang 
ditandatangani oleh 61 orang Anggotanya. 

Pada pertemuan konsultasi tanggal 9 Juni 1997, Pimpinan DPR 
dan Pimpinan Fraksi-fraksi sepakat perlunya perubahan Tata Tertib. 
Kesepakatan ini dikukuhkan dalam rapat Badan Musyawarah DPR 
RI tanggal 25 Juni 1997, maka dibentuklah Panitia Khusus perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI dalam rapat Paripuma DPR tanggal 25 
Juni 1997. 

Keanggotaan Pansus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RJ, 
yang sesuai dengan Keputusan DPR RI nomor 37/DPR-RI/IV/1996- 
1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Pengesahan Pembentukan Pansus 
DPR RI mengenai perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, 
berjumlah 21 orang terdiri dari FKP 9 orang, FABRI S orang, FPP 4 
orang dan FPDI 3 orang. 
Dengan susunan Pimpinan Pansus sebagai berikut : 

Ketua Syamsul Mu'arif, BA 
WaSdl Ketua Ir. Umbu Mehang Kunda 
Wakil Kctua : Dra. Paula B. Renyaan 
Wakil Ketua H. Yudo Paripumo, SH 
Wakil Ketua Ors. Markus Wauran 

Pengantar Masyawarab FndW-frabi 

Apabila dalam pembahasan RUU terdapat pcmbicaraan Tingkat 
11/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, maka dalam pembahasan 
Perubahan Peraturan Tata Tcrtib DPR scbelum mcmasuki 
Pembicaraan Tingkat IIURapat Panitia Khusus, didahului dengan 
Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi. 

Fralui Karya Pcmbangunan dalam pengantar musyawarah 
rnenyarnpaikan bahwa setelah membahas dan rncngkaji secara 
mendalarn dengan memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin, 

FKP 

FKP 

FABRI 

FPP 
FPDJ 



kiranya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI bukan semata­ 
mata merubah tetapi dengan tujuan unruk: 
a. Peningkatan kinerja DPR dalam melaksanakan wewenang/hak 

dan tugasnya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat. 
b. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

(antara lain SUSDUK dan Tatib MPR). 
c. Mempertcgas fungsi dan pcran DPR scbagai penampung dan 

penyalur aspirasi masyarakat. 
d. Memberikan dasar hukum/aturan main bagi kemungkinan 

disclenggarakannya konsultasi dengan sesama Lcmbaga Tinggi 
Negara lainnya. 

e. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya k.onfigurasi perubahan 
komposisi keanggotaan Fraksi di DPR sebagai hasil setiap 
Pemilu. 

Fraksi Karya Pembangunan menggarisbawahi bebcrapa hal 
pokok, antara lain: 
1. Pcnambahan wewcnang DPR untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, pada Pasal 4 Peraturan Tata 
Tertib. 

2. Pcnyesuaian dengan UU SUSDUK. antara lain penyesuaian: 
a. lstilah "Golongan Politik dan Golongan Karya", menjadi 

"Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Kary-a 
ABRI". 

b. Masa Pcmberhentian Anggota karcna pelanggaran sumpah 
dan janji harus bcrdasarkan Kcputusan DPR, pada Pasal 6. 

c. Tentang Pelanggaran Sumpah dan Janji Anggota yang harus 
bcrdasarkan Kcputusan DPR, pada Pasal 7. 

3. Fraksi K.arya Pembangunan menyarankan untuk mempcr­ 
limbanp.,,n jumiltll Anggolo )'Bnl dipcnyantµn dalam 
pcnlllunaan hakA,ak Anggoio OPR dan hu DPR poda Pa,ol 10 
1en1,,nJ! Hal. Mornm11 Ketom1s,m. Pl<nl 14. 14 l0ll"1l& Hak 
Mcnpjubn Pcrnyeuw, PmcfaP"', P ... I l:M ....... , T·W.: 
PcnJ!lljuon RUU U,ul lnlslalif d,n !',,/Jal IS o.d. 21 1mtang link 
Mengadakan Penyelidikan. 

4. Pengucapan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua, disesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR RI, dalarn Pasal 
47. 

S. Penarnbahan persyaratan untuk menjadi Pimpinan Alat Keleng­ 
kapan, dalam Pasal 58, 63, 67, 71. 

2 



6. Penambahan tugas Komisi untuk membahas Hasil Pemeriksaan 
Tahunan BEPEKA, dalam Pasal 59. 

7 Kesimpulan rapat Komisi yang mengikat kedua belah pihak, 
dalam Pasal 59. 

8. Perubahan rumusan yang menggambarkan keterkaitan tugas di 
bidang Anggaran antara Bamus dan BURT pada Pasal 64. 

9. Pidato Pimpinan DPR ditetapkan oleh Pimpinan Dewan dengan 
memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi, 
dituangkan dalam Pasal 79. 

IO Penyesuaian waktu rapat dengan hari dan jam kerja yang berlaku, 
dituangkan dalam Pasal 80. 

1 1 .  Agar Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dipimpin langsung oleh 
salah seorang Pimpinan Dewan, dalam Pasal 88. 

12 Rapat Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan tetap 
dapat dilaksanakan walaupun Ketua berhalangan, dituangkan 
dalam Pasal 85, 87, 89, 90, 9 L 

13 Pelaksanaan penyusunan program Legislasi Nasional Tahunan 
dituangkan dalam ayat (3) dan ayat (4) baru dari Pasal 122. 

14. Usul lnisiatif dapat diajukan juga oleh Komisi dan Gabungan 
Komisi, dituangkan dalam Pasal 134. 

15. Pengaturan mekanisme penampungan aspirasi masyarakat dalam 
Bab dan Pasal baru yaitu Bab XV Pasal 147 dan 148. 

16. Konsultasi dan Koordinasi sesama Lembaga Tinggi Negara diatur 
dalam Bab dan Pasal baru yaitu Bab XVI, Pasal 149, 150 dan 
151.  

17. Quorum untuk pengambilan keputusan, pada Pasal 152 atau 
dalam Pasal 156 usulan FKP. 

18 Pengaturan tentang Staf Ahli DPR RI, pada Pasal 165. 

Disamping masalah-masalah yang dikemukakan di atas, Fraksi 
Karya Pembangunan ingin mengemukakan tentang hal yang 
berhubungan dengan masalah jum lah dan ruang lingkup komisi 
sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku dalam Pasal 56 ayat 
(I). 

Dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa: Jumlah 
Komisi dan ruang lingkup tugasnya ditetapkan oleh DPR. Oleh sebab 
itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa pembicaraan 
tentangjumlah dan ruang lingkup komisi bukan tugas dari Pansus ini, 
sekalipun demikian Fraksi Karya Pembangunan tetap terbuka untuk 
membicarakannya sebagai rekomendasi bagi DPR yang akan datang. 
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Fraksi ABRI dalam pengantar musyawarah menyampaikan 
bahwa Pembicaraan Tingkat III merupakan tahap pembahasan yang 
sangat penting karena pada tahap ini Fraksi-fraksi akan menyamakan 
pendapat/persepsi sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan 
rumusan ak.hir dari Peraturan Tata Tertib DPR RJ, yang sesuai 
dengan perkembangan keadaan yang dapat mendukung kinerja 
Dewan. 

Dalam rapat Pokja Fraksi tclah dihasilkan Daftar Inventarisasi 
Masalah Fraksi, yang untuk selanjutnya telah dihasilkan daftar 
Inventarisasi yang telah dipersandingkan, yang diharapkan ak.an 
membantu dalam pembahasan materi Perubahan Peraturan Tata 
Tertib, sekaligus sebagai sarana bagi kelancaran pembahasannya. 

Diharapkan dalam persandingan tersebut materi Daftar 
Inventarisasi Masalah Fraksi-fraksi dapat saling mengisi, melengkapi 
maupun menyempurnakan dengan tidak menutup kemungkinan 
adanya perbedaan dalam perumusan maupun muatan materi yang 
dapat dibahas bersama untuk memperoleh rumusan yang dapat 
disepakati oleh semua Fraksi, yang selanjutnya akan disahkan menjadi 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Sasaran utama dalam Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPR RI 
diantaranya adalah peningkatkan kualitas kinerja Dewan. Oleh 
karena itu Fraksi ABRI berkeyakinan bahwa Musyawarah untuk 
mencapai mufakat, dalam menentukan rumusan-rumusan yang terbaik 
merupakan cara yang terbaik, sesuai dengan falsafah Pancasila yang 
selalu digunak.an dalam mekanisme politik kita. 

Dalam pembahasan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR Rl, 
Fraksi ABRI mengajak Anggota Pansus berpedoman pada: 
Penama : Bahwa hakekat musyawarah untuk mufakat adalah 

suatu cara pelak.sanaan Oemokrasi Pancasila untuk 
merumuskan atau memutuskan suatu hal dengan kebu­ 
latan pendapat (mufakat). Oleh karena itu eksistensi 
Fraksi-fraksi adalah penting. 

Kedua Bahwa perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini 
sejauh mungkin dapat mengakomodasikan perubahan­ 
pcrubahan baik masa kini maupun masa mendatang. 

Ketiga : Bahwa titik berat perubahan Peraturan Tata Tenib DPR 
RI diupayakan mengarah ke peningkatan kinerja DPR 
RI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta 
mampu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masya­ 
rakat. Diharapkan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang 
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sudah diubah dapat mengatur dan mewadahi seluruh 
kegiatan yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat 
yang pada gilirannya Dewan dapat berperan lebih baik 
lagi sesuai dengan keinginan masyarakat serta lebih 
memperhatikan kepentingan rakyat. 

Dari rapat-rapat yang dilakukan Fraksi-fraksi, telah diperoleh 
beberapa ha! penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam 
pembahasan materi Peraturan Tata Tertib ini. 

Beberapa materi yang menurut Fraksi ABRI perlu mendapat 
pembahasan yang mendalam antara lain : 
Pertama : Perihal Kedudukan, Susunan, Wewenang dan Tugas 

DPRRI. 
Masalah penggunaan sebutan "Golongan politik dan 
Golongan Karya", yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, Fraksi ABRI mengu­ 
sulk.an agar penggunaan sebutan seperti yang telah 
tercantum dalam Pasal 10 ayat (I) UU no Tahun 1985 
yang telah disempumakan dengan UU no 5 Tahun 
1995, yaitu "Organisasi Peserta Pemilu dan Golongan 
Karya ABRI". 
Perihal Keanggotaan DPR. 
Mengenai ketentuan "Anggota bcrhenti antar waktu" 
seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat ( 1) juga 
disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Pasal 13 dan Pasal 38 ayat (I) UU No 2 Tahun 1985, 
yang telah disempumakan dengan Undang-undang 
nomor S Tahun 1995, sehingga harus ditambahkan 
beberapa ketentuan lagi. 
Perihal Hak DPR dan Hale Anggota. 
Dalam hal meminta keterangan pada Presiden tentang 
suatu kebijaksanaan Pemerintah seperti yang tercantum 
dalam Pasal 10 ayat (1), disebutkan "Sekurang­ 
kurangnya dua puluh orang". Untuk itu Fraksi ABRI 

mengusulkan agar ditambah dengan kata-kata "dan tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi" 
Hal ini untuk mempertegas hakekat musyawarah untuk 
mufakat. Fraksi ABRI tetap mengacu pada asas 
Demokrasi Pancasila, dalam mengambil keputusan 
selalu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan 

' 
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tetap mencerminkan persatuan dan kesatuan, sehingga 
keputusan itu sah bila dihadiri oleh unsur Fraksi-fraksi. 

Keempal : Perihal Keanggotaan Pimpinan. 
Kaitannya dengan kcanggotaan Pimpinan Alai Kcleng­ 
kapan Dewan yang bersifat tetap seperti yang tercanrum 
dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 67 ayat (5) yaitu 
"tidak dapat dirangkap". maka pcrlu difikirkan jumlah 
Komisi yang untuk masa yang akan datang. Apabila 
jumlah Komisi yang ada saat ini tctap dipertahankan 
berarti ada Pimpinan Komisi yang tidak. lcngk.ap 
sehingga tidak menccrminkan unsur Fraksi-fraksi. 

Untuk mengantisipasi hal ini Fraksi ABRI mengusulkan 
perlu diadakan penciutan jurnlah Kornisi menjadi 7 Komisi. 

Frabi PDI dalam pengantar musyawarah menyampaikan bahwa 
kcinginan untuk rnengubah Peraturan Tata Tertib DPR bukan sernata­ 
mata hanya merupakan kcinginan DPR sendiri, melainkan juga 
merupakan keinginan masyarakat yang mcnghendaki agar DPR dapat 
rnenjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat secara lcbih baik. 
Sudah cukup lama dirasak.an bahwa DPR masih belum dapat 
rnenjalankan fungsinya secara optimal seperti yang dikehendaki oleh 
Undang-Undang Dasar 1945, antara lain karena tersandung oleh 
belenggu Peraturan Tata Tertib buatannya scndiri. Oleh karena itu 
sudah selayaknya apabila kescrnpatan ini harus dipcrgunak.an scbaik­ 
baiknya sebagai salah satu upaya untuk membcrdayakan DPR. 

Peraturan Tata Tertib DPR dimaksudkan untuk mengatur 
prosedur yang harus dilalui oleh setiap Anggota dan Alat-alat 
Kelengk.apan Dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuannya 
adalah agar DPR dapat menjalankan fungsi dan peranannya sepcrti 
yang diinginkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu 
Perubahan Pcraturan Tata Tcrtib yang sekarang sedang dibicarakan 
hendaknya mengarah pada makin rnudahnya Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Anggota-anggotanya dalam memainkan perannya, 
sehingga dapat memperbaiki kinerja Dewan dalam melaksanakan 
fungsi-fungsinya. Perubahan Peraturan Tata Tertib yang sekarang 
scdang dibahas ini baru akan dirasakan manfaatnya apabila temyata 
dapat mendorong DPR untuk meningkatkan bobotnya sesuai dengan 
harapan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam 
keh idupan berbangsa dan bemegara. 



Tugas DPR bukanlah untuk mengurus Anggota-anggotanya 
sendiri. Tugas DPR adalah tugas kenegaraan, yang dalam 
menjalankan tugasnya tidaklah pemah berdiri sendiri, melainkan 
selalu berkaitan dengan pihak luar. khususnya dengan Pemerintah. 
Peraturan Tata Tertib DPR yang dibuat oleh DPR sendiri tentunya 
tidak mempunyai kekuatan yang mengikat pihak. luar DPR yang 
terkait dalam hubungan kerja dengan DPR. Oleh karena itu, 
seharusnya Peraturan Tata Tertib DPR diangkat kedudukan 
hukumnya menjadi Undang-undang, supaya mempunyai nilai 
instrumental dan kekuatan yang mengikat keluar. Fraksi PDI 
berpendapat, hanya apabila Peraturan Tata Tertib DPR dapat diangkat 
kedudukannya menjadi Undang-undang, pelaksanaan hak-hak DPR 
mempunyai implikasi yang kongkrit, khususnya yang berhubungan 
dengan kebijaksanaan Pernerintah. Sepcrti sudah diketahui bcrsama, 
fungsi DPR yang utama sebagai wak.il rak.yat meliputi fungsi 
pembuatan undang-undang (legislasi), fungsi penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja negara (budgeting), dan fungsi pengawasan. 

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPR mernpunyai hak 
amandemen (hak untuk merubah RUU yang diajukan oleh 
Pemerintah) dan hak untuk rnengajukan RUU usu] inisiatif. Selama 
ini hak amandemen telah dilaksanakan dengan baik oleh DPR. 
Setiap RUU yang diakukan oleh Pemerintah, kecuali RUU tentang 
APBN, akan mengalami perubahan yang cukup berarti setelah dibahas 
oleh DPR. Sementara itu sejak Pemilihan Urnum 1971 tidak ada 
satu pun Undang-undang yang berasal dari usul inisiatif. Semua 
undang-undang yang terbit setelah Pemilihan Urnurn 1971 berasal 
dari Pemerintah. Akibatnya undang-undang yang terbit sejak 
Pemilihan Umum 1971 lebih banyak bersifat melayani kebutuhan 
Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dan kurang 
menampung kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Fraksi PDI 
dapat memahami apabila prosedur pengajuan RUU usul inisiatif 
pada permulaan Orde Baru sengaja dipersulit untuk tidak 
menimbulkan ketidakstabilan politik. Mengingat posisi Pemerintah 
yang sudah kuat dan stabilitas politik telah terjaga secara dinamis, 
maka kebijaksanaan un1uk mempersulit munculnya RUU usul 
inisiatif ini perlu ditinjau kembali. Pada kesempatan ini Fraksi PDI 
mengusulkan agar prosedur pengajuan RUU usul inisiatif 
diperlonggar, dengan mengubah ketentuan Pasal 134 ayat (I) 
Peraturan Tata Tertib DPR yang mula-mula berbunyi "Sekurang­ 
kurangnya dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri dari 
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satu Fraksi, dapat mengajukan usu! rancangan Undang-undang usul 
inisiatif" menjadi "Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat 
mengajukan usul rancangan Undang-undang usul inisiatif". Dengan 
ketentuan ini para Anggota DPR yang akan datang diharapkan 
akan dapat lebih produktif dalam menyalurkan aspirasi dan 
kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Sebagai bahan per­ 
timbangan perlu disampaikan disini bahwa DPR-GR pemah 
memberikan persyaratan pengajuan RUU usu\ inisiatif yang harus 
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 

Meskipun menurut ketentuan Undang-Unda_n_g__Dasar 1945 DP� 
mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari Presiden dalam penentuan 
anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam kenyataannya DPR 
tidak berdaya dalam mempengaruhi angka-angka yang tercantum 
dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan 
oleh Pemerinrah. Salah satu sebab sulitnya DPR mengubah angka­ 
angka RAPBN adalah angka-angka gelondongan yang berhenti pada 
sektor dan subsektor, yang nanti juga berdampak pada sulitnya 
pengawasan. Sehubungan dengan itu Fraksi POI ingin mencantumkan 
perlunya Undang-undang APBN memuat juga anggaran program, 
proyek dan kegiatan dalam Peraturan Tata Tertib yang baru nanti. 

Untuk menjalankan fungsi pcngawasan DPR mempunyai hak 
minta keterangan kepada Pemerintah (interpelasi), hak mengadakan 
penyelidikan (angket), dan hak menyatakan pendapat (mosi). Selama 
ini tidak mudah bagi DPR untuk melaksanakan ketiga hak ini, karena 
prosedumya yang rumit dan memakan waktu panjang. Sejalan dengan 
semangat nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa, sebagai prasyarat untuk mewujudkan efisiensi nasional 
yang mutlak diperlukan dalam menghadapi perdagangan bebas, Fraksi 
POI berpendapat agar prosedur penggunaan ketiga hak ini diper­ 
longgar, dengan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Tata Tertib. 
Fraksi POI mengajukan usul-usul perubahan sebagai berikut: 
I. Pasal IO ayat (I)  yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya 

dua puluh orang Anggota dapat mengajukan usu! kepada DPR 
untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu 
kebijaksanaan Pemerintah'' diusulkan untuk diubah menjadi 
"Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan 
usul kepada DPR untuk meminta kererangan kepada Presiden 
tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah". 

2. Pasal 15 ayat (I)  yang mula-mula berbunyi "Sejumlah Anggota 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak hanya terdiri 
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dari satu Fraksi dapat mengajukan usu! untuk mengadakan 
penyelidikan mengenai suatu hal" diusulkan untuk diubah 
menjadi "Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang­ 
undang dapat mengajukan usul kepada DPR untuk mengadakan 
penyelidikan mengenai suatu hal". 

3. Pasal 24 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya 
dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri dari satu 
Fraksi, dapat mengajukan usu! pemyataan pendapat. baik yang 
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun 
mengenai soal lain" diusulkan untuk diubah menjadi "Sekurang­ 
kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan usul 
pemyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan seal yang 
sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain". 
Dalam bagian akhir pengantar rnusyawarah, Fraksi PDI 

menegaskan pendiriannya bahwa Fraksi-fraksi yang ada di DPR 
adalah merupak.an pcnccrrninan kekuatan sosial politik dan 
kebhinekaan yang ada dalam masyarakat, yang keberadaannya 
didasarkan pada konsensus nasional Orde Baru. Oleh karcna itu 

eksistensi Fraksi-fraksi di DPR, betapapun kecilnya, tidak boleh 
ditiadakan clan harus dipelihara kesinambungannya, yang antara lain 
harus tercerrnin dalam unsur kepemimpinan Alat-alat Kelengkapan 
Dewan. Diharapkan nuansa ini menjadi semangat seluruh Anggota 
Pansus dalam menyelesaikan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR. 

Frabi Persaluaa Pembaaguoao DPR RI dalam pengantar 
musyawarah mengemukakan bahwa kehendak untuk melakuk.an 
perubahan atas Peraturan Tata Tertib Dewan yang berlaku sekarang 
ini sesungguhnya telah menggema jauh sebelumnya. Pada berbagai 
kesempatan Fraksi Persaruan Pembangunan telah mengemukakan 
kehendak. itu, yang akhimya seluruh anggota Fraksi, dengan surat 
tang.gal 31 Maret 1997 telah menyampaikan usul Perubahan/ 
penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI kepada Pimpinan 
Dewan. Disamping itu naskah usu! perubahan pun telah disampaikan 
kepada Pimpinan Fraksi ABRJ, Fraksi Karya Pembangunan dan 
Fraksi Demokrasi Indonesia. Fraksi Persatuan Pembangunan 
bersyukur dan berterima kasih bahwa Pimpinan Dewan dan Pimpinan 
Fraksi-fraksi telah menanggapi usul itu secara positif. Karenanya 
Fraksi Persatuan Pcmbangunan menyambut hangat hasil pertemuan 
konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi yang 
membahas usu! Perubahan/penyempumaan Peraturan Tata Tertib 
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DPR RI dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah dengan 
membicarakan benluk pembicaraan pembahasan dan selanjutnya 
sampai dengan terbentuknya Pansus yang rengah bersidang sekarang. 
Dan dengan demikian harapan untuk mengadakan perubahan dan 
penyempurnaan Peraturan Tata Tertib ini menjadi kenyataan. 

Adalah menjadi dambaan kita bersama bahwa Dewan yang mulia 
ini dapat meningkatkan peran dan fungsinya secara efektif dalam 
melaksanakan Demokrasi Pancasila untuk mengisi pembangunan 
di segala bidang di tanah air tercinta ini. Bahkan rakyat di seluruh 
penjuru negeri ini berharap lebih dari itu. Karena dalam pandangannya 
dan demikian seterusnya, adanya bahwa kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah kuat dan rakyat menentukan nasibnya 
sendiri dan cara hidupnya dengan perantaraan Dewan sebagai 
perwakilannya. Dan muaranya adalah semua produk lembaga ini 
adalah merupakan kehendak mereka yang telah dikemas dengan 
sebaik-baiknya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsanya, Indonesia Raya. 

Respon dan konsen masyarakat juga cukup menggembirakan 
kita, Tidak sedikit para pakar menyumbangkan pikirannya melalui 
berbagai media cetak dan elektronika bagaimana agar lembaga di 
mana wakilnya berada ini dapat lebih berbuat banyak.. Termasuk di 
antaranya yang memandang bahwa DPR mengidap Syndroma 
Volksraad. Kesemuanya itu tentu kita pandang secara positif sebagai 
bertanda mereka mempunyai rasa memiliki atas lembaga rakyat yang 
mulia ini, dengan harapan Dewan akan lebih banyak dapat berbuat. 

Meskipun demikian memang tidak semua pikiran dan saran itu 
dapat demikian saja kita tampung untuk dituangk.an. Kalau boleh 
bertamsil sebagaimana kita menonton orang tcngah bertanding 
.. IIW<bol, ...,, � bolilnp lanpuog •• ga,,an� loW\lDD}"JI Oiau 
,nc,,gnp., tldok diopor ktp,d.o rob,, Y•� -"" diwt1plllgll!'I\ don 

11chllpiny11 Bqpru Jugulnh II\C1'l:U mcm111ndans � An.sgQtl Dc'Wll,n 
ml d.mlam memi,c:rjwi.n�1111 nutb me-rclLI .:1e1!.,lu mc:a;iringl dimgan 
pcm)'11141lfl me11pp1 dnn m�l1!;:Dp!II hAnp;m metd.Ji Lidu k1Jnjung 
segera terwujud. 

Semuanya itu jawabannya ialah adanya kenyataan yang dapat 
mereka saksikan scndiri kinerja Dewan ini mampu melaksanak.an 
wewcnang dan tugas konstitusionalnya. Bagaimana Dewan ini dapat 
berbuat untuk itu tentulah harus didukung oleh prasarana dan sarana 
yang memadai. Dan tidak kalah pcntingnya ialah mekanisme yang 
tegas dan jelas ke arah itu. Untuk mcmenuhi dan mengatur suatu 
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mekanisme yang demikian itulah Peraturan Tata Tertib Dewan ini 
perlu diubah dan disempumakan sebagaimana kita bahas sekarang. 

Mengimplementasikan pandangan di atas maka Fraksi Persatuan 
Pembangunan dalam usu! perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini 
mengemukakan berbagai muatan pokok sebagai berikut: 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah dalam 
rangka lebih meningkatkan efektifitas kerja Dewan dalam melak­ 
sanakan demokrasi Pancasila selaras dengan kemajuan dan perubahan 
sebagai antisipasi globalisasi. Untuk itu Dewan harus cekatan dan 

tepat menerima masukan dari masyarakat dan meneruskannya 
kepada Pemcrintah untuk dituangkan dalam kebijaksanaan yang 
merupakan solusi dari problema yang dihadapi rakyat. 

Sejalan dengan itu seharusnyalah memantapkan hak-hak Anggota 
Dewan secara tepat sebagaimana semangat dan isi UUD 1945. 
Demikian pula prosedur yang simple agar Dewan dapat scnantiasa 
menanggapi dinamika masyarakat. Dengan demikian untuk melak­ 
sanakan hal Anggota Dewan sepcrti mengajukan rancangan undang­ 
undang dan lain-lain sebagaimana kami ajukan untuk diatur daJam 
rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib ini jumlah dukungan 
anggota yang diperlukan cukup 10 (scpuluh) orang Anggota dan tidak 

perlu berasal dari dua Fraksi atau lebih. Dan untuk menghindari kesan 
cksklusif berkaitan dengan rancangan undang-undang yang 
merupakan inisiatif para Anggota tidak. perlu dengan label "Usul 
inisiatif'. 

Untuk membahas basil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh BEPEK.A sesuai dengan 
amanat UUD 1945 pemberitahuan itu tidak. sekedar ceremonial, lebih 
dari selanjutnya Dewan dapat mengundang dan meminta keterangan 
dari BEPEKA dan Dewan mcmberikan saran-saran agar dapat 
diperhatikannya dengan sungguh. 

Tentang quorum rapat yang dikaitkan pula dengan kehadiran 
unsur Fraksi perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang agar tidak 
menghambat kelancaran dan kelangsungan sidang-sidang Dewan. 
Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan agar kehadiran Fraksi 
cukup dengan lebih dari seperdua Fraksi yang ada. Atau dengan kata 
lain tidak harus dihadiri oleh semua Fraksi. 

Sebelum menutup pengantar musyawarah Fraksi Persatuan 
Pembangunan mengingatkan bahwa usul Perubahan Peraturan Tata 
Tertib Dewan ini tidak dilatarbelakangi dengan sedikit dan 
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banyaknya anggota Fraksi sebagai hasil Pemilihan Umum 1997 yang 
baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. 
Selengkapnya berbagai materi yang menjadi usulan Fraksi Persatuan 
Pembangunan dalam pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib 
DPR RJ ini adalah sebagaimana terrouat dalam DIM yang telah 
disampaikan sebelumnya dengan beberapa ralat yang segera 
disusulkan. 

Sambil membulatkan tekad untuk menampilkan kinerja dan 
kualitas Dewan yang terhormat ini agar semakin mcyakinkan rakyat, 
Fraksi Persatuan Pembangunan mcngajak semua Fraksi, mengkaji 
dan memusyawarahkan semua DIM yang telah disampaikan dalam 
rapat Pansus ini dengan secennat-cermatnya. 

Pembicaraan Tiogkat 111/Panitia Khusus Perubahao Peraturao 
Tata Tertib DPR RI. 

Mekanisme pembahasan berfungsi sebagai pedoman dalam 
pembahasan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Tata 
Tertib DPR RI dan bersifat fleksibel. 
Materi acuan Panitia K.husus adalah: 
a. Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlaku sekarang. 
b. Persandingan Daftar Jnventarisasi Masalah (yang disampaikan 

oleh Fraksi-fraksi). 
c. Usulan baru diajukan oleh Fraksi selama berlangsungnya pemba 

hasan dapat dilakukan pembahasan sepanjang materi baru 
terscbut mcmpunyai relevansi dengan materi yang dibahas dan 

memperoleh persetujuan Fraksi-fraksi. 
d. Pembahasan materi muatan dilaksanakan secara berurutan sesuai 

sistematika dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlak.u 
sekarang. 

Setelah masing-masing Fraksi menyampaikan usul perubahan dan 
disusun dalam persandingan Daftar lnventarisasi Masalah, secara 
keseluruhan terdapat 210 butir DIM. Setelah ditclaah oleh Pansus 
mob Ill budr DfM yang bcr,;ifaJ. todlllulion,.I dl.,m,hkoo !"""· 

bofw;annya kcimda Panlua Ki:,p.. ""'""sJw! sebonyu 87 b<Jtit DIM 
mi=,platlli pcmbarnutlll secan intwsir olth Paruus.. � 17 but.it 
l"•H ditidw lnr<,,,lf, il dlz111onmya dl<cl ... iknn don "'bogilD 
dl!MJW11' ke PonJA, ...Song many> ,ebonyak 34 bolir DIM di111ggap 
sebagai DIM yang bersifat krusial, meliputi : 
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I .  Masalah yang berhubungan dengan jumlah dan ketentuan 
Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, sebanyak 10 butir DIM 

2. Masalah yang berhubungan dengan Hak-hak DPR, sebanyak 9 
butir DIM. 

3. Masalah yang berhubungan dengan Jumlah Komisi, sebanyak I 
butir DIM. 

4. Masalah yang berhubungan dengan Kuorum Rapat, sebanyak I 
butir DIM. 

S Masalah yang berhubungan dengan Anggaran sebanyak S butir 
DIM. 

6. Masalah yang berhubungan dengan Konsultasi dan Koordinasi 
Antar Lembaga Tinggi Negara, sebanyak 4 butir DIM. 

7. Masai ah yang berhubungan dengan Program Legislasi Nasional, 
sebanyak 4 butir DIM. 

Adapun mengenai jumlah komisi-komisi, belum alcan dibicarakan 
namun disampa.ikan dalam Pcngantar Musyawarah, sifatnya adalah 

rekomendasi untuk Dewan yang akan datang. Pansus Perubahan 
Pcrnrunn Tw Tcnll> DPR RJ berlupl untulc. mtrnpo11l,pbn 111nu 
mernbces Pcnrurun TAtl. DPR RI yang; dip.tu dlpugun.llkan ofc:h 
DPR RI d,t.m l=diwilbcnlll� J/lllll bo�unJcp. 

D•lm, pombahttsM Penib.ohln P<mLlnln Ta!JI Toit,'b DPR ooW. 
dilaksanak.an pula pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi. Pertemuan konsultasi antara Ketua-ketua 
Fraksi dengan Pimpinan DPR dalam hal ini Wakil Ketua DPR 
RI/K.orpol adalah merupakan kelanjutan pertemuan konsultasi antara 
Pimpinan DPR RI (lengkap) dengan Pimpinan Fraksi tanggal 29 Juli 
1997. 

Materi konsultasi membicarakan IO pokok masalah yaitu : 
I) Peleksanaan hak-hak DPR 
2) Pimpinan Komisi danjumlah Komisi (Regruping Komisi) 
3) Korum Ra pat 
4) Pidato Pimpinan DPR 
S) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi 
6) Keputusan Komisi Bersifat Mengikat 
7) Mekanisme Koordinasi dan Konsultasi 
8) Masalah Anggaran 
9) Program Legislasi Nasional 
10) Menampung dan Mcnindaklanjuti Aspirasi Masyarak.at. 
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Mengenai pelaksanaan hak-hak DPR, telah disepakati bahwa 
semua pelaksanaan hak-hak DPR, dalam persyaratan jumlah 
pengajuan sekurang-kurangnya 20 anggota menjadi sekurang­ 
kurangnya 10 orang. Ada pun mengenai dukungan Fraksi disetujui 
untuk kembali kepada rumusan Tata Tertib DPR RI. 

Mengenai Pimpinan Komisi dan jumlah Komisi (regruping 
Komisi) telah disepakali bahwa kedua masalah ini diserahkan kepada 
Ketua-ketua Fraksi untuk menyelesaikannya. 

Telah disepakati bahwa korum rapat adalah ditandatangani 
lebih separuh anggota rapat dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. 
Apabila salah satu unsur Fraksi tidak bisa hadir, rapat dapat 
diteruskan apabila ada pemberitahuan/surat dari Pimpinan Fraksi. 

Adapun korum rapat untuk. mengambil keputusan, diisyaratkan harus 
dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota yang menandatangani 
daftar hadir. Rumusan selanjutnya diserahkan pada Panitia khusus. 

Telah disepa.kati bahwa masukan dari Fraksi-fraksi menjadi 
perhatian dalam penyusunan pidato Ketua DPR dalam pembukaan dan 
penutupan Masa Sidang. Adapun rumusannya diserahkan pada 
Panitia khusus. 

Telah discpakati bahwa Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, 
formulasi rumusannya "Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dipimpin 
oleh Pimpinan DPR "dan atau" Pimpinan Komisi yang mengadakan 
Rapat Gabungan Komisi tersebut". Rumusan diserahkan pada Panitia 
Khusus. 

Dapat dipahami bahwa secara yuridis keputusan yang diambil 
dalam rapat Komisi tidak bisa mengikat Pemerintah seperti ketentuan 
Undang-undang, namun lebih bersifat komitmen secara moral. 
Pengertian "mengikat" disini diartikan untuk secara terus menerus 
dapat diikuti perkembangannya clan tindaklanjutnya dalam rapat­ 
rapat berikutnya. Dengan perkataan lain Pemerintah harus dengan 
sungguh-sungguh memperhatikan basil keputusan rapat komisi. 
Rumusannya diserahkan kepada Pansus. 

Tcrdapat 2 (dua) materi dalam hal mekanisme koordinasi dan 
konsultasi, yaitu : 
pertama : mekanisme koordinasi dengan lembaga tinggi 

kcdua 
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Negara lainnya 
konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah karena 
ditentukan oleh Undang-undang atau TAP MPR. 



Karena masalah tersebut di alas dirumuskan oleh Pansus. Selanjutnya 
disepakati untuk hal yang menyangkut pasangan kerja tidak perlu 
dikonsultasikan, namun hasilnya akan disampaikan kepada 
Mensesneg. 

Telah disepakati bahwa masalah anggaran yang terdiri dari dua 
usulan yaitu dari FPP dan FPDI, rumusa.nnya dikembalikan kepada 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, dcngan catatan bahwa dalam 
penetapan dan pengelolaan anggaran Dewan sudah dilaksanakan 
sendiri oleh Dewan'sudah mandiri. Hanya yang masih perlu 
diperjuangkan adalah pcningkatan darijumlah anggaran untuk DPR. 

Mcngcnai program legislasi Nasional diperlukan koordinasi 
dengan Pemerintah khususnya mengenai pcnentuan prioritas RUU 
yang akan dibahas dalam satu periodc tertentu. 

Mcnampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, disepakati 
bahwa perlu diatur mekanismenya yaitu dalam arti disalurkan dan 
ditampung olch alat kelengkapan/Komisi tctapi ada pula yang 
disalurkan kepada Fraksi. Namun titik beratnya adalah disalurkan 
kepada Komisi-komisi, kccuali ada pennintaan dari yang bersang­ 
kutan untuk menemui Fraksi. Rumusannya diserahlcan kepada 
Panitia Khusus. 

Pembicaraan Tingkat IV/Pencambilan Kep.tau.n terlaadap 
Pernbalaaa Pentu.ran Tata Tertib DPR RL 

Didalam rapat Paripuma DPR RI hari Jum'at tanggal 19 
September 1997, sebelum pendapat akhir Fraksi-fi-aksi, didahului 
dengan laporan Ketua Panitia Khusus. 

Laporan Ketua Paaitia Dasu Perabalau Pen.him Tata 
Terdb. 

Perlunya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI telah cukup 
lama mcndapatkan sorotan dari masyarakat. Pada tahun 1990 

Pimpinan Dewan pemah melakukan sarasehan dengan Pimpinan 
Freksi-freksi untuk maksud tersebut, namun kcsepakatan semua 
Fraksi kctika itu belum tcrcapai. Sebagaimana diketahui bersama 
usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, mulanya diajukan oleh 
61 Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan melalui surat tertanggal 
31 Maret 1997. Namun karena adanya masa rcses pada bulan April 
dan Mei 1997 yang bertcpatan dengan pelaksanaan kampanye dan 

pcmungutan suara Pemilu 1997, maka pembiC8nl811 tentang usul 
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tersebut oleh Badan Musyawarah DPR RI baru dilakukan tanggal 25 
Juni 1997. 

Dalam rapat Badan Musyawarah tersebut semua Fraksi 
bersepakat untuk masing-masing mengajukan usul perubahan dengan 
acuan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang didasarkan pada Keputusan 
Nomor 10/DPR Rl/111/82-83 tanggal 26 Pebruari 1983. 

Berdasarkan kesepakatan tersebut, akhimya secara cepat pada 
hari Kamis tanggal 26 Juni 1997, Rapat Paripuran Dewan telah 
menetapkan pembentukan Panitia Khusus mengenai Perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI yang dikukuhkan dalam Keputusan 
DPR RI Nomor 37/DPR RI.IV/1996-1997 tanggal 26 !uni 1997 

Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Pansus berjumlah 
sebanyak 21 orang yang terdiri dari: 

Fraksi Karya Pembangunan sebanyak 9 orang yaitu: Ir. A. 
Moestahid Astari, Andi Mattalatta SH, MH, Syamsul Mu'arif, Ir 
Umbu Mehang Kunda, Ors. Slamet Effendi Yusuf, Mustokoweni 
Murdi, SH, J. Sudarko Prawiroyudo, Novyan Kaman SH dan 
Ors. Adolf Jouke Sondakh. 

2. Fraksi ABRI sebanyak 5 orang yaitu: Suparman Ahmad, Dra. 
Paula Bataona Renyaan, Ors. Maruhum Situmorang, Ali Amran 
Sidik, dan Ori Saptadji K.G. 

J. Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 4 orang yaitu: H. 
Hamzah HAZ, HM Dja'far Siddiq, H. Yudo Paripurno, SH, dan 
H. Ali Marwan Hanan, SH 

4. Fraksi PDI sebanyak 3 orang yaitu : Fatimah Achmad, SH, Ors 
Markus Wauran, dan Ors. R. Soedaryanto. 

Serelah melalui pembahasan yang mendalam akhirnya pada Rapat 
Pleno Pansus pada tanggal 16 September 1997 telah berhasil dise­ 
pakati naskah Peraturan Tata Tertib DPR RI yang telah clisempurna­ 
kan dengan pokok-pokok perubahan. Mengingat bahwa Peraturan 
Tata Tertib DPR RI tidak memiliki Penjelasan Umum, Penjelasan 
Pasal dan Penjelasan Ayat. Oleh sebab itu materi laporan ini 
sekaligus merupakan penjelasan, penafsiran, clan catatan atas 
substansi perubahan clan materi muatan dari Peraturan Tata Tertib 
yang segera akan ditetapkan. 
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Pokok-pokok kesepakatan basil kerja Pansus adalah meliputi 
tentang: 

1. Aspirasi dao Pcogaduao Mmyarakat 
Pansus bersepakat untuk menambah bab baru tentang mekanisme 
untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat yang sclama ini belum diatur. Dalam bab baru ini, 
yaitu Bab XV tentang Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang 
terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 147 dan 148, diatur bahwa aspirasi 
dan pcngaduan masyarakat baik yang melalui surat at.au datang 
langsung pada dasamya ditangani oleh Komisi yang membidangi 
dan/atau Fraksi-fraksi apabila dikehendaki. 
Titik berat pcnanganan oleh Komisi dilandasi oleh pemikiran 
bahwa Komisi dapat segera menindaklanjuti aspirasi dan 
pengaduan tersebul melalui Rapat Kerja dengan Pemerintah dan 
kunjungan kerja Komisi maupun upaya lainnya sesuai dengan 
ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada. Sedangkan 
penyampaian aspirasi dan pengaduan melalui Fraksi-fraksi hanya 
dila.ksanakan apabila diminta oleh unsur masyarakat yang 
bersangkutan, dan tindak lanjutnya terserah pada kebijaksanaan 
Fraksi masing-masing. Dengan kctentuan ini penanganan 
pengaduan masyarakat melalui Komisi-komisi DPR diharapkan 
lebih dapat perhatian kita bersama. 

2. Kon1ultasi dan Koonlinasi 

Dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa untuk kepentingan 
pelaksanaan wewenang dan tugas, DPR dapat mengadakan 
konsultasi dan koordinasi dengan Lcmbaga Tinggi Negara 
lainnya. 
Mengingat pada Peraturan Tata Tertib lama belum diatur 
bagaimana pelaksanaan konsultasi dan koordinasi tersebut 
maka Pansus sepakat untuk menambah bab baru yaitu Bab 
XVI tentang Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga 
Tinggi Negara yang terdiri dari 3 pasal yaitu Pasal 149, 150 dan 
151 .  

Konsuttasi dan koordinasi terdiri dari 2 jenis. 
Pertama : konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi 
negara yang dilaksanakan karena adanya hubungan fungsional. 
Untuk jenis ini prakarsa dapat diambil oleh salah satu pihak 
sesuai kebutuhan. Selanjutnyn dalam rangka pemantapan jalinan 
hubungan fungsional lersebut, Peraturan Tata Tertib membuka 
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peluang untuk diatumya mekanisme konsultasi dan koordinasi ini 
dalam naskah kescpakatan antara Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 
Kedua : Koordinasi dan Konsultasi karena ditenlukan atau 
dipcrintahkan oleh Ketetapan MPR RI dan/atau Undang­ 
undang. Untukjenis ini pelaksanaan dan penanganannya diatur 
lebih lanjut oleh Badan Musyawarah kecuali apabila Ketetapan 
MPR dan/atau Undang-undang tersebut menentukan lain. 

3. Pelaksaoaan Hak-hak DPR 

Dalam pelaksanaan hak-hak DPR telah disepakati bahwa proses 
pengusulan yang semula disyaratkan harus diajukan sekurang­ 
kurangnya oleh 20 orang anggota, oleh Pansus disepakati untuk 
diubah menjadi sekurang-kurangnya diusulkan oleh 10 orang 
anggota. 
Secara keseluruhan perwujuden hak-hak Dewan yang 
memerlukan dukungan anggota terdiri dari: 
a. hak. yang dapat diajukan oleh satu orang anggota atau lebih 

yaitu Hak Mengajukan Pertanyaan tennasuk kepada 
Presiden yang diatur dalam Pasal 34, 35 dan 36, serta Hak 

Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-undang 
yang diatur dalam Pasal 23. 

b. hak yang harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang 
anggota ya.itu Hak Meminta Keterangan kepada Presiden 
yang diatur dalam Pasal IO sampai Pasal 14, pengusulan 
calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan dalatn satu paket 
sebagaimana diatur dalam Pasal 46, pengusulan rapat 
Paripuma Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasa1 83, 
dan pengajuan usu! perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 180 clan 181. 

o. tu.I )'1'1& )umlah ponlJllfufoya di1<111Uon <l<nvn ofHlong· 
'""""¥ dM didokung old> sokw>njl·lrurangny,, 2 (duo) 
F,.ksi, yo;ru ti.SC. MDng,dak,n Peny,lldlkan )'llnJ dialllr 
dllam !'eal IS Ampai Pual :U. !IOIW18 hu. )'01\11 )umloh 
pengusulnya sekurang-kurangoya IO orang anggota dan 

harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 ( dua) Fraksi 
adalah Hak Mengajukan Pemyataan Pendapat yang diatur 
dalam Pasal 24 sampai Pasal 30, dan Hak Mengajukan 
Rancangan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 33 dan 
Bab XIII. 
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Khusus untuk penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Undang­ 
undang usul inisiatif oleh DPR, Pansus bersepakat bahwa 
prosedur pengusulan juga dapat dilakukan melalui Komisi atau 
Gabungan Komisi yang ketentuannya diintegrasikan dalam Pasal 
134. Dalam hal usul diajukan oleh Komisi atau Gabungan Komisi 
mekanismenya adalah melalui Keputusan Rapat Komisi yang 
diambil dalam acara yang khusus diadakan untuk maksud 
pengajuan RUU usul inisiatif tersebut. RUU yang diajukan 
adalah menyangkut masalah yang berada dalam ruang lingkup 
tugas Komisi yang bersangkutan dan sebelumnya telah 
dibicarakan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah. 

4. Teaag• Ahli DPR RI 
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan wewenang 
dan rugas DPR RI, Pansus bersepakat untuk menambah pasal 
baru yaitu Pasal 166. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa DPR 
mempunyai staf ahli yang bertugas membantu kelancaran 
pelaksanaan tugas fungsional Anggota., Alat Kelengkapan, Fraksi, 
dan Pimpinan DPR. Karena pasal ini ditempatkan dalam Bab 
XVIII tentang Sekretariat Jenderal DPR maka pengaturan lebih 
lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerjanya diharapkan 
untuk diintegrasikan dalam Keputusan Presiden sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167. 

S. Status Keputusan/K.esimpulan Komisi 
Pada mulanya Pansus telah sepakat untuk menegaskan bahwa 
Keputusan/Kesimpulan Rapat Kqmisi bersifat mengikat. Namun 
dikarenakan pengertian "mengikat" tersebut tidak. sama dengan 
sifat mengikatnya ketentuan Umjang-undang, akhimya rumusan 
Pasal 59 ayat (6) disepakati berbunyi sebagai berikut: "Hasil 
Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk 
keputusan/kesimpulan- sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
I 02 1)'111 (.3) ""'"""""" lt<scpok,,um ,nwn DPR. dcngon 
Pmu:rinlaJ1 mu plluak peserte ,apa.r. )'ain1 �glruu.n un1uk 
1<l1nJU111yt menjull ullh WU pcmbi.-.n pod4 faJ'l' l:x:rikulnyll 
t.rJUolln:i Im] yar1g AmA" 

Ayal Jllmll dllcu1fp dLu,u oulalnh Olmbolwi oyui bmu <Ian dlmolr- 
1udbu hanya unt:11k R.lpot Kr,jo, Rapa< O.,,ga, Pcndapo1 don 
llopAt Donjlilr PO'l<lllpo1 Umum ol,� Komlli yang b<.ungkuton 
denpn plh>k rcne,nu. Yins dlmaluud donpn "pihal pCS<l"UI 
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rapat" dalam ayat ini adalah unsur yang menjadi pihak tertentu 
atau pihak kedua dalam Rapa! Komisi tersebut. 
Dengan ketentuan ini diharapkan ada keterikatan moral antara 
kedua belah pihak dan bagi Komisi yang bersangkutan keputusan/ 
kesimpulan yang telah diambil harus dibicarakan kembali pada 
rapat berikutnya tentang ha! yang sama sehingga dapat diikuti 
bagaimana perkembangan dan penyelesaian masalahnya. 

6. Kuorum Rapat dan Pengambilan Keputusan 
Dalam Peraturan Tata Tertib DPR dikenal 2 jems kuorum. 
Pertama adalah kuorum untuk membuka rapat sebagaimana 
diatur dalam Pasal I 00 ayat (1) yang pada dasamya mengatur 
bahwa pada waktu yang ditentukan rapat dapat dibuka apabila 
daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah 
anggota dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi. Ketentuan ini 
masih sama dengan Peraturan Tata Tertib lama, hanya saja 
disepakati bahwa penafsiran "dihadiri oleh unsur semua Fraksi" 
adalah dihadiri oleh unsur atau Anggota Fraksi-fraksi yang 
memang ada pada institusi atau alat kelengkapan DPR yang 
mengadakan Rapat tersebut. 
Kedua, adalah kuorum untuk pengambilan keputusan yang 
terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu Keputusan berdasarkan Mufakat 
yang diatur dalam pasal 156, 157, dan 158, serta Keputusan 
Berdasarkan Suara Terbanya.k yang diatur dalam Pasal 159 
sampai dengan Pasal 162. 
Ketentuan tentang Keputusan Berdasarkan Mufakat disepakati 
oleh Pansus mensyaratkan kehadiran secara fisik Iebih dari 
separuh anggota rapat yang telah menandatangani daftar hadir. 
Untuk itu maka Pasal 157 ayat (I) diubah sehingga herbunyi: 
"Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila: 
a. diambil dalam rapat yang daftar hadimya telah ditanda 

tangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota dan dihadiri 
oleh semua unsur Fraksi (kuorum); 

b. dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang 
telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a." 
Disamping itu Pansus juga bersepakat bahwa apabila karcna 
satu dan lain hal salah satu unsur Fraksi belum atau tidak 
dapat hadir, sedangkan ketentuan mengenai jumlah anggota 
sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) huruf a dan b telah 
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terpenuhi, maka persetujuan dari unsur Fraksi yang belum 
atau tidak hadir tersebut dapat diganti dengan persetujuan 
tertulis dari Pimpinan Fraksi yang bersangkutan. 
Untuk itu maka Pansus menyetujui penambahan ayat (2) 
pada Pasal I 57 yang berbunyi: 
"Dalam ha! salah satu unsur Fraksi tidak dapat hadir, 
keputusan berdasarkan mufakat tetap dianggap sah apabila 
Pimpinan Fraksi yang bersangkutan memberikan persetujuan 
secara tertulis." 
Ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) ini juga berlaku bagi 
perwujudan kuorum dalam rangka membuka rapat sebagai­ 
mana diatur pada Pasal 100 ayat (l). Perlu kami sampaikan 
bahwa jenis rapat-rapat yang ditentukan kuorumnya seperti 
tersebut di atas adalah rapat-rapat yang disebut dalam Pasal 
81 kecuali Rapat Fraksi. 

1. Peningkataa Disiplin Anggota 
Dengan ditegaskannya keharusan kehadiran secara tisik lebih 
dari separuh Anggota rapat yang telah menandatangani daftar 
hadir, bila suatu rapat akan mengambil keputusan, maka dalam 
rapat-rapat Dewan yang akan datang, disiplin anggota harus lebih 
ditingkatkan. Sehubungan dengan ha! tersebut maka Pansus 
bersepakat ditambahnya butir tentang peningkatan disiplin 
anggota pada Pasal 40 ayat (2) yang merupakan bagian dari 
tugas Fraksi-fraksi. Dalam upaya peningkatan disiplin, Pansus 
juga bersepakat tentang perlunya ditegakkan secara lebih 
konsekwen perwujudan etika rapat. 

8. Kompeslsl Pimpinan Komisi, Badaa-badao dan Paosus. 
Ketentuan tentang Pimpinan Komisi diatur dalam Pasal 58, 
Pimpinan BURT dalam Pasai 63, Pimpinan BKSAP dalam Pasal 
67, dan Pimpinan Panitia Khusus dalam Pasal 7 1 .  Pansus 
bersepakat bahwa ketentuan ayat (I) dari pasal-pasal tersebut 
diatas yang menegaskan bahwa Pimpinan bersifat kolektif dan 
mencerminkan Fraksi-frak.si tetap dipertahankan. Pengertian 
"mencerminkan Fraksi-fraksi" adalah semua unsur Fraksi yang 
anggotanya memang ada (menjadi anggota) dalam alat keleng­ 
kapan tennaksud walaupun cuma I (satu) orang. 
Sekalipun demikian, pada ayat (2) dari pasal-pasal tersebut di atas 
ditegaskan bahwa Pimpinan alat kelengkapan DPR tennaksud 
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terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang 
Wakil Ketua. Pengertian "sebanyak-banyaknya empat orang 
Wakil Ketua" adalah bahwa apabila dalam alat kelengkapan 
tersebul tidak ada unsur salah satu Fraksi, maka unsur 
Pimpinan dari Fraksi yang bersangkutan akan dibiarkan kosong 
dan tidak dapat diisi oleh Frak.si lain. Dalam ha.I anggota Fraksi 
tertentu dalam alat kelengkapan tersebut hanya berjumlah satu 
orang, maka dipulangkan kepada Fraksi yang bersangkutan 
apakah akan mengisi atau mengosongkan unsur pimpinan dari 
Fraksinya. 

9. Perubahao dan Penyesuaiao. Hal-hal yang Benifat Teknis 
Disamping perubahan tersebut diatas, Pansus juga menyepakati 
beberapa perubahan yang bersifat teknis antara lain: 
a. perubahan beberapa pasal dan ayat dalaJn rangka 

penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1969 tentang Susunan clan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 
5 Tahun 1995; 

b. penyesuaian pengaturan tentang waktu rapat DPR yang 
termuat dalam Pasal 80 karena adanya perubahan hari dan 
jam kerja Pemerintah di ibukota Negara Republik Indonesia. 

c. tradisi untuk menyampaikan tanggapan Dewan atas berbagai 
permasalahan dalam Pidato Pembukaan dan Pidato Penu­ 
tupan Masa Sidang oleh Pimpinan Dewan, disepakati oleh 
Pansus untuk dituangkan dalain Pasal 79 dan selanjutnya 
dalam Pasal tersebut ditambah satu ayat baru yaitu ayat (6) 
yang mcmbuka kesempatan kontribusi saran dan pendapat 
Pimpinan Fraksi-frak.si. 

d. perubahan dalam pengaturan mekanisme antara BURT 
dalam hubungan dengan Badan Musyawarah dan Pimpinan 
Dewan yang selanjutnya ditunjuk untuk diatur dengan 
Keputusan Pimpinan DPR sebagaimana lertuang dalam ayat 
(5) baru dari Pasal 64. 

c. perubahan-perubahan kecil Jainnya tennasuk penyesuaian 
dengan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan dan 
penyesuaian dengan kaidah tata bahasa. 
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Selain dari perubahan-perubahan tersebut di atas, naskah 
Peraturan Tata Tertib pada dasamya tetap mengacu pada pengka­ 
limatan redaksional sebagaimana tertuang dalam naskah yang 
lama 

10. Disamping beberapa perubahan tersebut diatas, Pansus juga 
menganggap perlu untuk menyampaikan bebera'pa. catatan yang 
berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib ini, yaitu: 

a. Mmalab Anggann 
Pansus telah membicarakan secara mendalam tentang 
keinginan Dewan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan 
hak anggaran atau hak budget sehingga beberapa ketentuan 
yang mengatur penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 
mengalami beberapa perubahan. Disamping itu Pansus juga 
membicarakan adanya usul Fraksi-fraksi agar Dewan 
menetapkan dan mengelola sendiri anggaran Belanja 
Tahunannya, serta adanya usul untuk diintegrasikannya 
penentuan program, proyek dan kegiatan ke dalam RAPBN. 
Untuk hal yang berhubungan dengan Anggaran Belanja 
Dewan discpakati bahwa mekanismenya tetap terintegrasi 
dengan sistem anggaran yang telah berlaku selama ini di 
mana mekanisme pengusulan anggaran Dewan sudah 
bersifat mandiri. 
Disamping itu sctelah berkonsultasi dengan Pemerintah 
dalam hal ini Menteri Keuangan pada tanggal 13 Agustus 
1997 disepakati perlunya peningkatan anggaran untuk kelan­ 
caran pelaksanean tugas Fraksi-fraksi pada tahun anggaran 
mendatang, walaupun Fraksi tidak merupakan alat keleng­ 
kapan Dewan. Dengan demikian maka jiwa ketentuan Pasal 
40 ayat (3) Peraturan Tata Tertib Dewan yang menegaskan 
penyediaan sarana dan anggaran yang memadai kepada 
Fraksi telah mendapatkan perhatian bersama. 
Khusus untuk peningkatan peran Dewan dalam pembahasan 
RAPBN, pertemuan antara Pimpinan Fraksi dengan Menteri 
Keuangan, juga menyepakati bahwa mulai dari forum 
pembicaraan pendahuluan, Komisi-komisi dapat mem­ 
bicarakan sampai pada tingkat program dan proyek 
khususnya sampai kepada besaran angka kuantitatifnya. 
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Namun yang tertuang dalam diktum RAPBN tetap hanya 
sampai pada sektor da.n sub selctor. 

b. Mu•lab Proc;ram l...ecUlasi Nasional 
Pada mulanya Pansus bersepakat bahwa dalam Peraturan 
Tata Tertib perlu dituangkan pengaturan tentang perwujudan 
Program Legislasi Nasional antara Dewan dengan 
Pemerintah. 
Ide dasamya adalah perlunya ada forum antara Dewan 
<l<tlpn l'<mcrn,W> gun, mMrb-., ,,._n 
pct1p.Ju.sn rAnunSM uQ.dan1•uridu1 delam j2ngkl lime 
W,Qnall mJWJlun dalom !i<f'u>p liihun 1ida1111. Pr<>Jl'*'D llrru, 

mhurw, "-' dibianbn dccpo Pemcnn1ah t.crln,-1 
dengan pembahasan dalam Pansus Repelita dan program 

tahunan dapat dibicarakan dengan Pemerintah melalui Rapat 
Badan Musyawarah atau Komisi tertcntu yang ditcntukan 
oieh Bad.an Musyawarah. 
Id< peopwmn torsdnn onw. l,Jo dldowl<an p,u4 krlngjnan 
o.....,, •&"' p<llg,Ju,n kUU old, P,mmnhoh loblh b'1rliht 

lctenlillllll d•n tri:provun ,chinw lidd huut mc:mmpulc 
ptd:t 11fi11p mcnjiclan� lkhir mi\51 balal Dewan, kec:�ll 
terhadap RUU yang bersifat mendesak. 
Namun disadari oleh Pansus bahwa pengaturan tersebut 
di atas rnenimbulkan kesan Peraturan Tata Tertib Dewan 
mcmptur bmlt!Ki kekrnbn.g;a..n.n linggl neg.an l•lnnya �c.11'1 

uplhak. 01,b ,cbob in, r..... botscpwl unrol tlWlk 
meuwigbn pcnplunUl mo,.loh P- Lo�!JIDJI No<ionw 
le:BC!bu\ dahun Pen.b.Unn TIU T�rtlb Dtiw111, tmlpi mc=oyun­ 
paik,n idc dasar pcmikiran t.enebut sebagai sesuatu yang 
diharapk.an menjadi perhatian bersama. khususnya perbatian 
Pemcrintah. Paoitia Khusus berharap agar Pimpinan Dewan 
yang akan datang mengambil inisiatif untuk mengadakan 
konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah guna me­ 
realisasikan ide tersebut sehingga tcrbina jalinan yang 
harmonis antara Pemerintah dan Dewan dalam mewujudkan 
Program Legislasi Nastonal yang telah ditegaskan dalam 
GBHN 1993, sekaligus menghindari penwnpukan RUU 
pada akhir masa bakti Dewan. 



e, Mualab Prosedur Singkat 
Dalam Pasal 125 ayat (I) ditegaskan bahwa pembahasan 
RUU dilakukan melalui 4 tingkat pembica.raan, kecuali 
apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan 
dengan prosedur singkat. Jstilah "prosedur singkat" dalam 
batang tubuh Peraturan Tata Tertib tidak terdapat uraian 
pengernannya. 
Sehubungan dengan ha! tersebut maka untuk menghindari 
interpretasi yang salah, Pansus bersepakat untuk menyam­ 
paikan catatan bahwa prosedur singkat yang dimaksud adalah 
meniadakan salah satu tingkat pembicaraan yaitu tingkat II, 
sehingga suatu RUU setelah pengantar Pemerintah pada 
pembicaraan tingkat I langsung diteruskan ke pembicaraan 
tingkat III dalam rapat Komisi Gabungan Komisi atau Panitia 
Khusus. 

d. Status Peraturan Tata Tertib DPR RI 
Walaupun ada Fraksi yang mengusulkan agar Peraturan Tata 
Tertib Dewan diwujudkan dalam bentuk Undang-undang 
namun Pansus belum dapat menerirna hal tersebut karena 
ketentuan Pasal 37 dari Undang-undang nomor 16 Tahun 
1969 scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
undang nomor 5 Tahun 1995 mengenai Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menegaskan bahwa 
"Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan 
Permusyawaratan/ Perwakilan diatur sendiri oleh masing­ 
masing badan tersebut." Artinya Peraturan Tata Tertib 
DPR harus ditetapkan oleh DPR sendiri. Walaupun 
ditetapkan oleh DPR sendiri, mestinya Peraturan Tata 
Tertib Dewan ini memiliki daya ikat yang sama dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bawah 
Undang-undang, karcna perwujudan dari Peraturan Tata 
Tertib tersebut merupakan perintah dari Undang-undang. 
Masalah ini kiranya menjadi catatan khusus yang perlu 
mendapat perhatian Dewan di masa yang akan datang. 

e, Penulisan Duka teatang Tata Tertib DPR RI 
Panitia Khusus menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan Tata 
Tertib DPR RI tidak mungkin dipahami sepenuhnya tanpa 
memahami latar belakang pemikiran yang terkandung dalam 



proses pembahasannya, lebih-lebih mengingat Peraturan Tata 
Tertib ini tidak mempunyai Penjelasan Umum, Penjelasan 
Pasal dan Penjelasan Ayat. Proses pembahasan dan siklus 
anggaran umpamanya merupakan hal yang banyak belum 
dipahami oleh masyarakat. Tidak terkecuali para anggota 
Dewan sendiri. Demikian pula halnya dengan proses 
pembahasan RUU serta perwujudan fungsi legislatif dan 

pengawasan oleh Dewan. Untuk mengatasi hal ini Pansus 
menyarankan kepada Pimpinan Dewan yang akan datang 
kiranya dapat mcnugaskan unsur PJI yang telah mengikuti 
seluruh proses pembahasan Tata Tertib ini, untuk menyusun 
suatu buku yang menjelaskan kandungan Tata Tertib Dewan. 
Atau oleh unsur lainnya yang benninat melak.ukan 
penulisannya. 

Ketika pembahasan terhadap usul-usul perubahan sedang 
berjalan intensif, Pansus menghadapi kendala di mana Tata Tertib 
tidak akan dapat dilak.sanakan sebagaimana mestinya apabila Dewan 
memiliki 11  Komisi sedang salah satu Fraksi tidak bisa mengisi semua 
Komisi tersebut. Kendala pclaksanaan Tata Tertib ini discbabkan 
oleh keharusan hadimya scmua unsur Fraksi sebagai prasyarat untuk 
membuka rapat dan mengambil keputusan sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal JOO ayat (I) dan Pasal 152 ayat (I) Tata Tertib lama 
scbelum dilakukan perubahan. 

Dalam ha! ini Pansus tidak mempunyai kewenangan untuk 
menetapkan jumlah dan ruang lingk.up Komisi, karena berdasarkan 
Pasal 56 ayat (I) hal terse but harus diputuskan tersendiri oleh DPR. 
Setelah permasalahan ini dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah 
pada tanggal 5 Juli 1997, selanjublya diputuskan bahwa pcmbicaraan 
tentangjumlah dan ruang lingkup Komisi tersebut sekaligus dilakukan 
melalui rapat konsultasi antara Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan 
Dewan. 

Setelah dilakukan bebcrapa kali pertemuan konsultasi antara 
Ketua-ketua Fraksi dengan Pimpinan Dewan maupun antar Ketua­ 
ketua Fraksi itu sendiri akhimya disepakati untuk melakukan 
regrouping, jumlah Komisi dari 11  menjadi 8 Komisi dengan 
perincian ruang lingkup tu gas dan pasangan kerja sebagai berikut: 

Komisi I dengan ruang lingkup tugas bidang Hank.am, Hukum dan 
Penerangan serta mempunyai pasangan kerja dengan: 
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I. Departemen Hankam 
2. Oepartemen Penerangan 
3. Oepartemen Kehakiman 
4. Kejaksaan Agung 
5. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
6. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 
7. Badan Koordinasi Intelijen Negara 
8. Lembaga Sandi Negara 
9. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 

Komisi II dengan ruang lingkup tugas bidang politik, serta mem­ 

punyai pasangan kerja dengan: 
I. Departemen Dalam Negeri 
2. Departemen Luar Negeri 
3. Menteri Negara Sckretaris Negara 
4. Menteri Negara Sekretaris Kabinet 
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
7. Lembaga Administrasi Negara 
8. Arsip Nasional 
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
10. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan 

dan Pengamalan Pancasila 
1 1 .  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

Komisi III dengan ruang lingkup togas bidang Pertanian, Kehutanan 
dan Transmigrasi, serta mempunyai pasangan kerja dengan: 
I. Departemen Pertanian 
2. Departemen Kehutanan 
3. Departemen Transmigrasi 
4. Menteri Negara Urusan Pangan 
5. Badan Urusan Logistik. 

Korn isi IV dengan ruang lingkup tu gas bidang sarana dan prasarana 
serta mempunyai pasangan kerja dengan: 
1. Departemen Pekerjaan Umum 
2. Departemen Perhubungan 
3. Departemen Pariwisata Pos dan Telekornunikasi 
4. Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat 
5. Dewan Telekomunikasi 
6. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
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7. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. 

Korn isi V dengan ruang lingkup tu gas bidang investasi, industri, 
perdagangan dan lingkungan hidup mempunyai pasangan kerja: 
I. Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
2 Departemen Pertambangan dan Energi 
3 Departemen Tenaga Kerja 
4. Menteri Negara lnvestasi/Ketua Badan Koodinasi Penanaman 

Modal 
5. Departemen Koperasi dan Pcmbinaan Pcngusaha Kecil 
6. Mcnteri Negara Urusan Lingkungan Hidup 

Komisi VI dcngan ruang lingkup tugas bidang sosial dan keschatan, 
serta mempunyai pasangan kerja dengan: 
I . Departemen Kesehatan 
2. Departemcn Sosial 
3. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita 
4. Menteri Negara Kependudukan/K.epala BKKBN 

Komisi VII dengan ruang lingkup tugas bidang Pendidikan, agama 
dan Ristek, serta mempunyai pasangan kerja dengan: 
I. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
2. Departemen Agama 
3. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga 
4. Lembaga Jlmu Pengetahuan Indonesia 
5. Badan Tenaga Atom Nasional 
6. Perpustakaan Nasional 

Komisi VIJI dengan ruang lingkup tugas bidang APBN dan 
Keuangan, serta mempunyai pasangan kerja dengan: 
I. Departcmen Keuangan 
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 
3. Menteri Negara Riset dan Tcknologi 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
5. Bank Indonesia 
6. Badan Pengkajian dan Pcnerapan Teknologi 
7. Sadan Pengembangan Industri Strategis. 
8. Biro Pusat Statistik 
9. Semua Departemen, Menteri Negara, Pejabat Tinggi setingkat 

Menleri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Kesekreta- 
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riatan Lembaga Tertinggiffinggi Negara., sepanjang berhubungan 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Dalam pernbagian pasangan kerja belum tennasuk Menteri 
Negara Urusan Khusus Hal ini dilandaskan oleh pcnegasan bahwa 
tugasnya akan berakhir pada saat pelantikan Dewan. Apabila 
kelcmbagaan ini temyata masih ada kiranya akan ditetapkan atau 
diserahkan kepada Dewan yang akan datang untuk menempatkan kc 

Komisi mana mitra kerjanya. • 
Mengenai pcmbagian unsur Ketua pada 8 Komisi disepakar..­ 

dengan komposisi 4:2:2, yaitu 4 Komisi ketuanya dari unsur FKP. 2 
Komisi ketuanya dari unsur FPP, dan 2 Komisi ketuanya dari unsur 
FABRI, atau apabila sekaligus dengan unsur Ketua dalam BKSAP 
dan BURT, maka komposisinya adalah S:3:2, yaitu 5 FKP, 3 FPP 
clan 2 FABRI. 

Untuk hat yang menyangkut penentuan pada Komisi dan Badan "" 
mana saja 5 unsur FKP, 3 unsur FPP, dan 2 unsur FABRI mencmpati 
posisl Ketua pcrlu dikonscnsuskan olch masing-masing Fraksi pada 
pcriodc yang akan datang. 

Secara lcngkap naskah Peraturan Tata Tcrtib DPR RI sebagai 
basil kerja Panitia Khusus yang tclah dibaca dan ditandatangani oleh 
scmua unsur Fraksi dan diharapkan dapat diterima dan disahkan 
dalam rapat Paripuma ini, sebagai satu kcsatuan yang tidak 
tcrpisahkan dari laporan ini dan kiranya telah dianggap dibaca. 

Pcndapat Akhir Frak.sl-frak.,i 

Pendapat Akhir Fnk.si Ka.,.a Pembangunan DPR RI, yang 
disampaikan olch Ir. Umbu Mchang Kunda. 

Dalam pcndapat akhir Fraksi, FKP mcnyampaikan bahwa bcrsa­ 
maan dengan Sidang Paripuma Dewan Pcrwakilan Rakyat yang 
mcrupakan Sidang Paripuma terakhir dari DPR masa bakti 1992- 
1997, akan rncncatat dan mcnghias lcrnbaran scjarah baru. Pad a hari 
ini DPR akan mcngarnbil kcputusan untuk mcngubah dan 
mcnycmpumakan Pcraturan Tata Tcrtib DPR sebagaimana ditctapkan 
melalui kcputusan Dewan Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia 
Nomor 101DPR-RIIIIU82-83 tanggal 26 Pebruari 1983. 

Saraschan antara Pimpian Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi 
untuk mcmbahas kcinginan untuk mcrubah dan menycmpumak.an 
Pcraturan Tata Tcrtib Dewan tclah dilaksanakan pada tahun 1990. 



Ketika itu, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa perubahan 
dan penyempumaan terhadap Peraturan Tata Tertib hendaknya 
didahului oleh pengkajian yang cukup mendalam dan oleh karenanya 
disarankan agar pembahasannya dapat dilaksanakan setelah 
pelaksanaan Pemilu 1992. 

Setelah sekian tahun berlalu, dan ketika Badan Musyawarah pada 
tanggal 25 Juni 1997 membahas kemungkinan perubahan dan 
penyempumaan Peraturan Tata Tertib Dewan, Fraksi Karya 
Pembangunan kiranya sependapat bahwa ini merupak:an saat yang 
tepat untuk melakukan perubahan dan penyempumaan Peraturan Tata 
Tcrtib Dewan terutama dalam rangka meningkatkan fungsi dan 
peranan DPR yang pada akhimya akan meningkatkan kinerja DPR 

• sesuai dengan tuntutan GBHN t 993. 
Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa Daftar Inventa­ 

risasi Masalah yang diajukan Fraksi Karya Pembangunan, bila 
dipersandingkan dengan rumusan Peraturan Tata Tcrtib yang akan 
disahkan hari ini, akan mampu mengungkap secara jelas surnbangan 
pemikiran Fraksi Karya Pembangunan terhadap Peraturan Tata Tcrtib 
Dewan Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia. 

Persoalan dan pennasalahan yang cukup menonjol dan cukup 
penting untuk diungkapkan adalah : 

1. Peny•ratan Penggunaan Hak-hak Dewan Penvakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa: 
I) Terhadap jumlah pengusul, Fraksi Katya Pembangunan 

dapat mempertimbangkan usulan perubahan jumlah pengusul 
atas dasar pertimbangan Konfigurasi Keanggotaan Fraksi­ 
fraksi basil Pemilihan Umum walaupun belum 
mcncantumkan angka pcngusul yang pasti. 

2) Terhadap hak-hak DPR yang mensyaratkan tidak hanya 
terdiri dari satu Fraksi, Fraksi Karya Pembangunan 
berketetapan hati untuk mempertimbangk.annya. 

Berdasarkan pendirian terscbut diatas, Fraksi Karya 
Pcmbangunan dapal memahami usulan perubahan jumlah 
pengusul dari 20 orang menjadi 10 orang sebagaimana diusullran 
oleh rekan-rekan Fraksi yang lain. Namun terhadap usulan agar 
menghilangkan persyaratan "tidak hanya terdiri dari satu Fraksi" 
sehingga semua hak dapat dilaksanakan walaupun hanya 
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diusulkan oleh satu Fraksi. Fraksi Karya Pembangunan dengan 
berat hati terpaksa harus tidak sependapat dan pada akhimya 
persyaratan "tidak hanya terdiri dari satu Fraksi" tersebut tetap 

dipertahankan dalam naskah perubahan Peraturan Tata Tertib 
ini. Alasan yang menjadi pegangan utama Fraksi Karya 
Pembangunan tidak lain dan tidak bukan dari kehendak atau 
keinginan untuk mewujudkan asas musyawarah mufakat sebagai 
cenninan terlaksananya secara bertanggung jawab Demokrasi 
Pancasila yang telah menjadi kcsepakatan bulat bangsa Indonesia 
dalam keseluruhan aspck kchidupan bermasyarakat, berhangsa 
dan bemegara. apalagi di lembaga perwakilan rakyat yang sama 
kita cintai ini. 

Dalam pemahaman Fraksi Karya Pembangunan, apabila hak­ 
hak yang selama ini diisyaratkan tidak hanya terdiri dari satu 
Fraksi", dapat dilaksanakan oleh satu Fraksi, dan dengan 
demikian tidak membutuhkan dukungan Fraksi lain, cendenmg 
akan menjurus ke arah sikap untuk meniadalcan arti kawan­ 
kawan seperjuangan dari Fraksi lain yang ada di Dewan 
Perwakilan Rakyat ini. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terjadi, 
maka bukan tidak mungkin kalau suatu ketika Fra.ksi-fraksi akan 
bertindak dan mcngarah pada terciptanya "diktator mayoritas" 
atau "tirani minoritas" dalam pclaksanaan dan penggunaan hak­ 
hu J)o,qn PotWI.IQw, R&kyn Kchati·lwian Frusl lw)·a 
Pcimb1n1unan ter.1cbu1 di •lu IC'ntunya jup jauh dad :rikmp 
,priori don on!lptli tcr1,,dlp dnglulh laku ?')litil< .,,..;"-""'"'"" 
kif.I dawn m�ns;cij•wan1.1.h:kan nilli-niW Dcmok,ui f'.mea1il&.. 
Namun. Fraksi Karya Pemhangurum berpendapat bahwa upaya 
menciptakan rambu-rambu yang dapat mcnghalangi tcrwujudnya 
hak-hak yang tidak kita inginkan bersama, merupakan langkah 
preventif yang patut _kita lakukan untuk. mengiringi perjalanan 
pengabdian seluruh kekuatan sosial politik dalam mengemban 
kipTIU\flya di Dewan Perwak.ilan Rakyat yang sama kita cintai ini. 

Persoalannya adalah sampai sejauhmana kita menciptakan 
suasana saling mem.butuhkan serta saling bennitra bagi upaya 
bersama menggunakan hak-hak Dewan untuk mencapai tujuan 
bersama, kiranya lebih besar manfaatnya daripada sckcdar 
berupaya dalam binglcai Fraksinya masing-masing. 

Dalam hubungan inilah, Fraksi Karya Pembangunan 
mengusulkan altematif tata cara baru pcngajuan RUU usul 
inisiatif clan telah disepakati bcrsama yaitu melalui Komisi atau 
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Gabungan Komisi di mana sekat-sekat fraksional relatif tidak 
terlalu nampak dalam keseharian pelaksanaan tugas Fraksi di 
Komisi/Gabungan Komisi. 

2. Masalab Anggaran Dewan dan Preses Pembabasan APBN 
Di bidang anggaran, berkcmbang usulan-usulan untuk 

dirumuskan dalam Tata Tertib Dewan yang mcncakup; 
a. Agar DPR menetapkan dan mcngelola anggaran belanja 

sendiri, dan; 
b, Agar proses pembahasan RAPBN, selain mcncakup sektor 

dan sub scktor hcndaknyajuga mencakup Program, Proyek 
dan Kegiatan 

Terhadap usulan-usulan tcrscbut diatas, Fraksi Karya 
Pembangunan berpendapat bahwa proses yang berkembang 
selama ini telah mengacu pada satu kesatuan sistcm 
penganggaran yang berlaku secara nasional. 

Proses perencanaan dan pcnetapan anggaran Dewan, selama 
ini tclah bcrlangsung scsuai dengan ketentuan yang bcrlaku 
pa.da scmua instansi Pcmerintah, baik Departcmcn maupun Non 
Departcmen. 

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek 
(DUP) disusun olch Sekretariat Jenderal dan dibahas bersama­ 
sama dengan BURT sebelum disampaik.an kc Departemen 
t.: ..... g.u, .s.,o 8-<\n llPR mi:mllikl kodo llllggMl!J1 d111 mat., 
.,,_ yong tldok ...,. de11pn Scla1:<l,iat N"l!Jltl, olcl! tm:n, 

itu, pm£t peng,,wl,n d•• pcrlnclon lcbih 1'aju1 <!Ml 11111!11 
anqaran )'•nJ dilUapkM t�tia.p 11b.un. IOTIA pcn.gsunnn i.ian 
P<ffllll!IIUMl!i•w•il&nn�I toloh ....,,. inood,ri diJgiuanoJ.w Oioh 
Sckretariat Jenderal DPR. 

T<rhamnp lc•hll"""' Oj!Or pcmbohJllall RAf2N her,d"1<hyo 
mcnc,l:up sompoi dtnll"" l'rollf'""· Pro�•!< dnn Kegi,bm, 
ocl>cnamyo ,tll!oh 1011.,...,.. mololu, l\apo1 Ka-J• &otnlsl d<npn 
pasanpn kcrja.u)a t11A1JngTm:11�ln�. YQllJ&, jultl'\I tldnk disc:trujui 
FOlkli K,uy, l'"cmbang•n•n � •fl"l,11• dl�-nm, Undang· 
und.11t1g RAPBN li....na mcmuat ri�iu .wnp.-J Ptt,gr.m1, Proyc.k 
danKogl,i .. , 

M�111)'11 111111.tah k11ltu h111 im Uilalwmaba., •kllD s1:1npt 
mcnyulllio 1-otib ol<h lw<rui 1.iu don Wn lw lllllU5 dll,lwkon 
ptO..Jlde'l'tHI flLlilU. J:IC"Y"UtiM b-i.ty.1.1 ;mlil/' progr,arn. proyQ dm, 
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at.au kegiatan, karena harus dilaksanakan melalui perubahan 
Undang-unda.ng APBN. 

OcnG"'l d<mikmn, pcmboh.,.. 1oriw!J,p Progmn, Pm)'Ck 
d4n K.tgi.a:um pmi,a rn.1Jln&--mllU1g Dcpancmcn cukup di­ 

l1kuoa:bn okh maiing-mlsmj Kami.Ii, dan sdlu,)utny.n. 
dlblan.i<aD dill dibahu \,c.,.,..._,. don[!llll Komi<l yoo5 
"""1mgm,i APPN Klagaim ... 1<U1h d11abam,loln ll!lom, lnl 

Pcnjelasan atas sikap dan pandangan Fnksi Karya 
Pembangunan, walaupun tidak dimaksudkan untuk meng­ 
hilangkan pandangan konservatif yang dilansir sementara 
hl11ngan IM'IIHuk rebn-,ebn anggoLII Punu;, lun.il)'I paling_ 
kurang dop,1 dim<ngmi ocan jolo 1<111&ng IMM beW<ong 
pemii,nm yong�ld<an i,o,w Fraw � Panbong11111m 
ttpcrti Iru, 

Dengan pandangan dan uraian singkat tersebul di atas, 
sampailah kami pada keputusan untuk menyatakan bahwa Fraksi 
Karya Pembangunan dapat menerima Rancangan Perubahan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 
disahkan menjadi peraturan Tata Tenib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Pendap•t akblr Fraksl ARRI DPR RI, disampaikan oleh Ori 
Saptadji K.G. 

Di dalam membahas Pcrubahan Peraturan Tata Tenib DPR RI 
ini, Fraksi ABRI berpodonian pada pokok-pokok pikiran sebagaimana 
yang u:lah disampaikan pada Pengantar Musyawuah Fraksi ABRI 
sebagai berikut : 
Penama : Bahwa hak.ekat musyawarah untl.lk mufakat adaJah 

suatu cara pelaksanaan dcmokra.si Panc.asila untuk. 
merumuskan atau memutuskan suatu hll dengan 
kebulatan pendapat (murakat). Oleh k.arena itu eksistensi 
Fraksi-fraksi adalah penting. 

Kedua Bahwa perubahan Tata Tertib DPR RI ini sejauh 
mungkin dapat mengakomodasikan perubahan- 
perubahan baik masa kini maupun masa mendetang. 

Ketiga Bahwa titik berat perubahan Tata Tertib DPR RI diupa­ 
yakan mengarah ke peningkatan kinerja DPR RI dalam 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya., scrta mampu 
menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyaralcat. 

Proses Pembicaraan Tingkat Ill, berlangsung cukup pad.at dan 
dinamis mengingat cakupan materi yang cukup luas yaitu sejumlah 
19 Bab dengan 176 Pasal yang meliputi 210 permasalahan sebagai­ 
mana tercantum dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang 
diajukan oleh Fraksi-fraksi, dengan hasil pembahasan menjadi 21 Bab 
dengan 182 Pasal. 

Dengan menggunakan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, 
perkenankanlah Fraksi ABRI menyampaikan ulasan mengenai 
masalah-masalah yang cukup mendapat perhatian dalam pembahasan 
Perubahan Tata Tertib DPR RI ini antara lain: 
I. Pelaksanaan Hak-hak DPR 

Gunn mcngor1111icmlmn wAJau pcmbahll$IIO.. Pti.nmi 50p,ll,UI 
""""l,h ini dl.njllll lo lobby Kt:101-i:.tu• Frnk,l, lioill pUIUAn 
lobby )'Mi .. 1"1l)utnyo Juli" di><111Jul ol<h p......, 1dolah 
"'l'OU' JumW. ponj!IUUI 1<kur""8·kunD1llY., ID or>ng. 

sodnngkan persy1n1An dlhldlrl l<hih don .. tu Frobi unbJI< Hok 
MorninlA K•""""!!All dan Hu. Mcng.,jubn UJlJI P.rubahtn Tom 
Tertib DPR tidak berubah. 

2. Ptrihlll P[mplnan Komis! <Ian Jumlah K<lmlsl 
Schilpl ujWlj n;mbak Ilc¥1o'lln, Koml:lli haru5 dipimptn c:ob:ih 5:ll.ll.l 

!USJJnmi Pimp11mn yu.ng llll.alog d«ipn Pimptflln D:wtn dJiB 
>«>nng P,mp"11!1l Komis! y,,ng be=ng�uw,_ lnlWi l""E 
dlMm.aUn setu kMaWA.11 Pimpinan yang bomm. l<olekt:if 
ScdJl.ngkon dolnm � moninsb....., I.or), De,"'""• Fr.wi 

ABR.I moruo porlu diodmn «gmuplngjwnlah Komm den� 
Rltlp mengacu kt,:,1d1 cmpat. bid.D.og (Polbrn, fnbrt.ng, Ekku d:!n 
Ken), lud im d,n1oluiudlom apt d.,l'"' monghlncbri terjodlnya 
tuinpMg llPdih Ungkup ,ua11.1 an11r1 Atu Komi!U drng1u, Yin.II 
l•lnny.1. 

J. Pcri:ha1 KoosufWJI Jcn,gu PClllmnl.Ah. 

f'*<i t\BRJ <lolam DIM·n)'II '"cnru,ullr.on IUJ!lli i!Junu, ·pad, 
P ... I SJ pertu poOIIDbahan ,alu bulir barn )1111111 bc,l,unyJ : 
"Melaku.lom """'"llni dcnpn Panerinlllh J><rihol RAn=pn. 
Undang-undang yang akan dibahas selarna periode berjalan." 
Usul ini didasari pcngalaman DPR RI sclama ini, pad.a tahun­ 
tahun terahir masa baktinya cukup padat dengan pembahasan 
RUU dari Pemcrintah. 
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4. Perihal Etika Rapat DPR Rl 
Pasal IOS ayat (2) menyebutkan "Anggota Rapat berbicara di 
tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua 
Rapat". Fraksi ABRl mengusulkan dalam DIM, penambahan 
anak kalimat pada akhir kalimat : " ... dan tetap berada di tempat 
untuk mendengarkan jawaban atas penanyaan yang diajukan, 
kecuali dengan seijm Pimpinan Rapat mendelegasikan 
penerimaanjawaban kepada Anggota lain". 
Usul Fraksi ABRl ini sebenamya sangat erat kaitannya dengan 
etika mpat. Alangkah hormatnya apabila ketika Pemerintah 
memberi jawaban atas pertanyaan anggota yang bersangkutan 
dapat menerima Jangsung. Semangat usul Fraksi ABRI ini dapat 
dipahami semua Fraksi dan akan merupakan catatan bagi semua 
Fraksi untuk memperhatikannya. 

5. Perihal Keputusan Berdasarkan Mufakat 
Fraksi ABRl dalam DIM-nya mengusulkan perubahan pada 
rumusan Pasal 152, yaitu pentingnya kehadiran secara fisik 
anggota Dewan, dalam pengambilan Keputusan. Dalam diskusi 
selanjutnya semua Fraksi sependapat usul Fraksi ABRI diterima. 
Usul Fraksi ABRI ini disetujui oleh keempat Fraksi, hal mana 
sekaligus mendukung peningkatan disiplin Anggota Dewan seba­ 
gaimana yang disarankan pada Pasal 40 ayat (2). 

6. Perihal menampung dan menindaklanjuti aspirasi 
Fraksi ABRl menyambut baik kepedulian rnasyarakat terhadap 
pembangunan dewasa ini, hal ini terlihat dari seringnya masya­ 
rakat menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Aspirasi masya­ 
rakat tersebut tentunya harus diterima dan ditindaklanjuti. 

Fraksi ABRI menyatakan menerima dan menyetujui perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI untuk disahkan menjadi Peraturan 
Tata Tertib DPR RI. 

Pada kesempatan ini Fraksi ABRI menyampaikan harapan­ 
harapan dan perhatian sebagai berikut : 
Pertama : Dengan disahkannya Peraturan Tata Tertib DPR RI ini, 

akan dapat meningkatkan disiplin, peran dan fungsi DPR 
RI di masa yang akan datang secara efektif, sehingga 
anggota Dewan dapat lebih memperjuangkan aspirasi, 
tuntutan dan keinginan masyarakat yang berkaitan 
dengan perkembangan tuntutan pembangunan nasional 
yang semakirr meningkat. 
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Kedua 

Ketiga 

Setelah Peraturan Tata Tertib ini disahkan, Pimpinan 
Dewan segera mensosialisasikannya kepada seluruh 
anggota Dewan dan Pemcrintah untuk dapat dipcr­ 
gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas 
kedewanan, agar Anggota Dewan dan Pemerintah 
mempunyai persepsi yang sama. 
Setelah Peraturan Tata Tcrtib ini disahkan, Pimpinan 
Dewan perlu segera mengambil langkah konkrit guna 
menyelaraskan Keputusan-keputusan Dewan yang 
ada, sesuai dengan perubahan yang ada dalam Peraturan 
Tata Tertib ini. 

Pendapat akbir Fraksi Pcnatuan Pembanguoao DPR RI, dcngan 
juru bicara H. Muhammad Dja'far Siddiq. 

Kehendak Fraksi Persatuan Pembangunan untuk mengadakan 
perubahan Tata Tcrtib Dewan yang bcrlaku sekarang memang sejak 
dulu yang tclah dikcmukakan pada berbagai kcscmpatan. Tctapi 
keinginan itu tidak mudah diwujudkan dan barulah kemudian, 
konkritnya dengan surat tanggal 31 Maret 1997 yang ditujukan 
kcpada Pimpinan DPR RI, Saudara Hamzah Haz dan kawan-kawan 
telah mcnyampaikan usul perubahan/penyempumaan Tata Tertib 
dimaksud. Dan tentu keinginan itu bukan basa basi. Masyarakat 
scnantiasa berharap Dewan dapat meningkatkan peran dan fungsi 
dengan harapan agar aspirasi, harapan, tuntutan dan impiannya 
terwujud dalam kenyataan kehidupan masyarakat ini. 

Upaya meningkatkan citra dan wibawa DPR terkait pula dengan 
langkah upaya kita mengembangkan kreatifitas anggota Dewan, dan 
Dewan itu scndiri. Salah satu dari upaya itu adalah bagaimana kita 
melak.sanakan am.anal UUD 1945 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa "Anggota-anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat bcrhak. memaju­ 
kan Rancangan Undang-undang." 

Mcskipun Pasal 5 UUD 1945 ayat (I) menegaskan bahwa 
"Prcsiden memegang kekuasaaan mcmbcntuk Undang-undang 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", namun the joundings 
fiuher menyadari peranan para anggota DPR sebagai wakil-wakil 
mengimbangi pasal 5 terscbut dengan memberikan kepada Anggota­ 
anggota DPR hak untuk. mengajukan rancangan Undang-undang 
scbagai usu I lnisiatif para Anggota. 

Pasal 21 ayat {I) tersebut menegaskan bahwa hak. untuk menga­ 
jukan rancangan undang-undang itu adalah hak. para Anggota Dewan, 
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bukan hak Dewan. Namun dalam Tata Tertib DPR yang ada hak 
anggota-anggota itu dikonversi menjadi hak DPR, dengan 
mensyaratkan pengajuan rancangan undang-undang itu dilakukan 
oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota dan tidak hanya terdiri 
dari satu Fraksi. 

Fraksi Persatuan Pembangunan pada dasamya ingin meniadakan 
konversi itu, mengembalikan kepada amanat UUD 1945, mengem­ 
balikan hak itu kepada Anggota DPR, bukan menjadi Hak Dewan, 
dengan maksud agar ada dinamika dan kreativitas para Anggota 
Dewan agar menstimulasi munculnya Rancangan Undang-undang 
Usul lnisiatif dari para anggota. Karena kita semua menyadari sejak 
kehadiran DPR RI hasil Pemilu pertama kc masa Orde Baru belum 
pemah muncul rancangan Undang-undang di DPR ini, adanya 
rancangan undang-undang yang berasal dari DPR. 

Sebab kita semua menyadari siapapun akan mengajukan rancang­ 
an undang-undang, harus benar-benar memperhatikan secara cennat, 
segala aspek, terutama urgensinya, argumentasinya, capaian yang 
hendak diraih serta harus mampu memberikan alasan-alasan yang 
argwnentatif, rasional terhadap berbagai kritik baik dari kalangan 
Dewan sendiri, maupun dari kalangan para pakar dan masyarakat luas, 
belum lagi harus melalui berbagai prosedur agar dapat lolos menjadi 
rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Namun dalam rangka mengembangkan dinamika dan krcatifitas 
Dewan, peluang tersebut harus dibuka agar Dewan tidak dinilai oleh 
banyak kalangan "memasung diri sendiri". Namun keinginan Fraksi 
Persatuan Pembangunan tersebut belum berhasil, akan tetapi 
betapapun juga rumusan baru mengenai hak usul inisiatif pengajuan 
rancangan undang-undang, mulai diperlonggar, tidak Jagi harus 
diajukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang, tetapi menjadi sekurang­ 
kurangnya 10 orang tidak terdiri hanya satu Fraksi. 

Disamping itu langk:ah baru yang dikembangkan dalam 
pembahasan Rancangan Perubahan Tata Tertib DPR ini, adalah 
memberi peluang kepada Komisi-komisi untuk mengajukan rancangan 
Undang-undang sebagai Usu I Inisiatif DPR. Memberi peluang kepada 
Komisi, Jebih ditekan pada aspek psikologis, suasana kebersamaan 
dan inlimitas para anggota Dewan yang diharapkan akan 
mempermudah munculnya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Salah satu hambatan lainnya adalah sulitnya anggota Dewan 
menggunakan haknya, yaitu hak mengadakan penyelidikan hingga 
sekarang Undang-undang tentang Pelaksanaan Hak Angket tidak 
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da.p.a.1 dlptrlllkukan karene 1e.lnh tld.a.k li.'iOI.Qk deng.1n 11buri Omcl Blll'U 
ml � ceogan aegal1 �Gru!ali111Y4 bclun• berlmli.11tir \JrU.uk 
me:npjubn. ral'\CanSl111 und.llnt-undMg p:nggim� dl:Ul undn.n.go.Undmng 
y1ng dl,nilll"p mk loi� l.tgl Pemcrint>lip•n bclum bc,1;.....,p,1,n 
mcnga;ubn nncmpn PC"r,,,Nhan Undan,;1undan¥ kiihm& pdak. ... 

-r- sanaan H,1k Angkd Uu.. Akhimyt sc:peni rni:nung,g1.1 l.)'11111 o.bn 
bcn.clur unruk m�LlnRfl:U lCIYf' dicnmi ag.u mcndn!lbn bibit�bibit 
un&BJJ,I MclaJuf fonu:n inl Ft1Jcd P«s.Wll!I Pemlnf!guna.n me.npj1l: 
mt:nB,ingalkn.a. k.iu 1ela:ili111111g1r cknpn .. unu;11h�.1tJngguh rncngnmbil 
IIIQsk�h ny.J111 unwlr. mcncan jalan kr:IIIIU' 11.pr untbng�uJ"ldauS 
dim.bud "'"""' mw,;ildn dl�mpum,bn. B•o: d,,!lp.ll .. ra 
mrndarong pernerin1cih mcnpju.kcm R.lheartpn Un.dDng·undM1 
PcruJ;udwi Undain11,·und.im1 1tm.1111a: Pcla.bru:uinn H.nk Anskct l�lmi 
1.t1pur1 O.::witn and in rncnggunobn flak Intsi.1.1.H:. 

Apa y,ng dlkcmub.lom i1u <llllom rangka unwk morungbtlw! 
wlbaw• OPll dalom IV!!U .kon<ll1usl001lny• dibid.,ng l"!<"g•w, .. n. 
S<hubul\p.n dcft�n itu di,...., rnnp.o m<nlngbfbn fimpi 
pcovw ... n DPR, mak.o korj...,., �•nl!M BPK pc,lu KQ!uln 
dlltnaltalhn. d.i.m m""'P""l '"I!"" pcap..,.,.,, DPR.. 

FrzlUi Pcrta1uan Pmibmngunan K"bcin11my11 menR�i apr 
prn,bcri1>huao lwil pamarib,,:an BPK 10ncbul dl...mp,.ibn dilim 
forum «dong f'lu;pwno 0el'11Il, """' dilJn�•J<lmtjull dfflglln pon,,­ 
mwm saWJJt1f»)'• souai � lte!l.rfllklllan BPK dnn OPR... 11gat 

hull pancrilt.sun &PK 1ombu1 ...,.,. l<bih «nnat <fim1111faawn 
gJQb OP'R.., mcngin&,'lt. ICTl'WC:ln benrnya .11.nu,nn negm rnnl h1mm 
dl.owui. 

Nomun uotul. mongow, hal..,.I ymg bclun, IOrJ><nuhi a,portl 
yong diliw,q,luin, mob parllll"" komlsl·i«>ml,i tidok lw,y• kotnl<I 
)'Ong monJlDgJllll ll.,\PBN, l<t1pl .. tun,!, komi,i Y'"8 lid• dibcn bobot 

d••!!'I• m,nj>,unguplauu,1• podl> Ta10 Tmlb OPR, 11p1 komW­ 
lunnls1 :l(ll;:aJ"21: khu.,;uJ. tnctnpe�Jatf d.aa miembahiH: IClO mang­ 
gunakannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewcnang 
d&n tugas DPR. 

Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwalc.ilan Rakyat 
Republik Indonesia mcnyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia untuk disahkan 
olch Sidang Paripuma menjadi Pcraturan Tata Tertib Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Republik lndonesia. 
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Peodapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan juru 
bicara Antonius Tyas Satijono Soenarto. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan bahwa telah 
lama dirasakan, baik oleh para Anggota Dewan maupun oleh masyare­ 
kat, perlunya segera diadak.an perubahan Tata Tcrt.ib Dewan 
Pc...alciw, Rilkpl)'IJ]H me,gant, poda OlllimAlism lun"'J• Dc:wui 

ogar <MlpA! mcsjaiA11k1111 fw, g,I den P"flll10nop «i'li.,. dcngor, 
l'c.mmnmb. K.emginDD tc:ntbm, d.'IDWbabkang) o1dl makio \cutlny11, 
posisi Pi:rncrinLih denganjwfnpn bimk:rHin}'t y•nt m11kin hw dan 
komplcie,, «mc!llllnl flJJ1go;i ponpwa.,ao dan "'1ikul.ul k'!"'nlingan 
,n""l"'l"kll kuran5 clapo• dil4l<sa"'1kln ol•� DPR. 

Selah '"Ill l<riiialn•n fnwl PDI dnlam pcmbohan T& Tcnib 
Dewen sc-k11m11s inl od.nl.tm dipc-1111ud.mhny1 prmi:dur pcngu:i:ubn 
J)OTigg,JJIUJI bok-hol; DPR yong mcliputi Iulo Momillta K.c1<0U1.l!;UI 
k"!'4da P,..idcn. Na.k Mcojodabn Periyolidilun, lhl Monpjubn 
Pomyww, l'<:II03Jl'lt dru, Hai,; Mcog'liuk.on Ranou,pn Undar>g­ 
Wldana )'allll bc:nlasa.""" T,11 Tcrtib IAma diu,ulko,n oloh id.uran1t­ 
kurongnyt1 io Qtanll diuhol, men Jodi I U on,,g. S.danj!k>n l<d ... 11uu1 

d.lWlm Tafll Telib lnm.Ji. y1mg tl'J�t1.•.)"lratbn peo,gmuI tldAk tc=n:lirf dart 
satu Fraksi untuk mcngusulkan penggunaan hak Mengajukan 
Pemyataan Pcndapat, Hak Mengadakan Penyelidikan dan Hak 

Mcngajulcan Rancangan Undang-undang diusulkan oleh Fntksi PDI 
untuk dihapus. Usul yang pertama dapat diterima oleh Panitia Khusus. 
sedangkan usul yang kedua masih harus dipcrjuangk.an lagi di 
kcmudian hari. 

Kin"'"' bcibiou, dcopn pa,ggunw, !We MCJ1!!11J<IWI 
&.naingan Und'aag-WN1M;. kcmscp akllJr Pcn.t™ Tm Tcni.b 
mcmbcrikm b.ar-..pC11n yang. l.cblh bosu' urmlk rnunculny1 R.!anC1lnp.n 
UndAl>g-undong usut mlslotlf dl �cmudlan !tori, •""""- prwodur 
"°ngb!lllruut_yo dl .. "'P"III daJ!OL dlll\kulcn,1 oloh e(11Jluh onw,t., yang 
lldu. 1m:liri duri saru Fraksi, d11p:u juw, diu.sulkan o(:eh Komis\ 11uw 
Clabu�g.on Komkl Dcw,n. Fmr•I POI bcrh""P i>nhw, dcng;m adony, 
kdt:l'lf.URn baru ln] U&/1 dllpllit rr1r:indoron,i. pcn..pull-AJlll H.a.lri. Inlsi.Mif 
DPR tmtuk leblb mcmp.:,'"Ji111 prcst:$ pcmbtntukan 1.md'illJC,·llmfang 
yung bcrsJ..imha, dari A!piBti.� muyank1l dim 1.m1uk rm:.n)ielml:angbn 
anl.llra .kq,entinpn huJcurn m15)'11mk1l dirt Pt=merlntAIJ, 

Kemajuan lainnya yang dapat dicatat dari konsep akhir peraturan 
Tata Tcrtib yang dihasilkan oleh Panitia Khusus adalah dicantumkan­ 
nya secara cksplisit haJ.hal yang berkaitan dengan aspin.si dan 
pengaduan masyarakat yang disampaikan kcpada Dewan scrta 



masalah konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tinggi negara 
lainnya. 

Disamping itu adanya tambahan pasal baru yang mengatur tenaga 
ahli DPR yang bertugas membantu kelancaran tugas fungsional 
anggota alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi didalam bab 
Sekretariat Jenderal DPR, sangat diharapkan dapat dilaksanakan 
sebaik-baiknya agar dapat membantu meningkatkan kinerja Dewan. 

Kemajuan juga nampak dalam ketentuan yang mengatur kuorum 
pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Peraturan Tata Tertib 
yang sampai hari ini masih berlaku menyebutkan bahwa keputusan 
berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang 
daftar hadimya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah 
anggota dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi Ketentuan ini sama 
sekali tidak mensyaratkan adanya kehadiran fisik anggota. Rancangan 
Tata Tertib yang dihasilkan oleh Panitia Khusus menambahkan 
persyaratan baru disamping persyaratan tersebut. Disamping 
ketentuan yang telah disebut tadi, ditambahkan ketentuan baru bagi 
keabsahan keputusan berdasarkan mufakat, yaitu dihadiri (secara 
fisik) oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang telah 
menandatangani daftar hadir. Dengan ketentuan baru ini di masa yang 
akan datang tidak lagi keputusan berdasarkan mufakat yang dapat 
diambil tanpa kehadiran fisik anggota sekurang-kurangnya 126 orang 
seperti selama ini sering tcrjadi. 

Selama pembahasan dalam rapat-rapat Panitia K.husus, Frak.si 
PDT mencatat bahwa segenap anggota Pansus yang mewakili keempat 
Fraksi mempunyai kehendak yang kuat untuk mengoptimalkan 
kinerja Dewan, yang tercermin dari mendalamnya pembahasan yang 
berkaitan dengan optimalisasi penggunaan hak anggaran atau hak 
budget Dewan, perlunya Program Legislasi Nasional yang disepakati 
bersama olch Dewan dan Pemerintah untuk menentukan prioritas 
p:m:bentukll.n Undanf-und1111K, �h1n)'• IWD1ny11 keti:mtu,n �w.11 

k<pun;,wk.,.nnpulM n,pal """''" b<ndi11 mmglkal poru Jll"h•k. 
=pun nwa!,h ownoml ""fl8AIOII Dewan. Nomw, oidtlm)'• di,.di,n 
bahvr.111 Up&)'I. untuk m�optlmtt.llmn kipeajl Dcwtn 11pr d11p1n 
rn.cnJ•l1111k1m fun� cl1111 �mu:mya � bcnvlf lldak c.ubp huya 
di•tu• eleh Tru Tertlb OPR sendlrl, wmo sir,my• )'Mi lido!. 
,.ncimillld rllriya ikll kolull', Olch lutrcttll ml fl':B.Qi POI Rllh.• 
b<rp<11dap,u bah"" pen1ngU11n olnOl'J'I 0..wan moi>lul T.,. Tonlb 
O�R ahn dnpat dlopilmollo!n """""" Tall! T,rtlb OPR dltlni:nlklln 
111tll=)'ll m� Und111Jg-undanQ mu opobilo !u!ll ,ud,� momlt1ki 
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Unclang-undang tentang Hubuopn Antar Lcmbaga Tmggi Ncgon, 
yang rinci, yang dapat mcnjadi payung bagi penyusunan Tata Tcrtib 
masing-masing lembaga tiaggi ncgan. 

Fnksi PDI dapat mcncridla dan meayetujui konscp akhir 
Rancangan Tata Tertib Dewan Perwoidlan Rakyat Republik 
Indonesia yang dibasilba oleh Ponitia Khusus Ptnbaban Pfflllllnln 

Tata Tcrtib DPR RI, untuk ditetapkan mcojadi Pamunn Tata Tcrtib 
Dewan PerwokiJao Rakyat Ropublik lndoacoia. 
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BAB II 

LAPORAN BKSAP TENTANG DELEGASI DPR-RI 
KE SIDANG PANITIA KER.IA DAN SIDANG UMUM AIPO 

KE-18 DI NUSA DUA, BALI 
TANGGAL 1 - 6  SEPTEMBER 1997 

I. PENDAHULUAN 

Laporan hasil-hasil Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum 
ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) ke-18 di Nusa Dua, 
Bali, Indonesia dari tanggal I sampai dengan 6 September 1997 telah 
dibahas dan dilaporkan pada Sidang Paripuma Dewan tanggal 18 
September 1997 yang lalu. Adapun dasar pembuatan laporan ini 
adalah Keputusan Pimpinan DPR-RI No. 64/PIMPnV/1996 - 1997 
tentang Pengiriman Delegasi DPR-RI kc Rapat Panitia Kerja dan 
Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali, Indonesia. 
Khusus untuk sidang AIPO tahun ini, Dclegasi DPR-RI mempunyai 
togas ganda, yakni selain membawa missi DPR-RI juga menjadi tuan 
rumah penyclenggara sehingga atas pctunjuk Panitia Pcngarah ikut 
membuat Konsep-konsep substansi yang mcnjadi dokumcn dasar 
pembahasan pada sidang-sidang AIPO ini. Konsep-konsep tcrscbut 
adalah bcrupa Konsep-konscp resolusi dalam bcrbagai bidang dan 
acara serta daftar lopik-topik agenda yang akan dibicarakan pada 
Rapat-rapat AIPO tersebut, termasuk skenario dalam berbagai rapat. 
Mak.sud penyampaian laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
tentang pelaksanaan dan peranan missi Delegasi DPR-RI ke Sidang 
Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 yang telah mewamai 
hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan tujuannya adalah memberikan 
masukan informasi kepada semua instansi terkait untuk dapat 
dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam menentukan 
kebijaksa.naan-kcbijaksanaan pada masa mendatang. Selain itu basil 
sidang akan disampaikan kc Sekretariat ASEAN guna masukan bagi 
Pertemuan-pcrtemuan AMM dan PMC serta Pertcmuan tingkat 
menteri-menteri terkait negara-negara Anggota ASEAN. 

Rapat Panitia Kcrja dan Sidang Umum AIPO ke-18 ini dibuka 
secara resmi oleh Presiden RI, H. Soeharto dengan didahului 
Pidato selamat datang dari Presiden AIPO/Ketua OPR-RJ, H. 
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Wahono pada tanggal I September 1997, kemudian dilanjutkan 
dengan pernbacaan pidato sambutan dari Kepala Negara/Pemerintahan 
negara-negara anggota ASEAN yang disampaikan oleh segenap Ketua 
Delegasi Anggota AIPO. 

P1da/o Ketua DPR-Rl, If Wahono yang berlindaA �ebaga, Prenden A/PO pada �"'bukaan 
Konperens, AIPOke-18 I - 6 September 1997 

Sidang Umum AIPO yang dipimpin oleh Presiden AIPO/Ketua 
DPR-RI, H. Wahono, dan Sidang Rapat Panitia Kerja yang diketuai 
oleh Ors. Theo L. Sambuaga, dihadiri parlemen-parlemen Anggota 
AIPO yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore, 
Thailand, dan Vietnam, sedangkan Brunei Darussalam yang selama 
ini secara rutin mengikuti Sidang-sidang AIPO, meskipun belum 
menjadi anggota AIPO karena tidak ada parlemen, tetap 
diperlakukan sebagai "Special Observer (Peninjau K.husus)". Sidang 
AIPO tahun ini merupakan sidang yang istimewa karena ditandai pula 
dengan masuknya Parlemen Laos sebagai Anggota AIPO dan 
Myanmar sebagai Peninjau Khusus, karena kedua negara tersebut 
telah menjadi Anggota ASEAN tanggal 23 Juli 1997 pada 
AMM/PMC ke-30 di' Kuala Lumpur. Myanmar menjadi Peninjau 
Khusus karena belum memiliki Parlemen. 
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f'l'm11fo/<1n Gonl( ,;/,,/, /'r,•,1d,·11 ;ebng(JI /(md,1 /.:v,,�ruu, All'() �<'-ill 1 - 15 &plemi',n /99� 
ll'laJ, ,hbufo ;i;•cara rt'<m, 
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14 orang 
6 orang 
4 orang 
3 orang 

l-raksi PPP 
Fraksr PDI 

c. 

d. 

Selain drhadm anggota AJPO, maka Sidang Paruna Kerja dan 
Sidang Urnum AIPO kc-18 1111 drhadm pula olch scgcnap Anggota 
Parlemen negara-negaia laumya scbagai Mitra Dialog /\IPO yaitu dari 
Par!cmcn Australia. Rcpubhk Rakyat Cum. Kamboja, Jcpang, Korea 
Sclatan. Sclandia Buru. Papua New Gumea. Parlemen Eropa. dan 
Rusia. 

Dclcgasi DPR-R[ drpunpin langsung oleh Presrden AIPO/Ketua 
DPR/MPR-RL I I Wahono dan \Vakil Kctun DPR-Rl/KORPOL, 
Soctcdjo mas.ng-mnving scbagm Kctua tlan Wak.il Kctua Delegast 
dcngan komposrsi ,rng:gota dclcgust mcwakili Iraksr-fraksr dalam 
DPl{-lU scbagai bcrikul 
a Fraksi Karya Pembangunan 
b. l'raksr Al3Rl 

Ke111a DPR-RI sc/a�u l're,ul,·11 ,J/1'() If Wa/11m1J tlulampm1<1 C,11hl'mur IJalr !du Bui.�" Oka 
menerrma ucapon 1,e/umal duri /'r,•1,den RI ',od1m /o 11/111 d111111/mnJ,o Aonpt'r<'nsr All'() k,,.f 8 
1 6 5eplemi>er I W7 

Untuk membantu kclancaran kcgiatan Delegasi DPR-RI, maka 
drperbantukan 2 (dua) orang staf Sekretariat Jcnderal DPR-RT masing­ 
masing sebagar Sekretaris dan Asisten Sckretaris Delegasi. 
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II. KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI 

Sctelah mclalui pembahasan dan diskusi yang mendalam pada 
rapat-rapat plcno Panitia Kerja, rapat-rapat Komisi serta Panel 
Dialog, maka tclah dicapai suatu kesepakatan bersama yang 
dirumuskan dalam Komunikc Bersama (Joint Communique) berisi 
masalah masalah yang mcliputi hasil diskusi didalam Komisi Politik, 
Ekonomi, Sosial, Organisasi scrta Dialog AIPO dengan ncgara-ncgara 
Observer. Adapun hasil-hasil resolusi yang dicapai secara garis besar 
meliputi bidang-bidang scbagai berikut: 

Wakil �l'IID Ot/tfOSI DPR-Rl. Wok/I KttuD DPR-RJ/Korpol, SMtedjo ttn,oh -")Ulllpai.l:an 

pidaro ,,.ta Kmiperfflll A/PO U-/1, I - 6 �ptembcr 1997. 
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Presiden SMharto d1datrrprng1 ofeh Kehm DPR-R//Pnmden A/PO. H Wahono dan Gubemur 
Bali, Ida Bagus Oka, dengan hilarrad �ngikMIIJa/anrrya upacara pfnrbukaan Konperensr A/PO 
ke-18, I - 6 Sep1e,,1ber 1997 

A. Bidang Komisi Politik 

Komisi Politik menghasilkan Resolusi AIPO mengenai Masalah 
Politik dan Keamanan yang secara garis besamya dapat diuraikan 
sebagai berikut : 

I. Situasi Po/Uik Regional 
a Situasi di Asia Tenggara 

Sidang mengulangi kembali komitmen ASEAN untuk 
lebih jauh lagi mengimplemcntasikan prinsip-prinsip dan 
tujuan ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi 
ASEAN tahun 1971 mcngenai pelaksanaan Zona Damai, 
Bebas, dan Netral (ZOPFAN) dan Perjanjian Kerjasama 
Persahabatan (TAC) dan mendorong negara-negara ASEAN 
untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah melalui 
konsultasi, dialog dan konsensus. 

b. ASEAN-/0 

Si dang 
Foundation 

menyambut baik 
untuk meningkatkan 

dibentuknya ASEAN 
Kesadaran ASEAN dan 
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mendukung interaksi orang per orang diantara negara-negara 
anggot.a ASEAN scrta peningkatan kerjasama clan solidaritas 
diantara sesama ncgara Anggota ASEAN dan antara ASEAN 
dcngan negara-ncgara di luar A SEAN. 

c: Situcui terakhir di Xamboja 
Sidang mcnycsalkan pcnangguhan kcanggotaan ASEAN 

bagi Kamboja yang disebabkan oleh masalah internal 
Kamboja. Namun demikMUl sidang mendukung upaya•upaya 
yang dilakukan ASEAN untuk berupaye membentu me­ 
mulihkan stabilitas politik Kamboja dan menolak berbagai 
campur tengan asing. khususnya bagi negara-ncgan yang 
menggunak.u, penguuh dan embargo ekonomi terhodap 
Kamboja. 

d. ASE.AN Regional Forum 
Sidang menyatakan puas at.as kemajuan yang dicapai 

dalam ARF sejak pcrtemuan pertamanya di Bangkok, Juli 
1994 dan keberhasilan pertemuan keempat ARF di Subang 
Jaya, Malaysia pada bulan Juli 1997. Di samping itu, sidang 
juga mcndukung partisipasi aktif ncgara-negara ASEAN dan 
Non-ASEAN dalam ARF dan menyerukan ASEAN untuk 
secara aktif menggunakan forum ini untuk menempa saling 
percaya dan keterbukaan. 

e. Laut Cina Selatan 

Sicbn9, h:bih laajut mcn�ba.wrilii pcrllll'l�II di11dabn. 
pert.emuari dianun negitr.MlCIG,N'1, Anggnt.a ASfi..'\N me­ 
ngcmd Uut Ctn.11. St:\1titui bcnluubn 11..ULS pomli bennma 
ASl!A.N dnn mcn)'�Ufl. �u• nc:g8fll yaing ttrklll uutuk 
mclaksanakan zona bebas militer di Kcpulauan Laut Cina 
Sclatan serta mencari upaya bagi kcrja.sama pcmbangunan, 
perlindungan dan konservasi sumberdaya di wilayah 
tersebut. 

.f SEANWF7/Kawasan Behar Senjalo Nuklir 
Sidang menyambut baik pemberlakuan Traktat Kawas­ 

an Bebas Scnjata Nuklir pada 27 Juli 1997 dan menegaskan 
pandangan ASEAN bahwa Traktat SEANWFZ mcrupakan 
landasan penting bagi pembcntukan Kawasan Damai, Bebas. 



dan Netral dan merupakan elemen penting bagi tercapainya 
kesejahteraan, stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN. 

g Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 
Sidang mencatat keinginan negara-negara di luar 

kawasan untuk berpartisipasi dalam TAC dan masalah yang 
timbul sehubungan dengan tidak adanya instrumcn hukum 
bagi negara-negara di luar kawasan Asia Tcnggara, 
menggarisbawahi perlunya instrumen hukum bagi negara­ 
negara di luar kawasan untuk menyatukan diri dalam TAC. 

1. Siluasi Polilik lnlernasional 
a. Situasi Asia Pasifik 

Sidang scpakat bahwa untuk mencapai dan mem­ 
pertahankan pcmbangunan ckonomi, kerjasama politik 
diperlukan pcrdamaian dan stabilitas yang berkcsinambungan 
di wilayah Asia Pasifik serta mcnycrukan semua ncgara di 
wilayah ini untuk mcmpertahank.an tradisi konsultasi dan 
konsensus dalam masalah keamanan dan politik. 

b. Ban on Anli-Personal Land-Mmes 
Sidang mcnyadari mcngcnai masih adanya kctidak­ 

scpakatan di antara ncgara di dunia mengenai pcnggunaan 
anti-personal land mines clan mencatat scjumlah besar 
korban akibat penggunaannya scrta upaya-upaya untuk 
mcncapai kesepakatan proses pelarangannya. 

c. Nuclear Non-ProliferaJion Treaty (NPT) and Comprehensive 
Test Bon Treaty (CTBT) 

Sidang sepakat bahwa CTBT merupakan langkah yang 
penting bagi perlucutan senjata nuklir sccara mcnyeluruh 
dan mcngamati perlunya semua negara yang terlibat untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam "The 
Final Document of the Review Conference on the Extention 
of the Nuclear Non-Proliferation Treaty 1995". 

Sidang menyesalkan penolakan sejumlah negara untuk 
menandatangani CI13T dan juga uji coba nuklir sub-kritis 
yang dilaksanakan Pcmerintah USA pada 2 Juli 1997. 
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d Semenanjung Korea 
Sidang mengakui Armisuc Agreement 1996 untuk 

mcmbcntuk stabilitas dan pcrdamaian di kawasan ini dan 
menyambut baik semua upaya-upaya serius untuk membuka 
kembali dialog antara Democratic People's Republic of 
Korea (DPRK) dan Republic of Korea (ROK) mencakup 
pembicaraan-pembicaraan empat partai. 

e. Bosnia-Herzegovina 
Sidang menghargai Kesepakatan Perdamaian Dayton 

(Dayton Peace Agreement) dan Kerangka Umum Perjanjian 
Perdamaian Bosnia-Herzegovina (General Framework of 
Peace Agreement in Bosnia-Herzegovina), menyadari 
adanya berbagai rintangan dalam mengimplementasikan 
kesepakatan tersebut dan menyerukan kepada semua pihak 
untuk mentaati aturan-aturan kesepakatan, serta menyokong 
upaya-upaya yang diambil untuk menegakkan keadilan 
intemasional dan rckonstruksi ekonomi di Bosnia­ 
Herzegovina. 

t Timur Tengah 
Sidang mendesak keras pimpinan Israel untuk meninjau 

kembali kcputusan untuk menjadikan Jerussalem sebagai 
ibukota dan bagian dari Israel. 

Sidang mendesak keras Kongres Amerika Serikat untuk 
mencabut rcsolusi mengenai pengakuan Jerusalem sebagai 
ibukota Israel dan pertimbangan untuk memindahkan 
Kedutaan Bcsar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada akhir 

tahun 1999. 

Sidang mendukung gagasan untuk membentuk kawasan 
Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan 
senjata pcmusnah massa lainnya juga mendukung 
rekonstruksi ckonomi yang sedang berjalan sebagai 
pemecahan yang adil, damai, menyeluruh dan abadi bagi 
masalah Timur Tengah. 
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18"' WORl<JNG COMMIHH ls. GENER Al A.SSlM&lY 

AUAN lNTER-PAIIUAMfNTAW•' ORGAN!lATION (AlPO) 

Pre.stden Soeharto buk,man M,jQ/o be.rsama srgrnap KUUD Deltgus, h1ggola A/PO. 

B. Bidang Komisi Ekonomi 

Komisi Ekonorni menghasilkan Resolusi-resolusi AIPO 
mengenar : 

J. Keadaan Bkonomi Dunia dan Regional 
Sidang mengingatkan kembali kerangka kerjasama Asia-Pasifik 

sebagaimana yang ditunjuk.kan dengan disahkannya Deklarasi Bogar 
bulan November I 994, dalam Forum APEC, dan Osaka Action 

Agenda pada pertemuan para Pemimpin APEC di Osaka, Jepang 
bulan November 1995 dan juga Deklarasi Manila pada bulan 
November 1996. Sidang lebih lanjut mengakui bahwa ketiga 
Pertemuan Tingkat Tinggi tersebut memiliki kontribusi penting bagi 
kemajuan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. 
Selanjutnya sidang meminta para ekonom anggota APEC untuk 
meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan SOM, Industri, 
IPTEK, Energi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan dan 
Komunikasi untuk memperkecil perbedaan tingkat pembangunan 
ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan yang berkesinambungan di 
kawasan Asia Pasifik. Sidang juga menyerukan kepada negara 
Anggota ASEAN untuk sepenuhnya mendukung pembangunan 
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ekonomi Kawasan Pertumbuhan Asia Timur (EAGA), Kawasan 
Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia., Thailand (IMT-GT), 
Kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS­ 
GT), dan kawasan pertumbuhan lainnya. 

2. World Tradt! Organiv,Jion (WTO) 
Sidang menyambut baik basil yang dicapai dalam WTO 

Ministerial Meeting di Singapura tahun 1996 dan mengingatkan 
kembali pentingnya sistem pcrdagangan bebas multilateral yang 
berdasarkan atas WTO. 

Sidang mendukung WTO sebagai organisasi pcrdagangan dunia 
untuk menciptakan perdagangan global yang lcbih dinamis sesuai 
dengan aturan-aturan yang disepakati bcrsama dan mcnolak 
pengkaitan masalah-masalah sosial seperti standar pckerja., hak asasi 
dan demokrasi di satu pihak clan kesepatan investasi clan pccdagangan 
intemasional di lain pihak. 

3. Asia Pacific Economic Coopt!ralion (A.PEC) 
Sidang mendukung Manila Declaration on Action Plan of Action 

for APEC (MAPA) yang dihasilkan dalam Pertemuan Para Pcmimpin 
APEC tahun 1996 di Manila, sebagai langkah awal bagi implementasi 
perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pacific dan sepakat bahwa 
APEC perlu mcningkatkan upaya-upaya nyata dalam bidang 
kerjasama ekonomi dan teknis. 

4. Kawasan Pt!rdagangan Bt!bas ASEAN (A.ET A) 
Sidang mengingatkan bahwa ASEAN tengah bergcrak menuju 

terwujudnya AFTA di tahun 2003, dan mcnyadari bahwa AFTA 
dibentuk untuk mcningkatkan invcstasi langsung diantara ncgara 
anggota ASEAN, dan untuk meningkatkan keunggulan komparatif 
bagi produk-produk ASEAN di pasar global dan menyerukan kepada 
anggota baru ASEAN untuk mcnyesuaikan diri pada AFTA. 

Sidang lebih lanjut mengusulkan perlunya mcngembangkan 
kerjasama diantara pcrusahaan kecil dan mencngah untuk 
mempercepat tercapainya proses kawasan perdagangan bebas di 
wilayah Asia Tenggara. 

5. Pengemhangan Perundang-undangan Nasional untuk me­ 
ningkalkan Kerjasama Ekonomi ASEAN dan mempermudah 
Lihera/isasi Perdagangan. 
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Menyadari peranan AIPO dalam menyediakan dukungan 
legislatif bagi kerjasama ekonomi yang integratif, sidang mendesak 
Anggota AIPO untuk mengikuti perkembangan yang berlangsung 
dan menegaskan perlunya AIPO membentuk suatu sistem 
komunikasi AIPO untuk mempermudah pertukaran informasi 
pembangunan. 

6. ASEAN Sub-Regional Growth Area 
Sidang menyadari bahwa kawasan lintas batas pedesaan dapat 

secara efektif dan kooperatif dikembangkan sedemikian rupa sehingga 
menjadi sumberdaya yang kuat untuk mendukung pembangunan 
pedesaan, mendukung partisipasi aktif perusahaan dalam me­ 
ngembangkan kerjasama ekonomi subregional ASEAN melalui 
kemudahan dalam sektor fiskal dan non-fiskal. 

7. ASEAN Vision 2020 
Dengan pertirnbangan bahwa tujuan ASEAN Vision 2020 adalah 

untuk menciptakan Asia Tenggara sebagai kawasan yang berkembang 
secara alami, bebas dari kemiskinan dan menjadi model bagi 
kerjasama regional di antara negara-negara berkembang, sidang 
mendukung perlunya pemberitahuan prosedur bagi semua anggota 
ASEAN bilamana salah satu anggota mengeluarkan peraturan baru 
yang berkaitan dengan perubahan tarif perdagangan, dan menyerukan 
negara Anggota ASEAN untuk memberikan kontribusi nyata bagi 
implementasi ASEAN Vision 2020. 

8. A.SEAN Cooperati11e A"angemarts in Financial Marbts 
Sidang mencatat kekacauan dalam pasar valuta asing akhir-akhir 

ini, menyadari perlunya untuk lebih memperkuat langkah-langkah 
kooperatif yang ada diantara para ekonom ASEAN dalam 
menstabilkan pasar finansial dan mengakui bahwa ASEAN harus 
bekerjasama secara erat untuk melindungi kepentingan ASEAN 
terhadap manipulasi dalam pasar finansial. 

9. Tourism 
Sidang mendukung sepenuhnya Bali Declaration on Tourism 

Policy yang dikeluarkan dalam International Forum for Parliaments 
and Local AuJhorities: Tourism Policy Makers of /996 dan 
menyerukan kepada Anggota ASEAN untuk sating tukar menukar 
informasi mengenai pariwisata untuk menjadikan ASEAN sebagai 
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wilayah panwrsata yang terintegrasi, dengan sasaran untuk me­ 
ningkatkan jumlah turis yang berkunjung dalam kawasan Asia Pasifik. 

JO. Pertemuan ASIA-EROPA (ASEM) 
Sidang menyetujui adanya perluasan kesempatan kerja sama di 

bidang ekonomi dan bisnis dengan meningkatkan modal, tukar­ 
menukar tenaga ahli dan alih teknologi serta memperkuat perdagangan 
dan infestasi berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan 
dalam ekonomi pasar dan memperoleh kebebasan yang sama. 

11. KerjasamaASEAN-EU 
Sidang mendesak EU untuk lebih terbuka dan global serta 

meniadakan protcksi impor. 

Detegan DPR-Rl pada Konf'{'rens1 AJPOke-f/j, I - 6 September 1997 d1 Nllw Dua Ba/1 

C. Ilidang Komisi Sosial 

1. Pengentasan Kemiskinan 
Sidang mendorong negara ASEAN untuk. bekerja sama dengan 

badan-badan intemasronal dalam rangka memakmurk.an rakyat di 
negara-negara anggota ASEAN termasuk masyarakat intemasional 
lainnya yang masrh hidup di bawah standar minimum. 
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2. Maso/ah Tenaga Kerjo 
Diputuskan agar negara-negara ASEAN memobilisasi sumber­ 

sumber yang berhubungan untuk mendukung implementasi proyek 
ASEAN di bidang perencanaan sumber daya manusia dan mengajak 
sub-komite ASEAN untuk mcngadakan kerja sama dengan "Labour 
Affair•'" (ASCU..) dn1Bm r1111&,U, �mpai:nt ketja .IIUIII di •nllln 
ncwi1---n�;yan1 aingou. ASUAN iiorm b,1d1m dunit llmmy.ii untu.k. 
mcmr1Q,Jw1k:o.n kllllli.t.rui: d1111 un,lbt.t kcmnjwm tu.1nbcr Ll.1ya mwuula d1 
nr:g.ata· nc=pra iUnggf:'.llll ASEA},,I �Lom m �nglwla.p� era t.k1b1111lAJL 

.l. Pnmlm,11111�rffll Srtmlumlaya !tlan11$la 
Tuju�m dArl pcmb11.oaunao .!ollmbcT' duyu nuum1la lldillrili sgar 

nlAy.ul di tJC',&1111Mlcp.nl .onss.c.nn ASE.AN mnmpu bc:rMlmpc111E di 
llrCM 1 ntcrnrui(Jlll] Berlmhun5 m.11iu1Jah Pmihru1,gun.n Sun1herdnyn 
Manusia ini telah dibahas dalam Komisi Ad-Hoc di Bangkok, 
1Mthmcl Wlt:uJ,�f 21-�Agrnm.11y1m1 lnlu dan wlah menghasilken 
l:e5CJ1+1Julan tbJ:im hcn1u1 Wu,·.l.!ttt,t J'spo ya1y: U.11n lfij.n.dlka.a 
s.:h!.g.lli bab11Q. pcrtimbtm.BJUI dcm r,�l,aosll..n.p dalmn bid111ng Sumbrt­ 
Dny1 MM\15� nmU 5,1dan_e: mcm1llU!lka.a umuk mr:11usn,.�lu1rt llmllimd 
untuk mengkaji masalah ini . 

c /11·,,- U11aku11gun l.llt111p 
M.:;11doron11. AF �gan.·n1:w1r11 1111� ASLA..\I mnm�k«w. 

J"(!Tll, umn--pem1ur1m Y1lDi b.crlmhungi.ln dC'flgan hngkunw,n hidup drin 
mt:mdukun� �1 lmP,11fll!Bll hfdup -erta mu.-.ttl1Lti.l k,1n\'Ct1si 

intemasional. 

5. Per/intlungan Hak Asasi Anak-Anak 
Di sini ditekankan agar negara-negara anggota ASEAN memberi 

perhatian dan perlindungan yang lebih serius terhadap hak asasi anak­ 
anak terutama di bidang pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan 
anak Sebagai tindak lanjutnya sidang mendorong negara-negara 
ASEAN untuk saling bekerja sama dan mendorong negara-ncgara 
anggota AIPO untuk mentaati dan memasukan kembali pasal-pasal 
mengenai hak asasi anak-anak ke dalam konvensi PBB. 

6. Jl�11lng.Aul1.m /tlrf1flto1. AS�N 
M'e11.s.Jn.sc,.t kedudulmn ASEAN Rfl'lllkin lltilhll ml\ka d1h1u.aplum 

i.�:,r nc1nra-,.n-eg,1u·11, 808.Sf.!UI ASE.AN mir::ncrutk.1..11 \1tU;ha--usalui. den 
pmgn�pro_s.mmny1 Se[1un ltu ASRAN .lmru5 mcmpci1IILU1t pc.B11111n- 



nya secara nasional, regional dan global. Dan juga ASEAN harus 
meneruskan usahanya untuk menjaga dan melindungi kelangsungan 
kebudayaannya dan memperkuat kerja sama khususnya di bidang 
teknologi dan infonnasi. Untuk itu parlemen dari masing-masing 
negara-negara anggota ASEAN diharapkan mengadopsi aspirasi dan 
tujuan ASEAN seperti perdamaian dunia, keadilan sosial dan 
kemakmuran serta mempromosikan keberadaan ASEAN tidak hanya 
regional tetapi bagian dari dunia. 

7. Peranan Wanila ASEAN 
Mengingat sumbangannya secara nasional, regional dan 

intemasional maka wanita ASEAN harus memperkuat peranannya di 
semua bidang dan tingkat kemajuan. Sidang menegaskan mengenai 
perlunya diam bi I langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengambil 
tindakan yang tepat dan membuat program-program dalam setiap 
pertemuan. 

8. Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran HWIA/DS 
Mengingat penyebaran HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya 

tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga memberi dampak 
terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain, 
maka diharapkan kerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan 
mendirikan suatu badan "Tugas ASEAN untuk Pemeliharaan 
Kesehatan" dan mengambil langkah-langkah untuk program kesehatan 
regional A SEAN. 

9. Kerjasama ASEAN untuk Pencegahan Penyalahgunaan 
Obat-ObaJ Terlarang dan Peredaran Obat Bius 
Sidang memutuskan untuk mendirikan komitc studi untuk 

mempelajari berdirinya Forum ASEAN Anti Narkotik (AANF) dan 
menunjuk Philippina sebagai tuan rumahnya yang akan 
direkomendasikan pada SIUM AIPO kc 19 tentang objek, struktur 
organisasi, power, tugas dan fungsi dari lembaga baru ini. 

D. Bidang Komisi Organlsast 
Komisi Organisasi menghasilkan antara lain resolusi sebagai 

berikut: 
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1 .  SIUM mcnerima Laporan Kegiatan SEKJEN AIPO selama 
periode tahun 1996-1997. 

2. SJUM mcnyctujui Laporan Keuangan Sekrctariat AJPO men­ 
cakup: 
a) Periode I July 1995 sampai 30 September 1995; 
b) Periode I July 1996 sampai 30 Juni 1997; 
c) Estifflasi Pcngeluaran I Juli - 30 September 1997. 
dan Resolusi mengenai Pembayaran Pengeluaran Ekstra yang 
diadalcan oleh Sekretariat AIPO. 

3. SIUM menyctujui usulan anggaran Sekrctariat AIPO untuk 
Oktober 1997 sampai 30 September 1998. 

4. Berkenaan dcngan peringatan 20 tahun AIPO, sidang mcncatat 
penghargaan yang diberikan oleh anggota AIPO lain kepada 
Indonesia sehubungan dengan penerbitan Buku Peringatan 20 
tahun AIPO. Sidang mcnganggap perlu untuk merayakan lagi 
peringatan 25 tahun AIPO di tiap-tiap parlemen anggota AIPO. 

5. Ad-Hoc Committee to Rnkw Sta/utes and Working Procedura 
o/AIPO 
Sidang mengakui adanya perubahan lingkungan yang mc­ 
ngelilingi AIPO dan mcnyadari perlunya AIPO menyesuaikan diri 
dcngan kebutuhan para Anggotanya. Oleh karena itu, sidang 
mensahkan Resolusi mengcnai pembentukan Ad-hoc Committee 
untuk meninjau kembali St.atuta dan Prosedur Sidang AIPO 
tcnnasuk usulan perubahan pasal 7 clan 8 yang diajukan olch 
Indonesia. 

6. Sumbangan dari Brunel Darussalam 
Sidang mcnghargai partisipasi Brunei Darussalam sebagai 
Peninjau K.husus dalam AIPO dan mcngucapkan terima kasih 
kepada Pemerintah Brunei Darussalam atas sumbangannya 
sebesar USS 10,000 kepada AIPO tahun 1997. 

7. Sidang menet.apkan tanggal dan tcmpat pelaksanaan Sidang 
Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-19 di Malaysia tahun 
1998. 
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'iekreUm5 Jenderal DPR-RI, Vrs 4[,j Ma roef pada Konperenn All'O k-lS I - 6 &pl�mb,,r 
1997 

Selam hasil-hasil yang telah drutarakan dt atas, maka dilaporkan 
juga bcberapa basil dialog antara AIPO dengan negara-negara 
observer yang dilaksanakan secara serentak sebagai berikut: 

1. Dialog A/PO - Parlemen Australia 

AIPO dan Parlemen Australia mengakui perlunya mengurangr 
hambatan pcrdagangan sehingga dapal memperluas hubungan 
perdagangan global dan regional. 

Di bidang investasi, kedua delegasi mengakur masih terdapatnya 
peluang besar untuk dapat dikembangkan di wilayah ini Dalam hal 
pertukaran kunjungan keparlemenan Parlemen Australia mengemuka­ 
kan kepuasannya dengan adanya hubungan dekat anlara parlemen­ 
parlemen AIPO dan Parlemen Australia seperti ditunjukan dcngan 
adanya pertukaran kunjungan secara reguler 
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2. Dialog A/PO - Parlemen Kamboja 
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang timbul di ruang 

rapat mengenai situasi politik di Kamboja, delegasi Kamboja me· 
nyampaikan penjelasan yang cukup luas mengenai perkembangan 
politik dan apa yang telah terjadi, dan menyatakan bahwa masalah 
tersebut telah diselesaikan dengan damai dan situasi telah kembali 
normal. Melalui diskusi ini, delegasi AIPO telah mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik mengenai situasi terakhir politik di 
Kamboja dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapi Kamboja. Delegasi Kamboja meminta dukungan AIPO 
alas keinginan mercka untuk secepatnya menjadi Anggota Organisasi 
ASEAN dan anggota AIPO. 

3. Dialog A/PO· Parlemen RRC 
Beberapa masalah yang dibicarakan dalam dialog AIPO • Cina di 

antaranya mengenai krisis keuangan yang melanda beberapa negara 
di Asia Tenggara. Berkaita.n dengan hal ini, Cina menyatakan ke­ 
siapannya untuk membantu. Dalam menghadapi krisis ini, diharapkan 
globalisasi system monetcr dan solidaritas di antara negara ASEAN 
dapat ditingkatkan lebih jauh. 

Menanggapi masalah posisi Cina dalam WTO, Cina menyatakan 
bahwa dengan bergabung dalam WTO maka akan membantu 
mempennudah sistem perdagangan multilateral yang lebih lengkap 
dan seimbang. Cina berharap negara-negera anggota akan meninjau 
kcmbali dan mengambil upaya bersama untuk mempermudah 
masuknya Cina dalam WTO. Sedangkan mengenai status Hong Kong, 
Cina menyatakan bahwa akan memelihara status otonomi pcnuh Hong 
Kong dengan memberlakukan "011e Cina Two Systems". 

4. Dialog A/PO· Parleme11 Eropa 
Beberapa masalah yang dibicarakan di antaranya mengenai 

perkembangan terakhir yang terjadi di Eropa berkenaan dengan 
integrasi wilayah Eropa kedalam European Union. 

Trak.tat Amsterdam yang dimaksudkan untuk mempcrmudah 
lercapainya sasaran tersebut, masih memerlukan ratifikasi parlemen 
dari 15 negara anggotanya. Kerjasama dan koordinasi yang intensif 
di bidang ekonomi dan politik dipcrlukan, khususnya antara AIPO 
dengan Parlemen Eropa, mengingat tahun 1999 telah ditetapkan 
sebagai saat diberlakukannya mate uang tunggal Eropa (European 
Currency). 



Menanggapi masalah integrasi Eropa dan pemberlakuan 
European Currency, Delegasi PE menyatakan bahwa proteksionisme 
hanya akan melukai Eropa ketimbang ASEAN. Mereka 
membenarkan bahwa kadangkala klausul Sosial dan Hak Asasi 
dipakai untuk membatasi perdagangan dengan negara-negara Asia, 
namun mereka menyatakan pula bahwa di Eropa sendiri interpretasi 
dan implementasi klausul-klausul tersebut beragam bentuknya. 

5. Dialog AIPO - Parlemen Jepang 
Mengingat ketidak.siapan Parlcmcn Jcpang untuk mcmbicarakan 

masalah yang telah discpakati dalam topik agenda antara AIPO 
dengan peninjau, dialog AIPO dcngan Parlemen Jcpang hanya 
mcmbicarak.an 3 permasalahan mencakup : 
I. Masalah lingkungan. 
2. Kerjasama kcbudayaan dan trasfcr teknologi. 
3. Pertukaran kunjungan. 

Menghadapi issue pencemaran yang diajulan AIPO, parlemen 
Jepang menyatakan bahwa pcrlu ditetapkan standar polusi yang ketat 

untuk memcrangi polusi yang diakibatkan oleh industri maupun 
kendaraan bennotor. Untuk itu Parlemcn Jcpang menawarkan 
kesediaannya untuk membantu mengatasi masalab pcocemaran ini. 

6. Dialog A/PO - Republllc Ko,... 
Dalam menghadapi masalah SemCIWljung Korea, Korea 

menginginkan adanya dukungan dari ASEAN dalam upaya-upayanya 
mengatasi permasalahan karcna tiap ketegangan dan kegelisahan di 
Semenanjung Korea akan berdampak kurang menyenangkan bukan 

hanya bagi rakyat Korea tetapi juga wilayah sekitarnya termasuk Asia 
Tenggara. 

Di bidang ekonomi dan perdagangan, ASEAN berharap bahwa 
kerjasama antara dua wilayah dapat lcbih ditingkatkan sehingga 
kesejahteraan di kedua wilayah, baik Korea maupun Asia Tenggara, 
dapat tercapai. 

7. Dialog AJPO - Par/em1n Selandla Bar11 
Parlemen Selandia Baru menyatakan kesediaannya untuk 

membantu ASEAN dalam berbagai bidang, sepcrti penanian, 
petemakan, dan perlindungan lingkungan. 

60 



Masalah Jain yang dibahas mencakup masalah politik 
intcmasional dan regional, peningkatan investasi, kerjasama ekonomi, 
kebudayaan, dan transfer teknologi, scrta pertukaran kunjungan. 

I.. Di1JIOR AIPO • Porltmen Papua fit.w Guinea 
AJPO m<mBhondokl •I!"'" PNC ,onon1;... monj&ga stahili!a! du 

mir::n;>c:la11ik11n mll!8..l.nb pcilltlk �ngn.a .5CF1)J!.a.pl pc:F"udw-u.n, 
pvrP1twd1.Q:l.4d, dan tmll:-Citn'I kHJ111Am11. Delegul PNG meny.atakm1 
bahw"' \a:bfjab,n .. look .N1111h'' m&.lilh bcrlnlw unrulr: mcncilven:itika11I 
p,,rd.J!"'pn I« ""l!l"'H'•g,ni lotn, lidok hMr• 1..i..w pod, 
Australia dan Sclandia Baru. 

9. Dialog AIPO - Parlt!rnen Rusia 
AIPO dan Parlemen Rusia sepakat untuk berbagi pandangan 

mo:=nFMi pcrlW1)1& mcLmjutkM pembJcar11D.D�pcmbianu:n tcntanQ 
polUCUTl!ln :fel'lj6Lll nukllr dan hu.mgdl] l'IJIJIID darnt pcnsh.!1.ntut )'IIJI 
dibahu di Norv,�gla. 01 bidma tnntfar 1<knolog], dclog,,sl /\lrQ 

rncngu.n!bs,bn. mlnatn;ya )'lll1B k.Ulil tet"hzufap teknok,gl mcdi11, 
�m:th1U1.pn, khU:Slllll)'ll i:Jcno1ogi ru.n.ng ,angk�. 

M,...Jak IJ,fn yans dltwu., •ntara Jain mcngtntl poluan& 
invcstasi, dan pertukaran kunjungan. 

lll. KESIMPULAN 

r,d, k<00mpouin )'11118 bolk ml, dopat dil,parko.n btm,,, S<rnun 
:mgot:a dclc-.1L11d �l4h tnC"ntu1)uk:kan kuunw,W daH d:is:lplin yang 
ling£, mulni dsri pcrsi.lpnn di JAkCU'W mllllpW1 IC.IJuna ber­ 
long,.uogn)'II rlf<ku,l-dluusl dlJ1,n Siding limum AIPO ke-18 dl 
Nu1a Dun, &Ii. Dcl111psi kililb bcifl1U!lil meneo:p.ii mi.ni ynng 
djcmmumya. Kc:bo.ctwH'IJ'l dielc&!Jl ini .n.n'l'.!.nl ltr.1n dlSAlb11bk.Jm knten11 

faktor sebagai berikut : 
a. Penguasaan materi. 
b. Kcmampuan komunikasi, 1crmasuk tchnik-tchnik bcrdiskusi 

secara efektif 
c. Kerjasama antara dclegasi, tennasuk assistensi dari instansi 

pemerintah terkait. 
d. Pengalaman dari sidang-sidang yang Jalu. 
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Menurut pengamatan dapat dikemukakan bahwa dengan semua 
kemampuan yang telah dicurahkan delegasi DPR-Rl, dimana setiap 
anggota delegasi telah menyumbangkan partisipasi dan kontribusinya 
secara optimal dan berhasil mewamai hasil-hasil resolusi dalam 
seluruh persidangan. Dalam sidang AIPO tahun ini, DELRI lebih awal 
telah mengadakan persiapan yang matang dengan berhasilnya 
menyusun berbagai konsep resolusi dalam berbagai bidang (Politik, 
Ekonomi, Sosial, dan Organisasi) yang kemudian dijadikan sebagai 
dokumen dasar dalam rapat-rapat komisi. 

Kemudian mengingat hasil-hasil resolusi dan Kesepakatan yang 
dicapai dalam kegratan Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 
demikian pentingnya, sehingga disamping perlu langkah-langkah 
tindak lanjutnya, juga perlu diteruskan kepada instansi-instansi 
pemerintah yang terkait agar segala kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
ditempuh oleh Pemerintah selalu selaras dan sejalan dengan 
kesepakatan-kesepakatan dalam Sidang-sidang Parlemen negara­ 
negara anggota AIPO ini. 

IV. PENUTIJP 

Demikianlah gambaran umum tentang peranan delegasi dalam 
membawa misi Delegasi DPR-RI pada Rapat Panitia Kerja dan 
Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali dari tanggal I s.d 6 
September 1997, sehingga mencapai basil yang maksimal. Diharap­ 
kan hasil-hasil ini dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan referensi sesuai kebutuhan pada sidang selanjutnya 
Kepada staflnstansi Pemerintah, Media massa, Radio, TV, dan semua 
pihak yang telah membantu kelancaran tugas-tugas delegasi DPR-RI 
bagi terselenggaranya Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO 
ke-18 dengan sukses, untuk itu diucapkan beribu-ribu terima kasih 
kepada yang terkait. 
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BAB m 

DELEGASI DPR-RJ KE KONPERJ:NSI IPU KE-97 
DI SEOUL, REPUBLIK KOREA, 
TANGGAL 10-ISAPRIL 1997 

PENDAHULUAN 

Konperensi IPU ke-97, berlangsung dari tanggal IO sampai 
dcngan IS April 1997, di Seoul, Republik Korea. Konperensi tersebut 
dihadiri oleh 1 .011  peserta yang terdiri dari para delcgasi parJemen 
Anggota IPU dari seluruh dunia tenna.suk Delegasi DPR RI. 

Kehadiran delegasi DPR R1 pada konperensi IPU ini didasarkan 
.atas undangan Parlemen Republik Korea dan Kcputusan Pimpinan 
DPR RI Nomor SIIPIMP/Jll/1996-1997 tanggal 31  Maret 1997 
dengan susunan delegasi scbagai berikut: 

I .  H Wahono (kctua DPR RI) - Kelua Delegasi 

2 Ors. Theo L. Sambuaga (FKP) - Anggota 

] dr Ny. Ida Yusi Dahlan (FKP) - Anggota 

4 Tjokong Tarigan Sibe�o (F ABRJ) - Anggota 

5. Ors. H. Muh Mansur (FPP) - Anggota 

6 Drs Markus Wauran (FPDI) - Anggota. 

7. H.M. Oja'far Siddiq (unsur Pimpinan - Anggota 

BKSAP) 

8. Ors. Achmad Fauzi (Setjcn DPR RI) Ses Ketua Delega.si 

9. Paulus Weto (Setjen DPR RI) Ses Delegasi 

I 0. Tatang Suthar,a, SH (Setjen DPR RI) Ses Delegasi 
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Kttua DPRIMPR-Rl, H Wahono me,n,mpin Deltgas1 DPR-Rl kt Konperens1 JPU U 97 di 
�oul. Korea St/a/an, langgal JO- 14 Apr,[ 1997 

Selain itu delegasi telah dibantu oleh 2 orang tenaga penasehat 
dari Departemen Luar Negeri yaitu Imron Cotan (Pejabal Direktorat 
Organisasi Intemasional) dan Alwis Azizat Murad (Kepala Bidang 
Politik KBRI di Seoul) serta seorang cameraman TVRI. 

Adapun tema-tema )'ang dibahas dalam konperensi IPU ke-97 
adalah: 
I .  Peningkatan kerjasama dalam rangka menciptakan dan me­ 

melihara keamanan dan stabi\itas global dan regional serta 
menghormati segala bentuk kedau\atan dan kemerdekaan suatu 
negara, dibahas dalam Komisi Politik, Kenmanan lntemasional 
dan Pelucutan Senjata. 

2. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengubah pola 
konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan, dibahas dalam Komisi Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. 

3. Perdebatan umum mengenai situasi politik, ekonomi dan sosial 
dunia. 

4. Usaha perlindungan terhadap status Kota Suci Jerusalem dan 
penerapan berbagai cara untuk menghalangi setiap manuver yang 
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dapat merugikan serta sangat mcmbahayakan keamanan dan 
proses perdamaian di kawasan tersebut, sebagai acara tambahan 
(Supplementary Item), yang juga dibahas dalam Komisi Politik. 
Keamanan Intemasional dan Perlucutan Senjata. 

5. Tindakan intemasional untuk mengatasi situasi darurat di Albania 
dan Zaire yang dibahas sebagai emergency supplementary item. 

6. Masalah-masa\ah organisasi dan keuangan IPU, dibahas dalam 
Sidang Council. 

PARTISIPASI/PERANAN DELEGASI INDONESIA 

Partisipasi delegasi Indonesia dalam konperensi ini telah 
dilakukan secara aktif baik dalam kegiatan pra konperensi maupun 
dalam kegiatan pokok konperensi. 

Partisipasi pada kegiatan pra-konpereasi 
Pertemuan Anggota Parlemen Wanita IPU diadakan pada tanggal 

9 April 1997 yang dihadiri oleh 80 orang anggota Parlemen Wanita 
dari 60 negara dan dipimpin oleh Mrs. Kwon Young-Ja, Anggota 
National Assembly Republik Korea, Delegasi DPR RI diwakili oleh 
Dr. Ida Yusi Dahlan. 

Pertemuan telah membahas berbagai masalah yang berkaitan 
dengan peningkatan peran serta wanita dalam kehidupan politik dan 
pengambilan keputusan antara lain mengenai pelaksanaan hasil-hasil 
IPU Specializes Conference on "Towards Partnership between Men 
and Women in Politiks" yang telah diselenggarakan di New Delhi 
India tanggal 14 - 18 Pebruari 1997 yang lalu. Masalah lain yang juga 
dibicarakan dalam pertemuan terscbut adakah mengenai pentingnya 
pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencegah ekploitasi seks 
terhadap anak-anak. 

Pertemuan Caucus Asia Pacific juga telah berlangsung pada 
tanggal 9 April 1997 yang dipimpin oleh Mr. Park Chung-Sao, 
Anggota National Assembly Republik Korea. Masalah-masalah yang 
dibahas antara lain mcngenai agenda tambahan, calon-calon anggota 
drafting committee untuk mewakili Caucus Asia Pacific serta 
pengisian jabatan Pimpinan Komisi yang lowong. 

Dalam pembahasan agenda tambahan yang terdiri dari 6 (enam) 
buah usulan, disepakati untuk discrahkan kepada masing-masing 
delegasi menentukan pilihannya dalam pemungutan suara yang 
dilakukan dalam Sidang Pleno pertama. 
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Untuk kcanggotaan drafting committee, Caucus Asia Pacific 
mencalonkan Indonesia dan Republik Korea baik dalam Komisi 
Politik maupun Komisi lingkungan sedangkan Iran dan Pakistan 
dicalonkan menjadi anggota Drafting committee untuk pembahasan 
agenda tambahan, mewakili region Asia Pacific. 

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Komisi yang lowong, 
Causus Asia Pacific menyepakati pencalonan Anggota Delegasi DPR 
RI Ors. Theo L. Sambuaga yang sekarang menjabat Wakil Kelua 
Komisi Politik, untuk menjadi Ketua Komisi Politik menggantikan 
Mr Miguel Angel Martinez dari Spanyol yang sudah habis masa 
jabatannya. 

Kegiatan pokok konperensi secara garis besar adalah sebagai 
berikut : 

Pembukaan konperensi dilakukan dalam upacara resmi pada 
tanggal 10 April 1997 oleh Kim Young Sam, Presiden Korea, 
dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari 1 16  delegasi Parlemen 
Nasional, dua associate member dan 24 observer dari badan-badan 
khusus PBB serta organisasi regional dan internasional lainnya. 

Turut hadir dan memberikan sambutan dalam upacara pembukaan 
tersebut antara Jain Presiden IPU, Ketua National Assembly Republik 
Korea dan Executive Secretary of the ESCAP Adrianus Mooy yang 
mewakili SEIUEN PBB. 

Dalam Sidang Pleno pertama, Ketua Nasional Assembly 
Republik Korea telah terpjlih secara aklamasi sebagai Ketua Sidang 
sedangkan Wakil Ketua Sidang adalah para Ketua Delegasi yang 
hadir dalam konperensi. Dalam pemungutan suara untuk memilih satu 
agenda tambahan dari enam usulan yang masuk masing-masing dari 
Rusia, Maroko, Iran, Mesir, dan Libabon, usulan dari Maroko dan 
Mesir mengenai "Usaha perlindungan terhadap status kota suci 
Jerusalem" terpilih dan ditetapkan sebagai agenda tambahan yang 
akan dibahas dalam konperensi, sedangkan usul Italia dan Togo 
mengenai "Tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat di 
Albania dan Zaire" ditetapkan sebagai emergency Supplementary 
item. 

Terhadap kedua masalah tersebut, Delegasi Indonesia mem­ 
berikan dukungan secara penuh karena akan membawa dampak yang 
luas terhadap upaya menciptakan dan memelihara perdamaian clan 
stabilitas global. 

Sidang Pleno General Debate membahas situasi politik, ekonomi 
dan sosial dunia dewasa ini. Sebanyak 144 orang wakil dari 103 
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dclcgasi pcscrta dan observer tennasuk Indonesia telah menyampai­ 
kan pidato tentang sikap dan pandangannya masing-masing tcrhadap 
masalah tersebut. Dclcgasi Indonesia dalam pidatonya yang 
disampaikan olch Kctua DPR RI, Wahono mcnyatakan antara lain 
bahwa berakhimya perang dingin yang diharapkan akan menciptakan 
era baru yang lcbih ccrah, nampaknya belum menunjukkan tanda­ 
tanda yang menjanjikan. Sebaliknya kita malahan mcnyaksikan bahwa 
belakangan ini dunia masih terus dilanda berbagai krisis dengan 
munculnya tantangan dan masalah baru serta tetap berkecamuknya 
konflik bersenjata clan benih-benih keberingasan di berbagai kawasan. 
Pada tingkat regional, Indonesia sangat prihatin terhadap konflik yang 
berkepanjangan yang terjadi di Afganistan serta situasi terekhir yang 
terjadi di Rwanda, Zaire clan Albania yang dapat menimbulkan 
masalah keamanan dan stabilitas kawasan tersebut. Oleh karenanya 
baik dalam sidang komisi maupun dalarn perumusan rancangan 
resolusi pada drafting committee. 

Dalam statement yang disampaikan oleh Tjokong Tarigan Sibero, 
Delegasi DPR RI antara lain menyatakan bahwa kecenderungan 
perkembangan intemasional pasca perang dingin yang ditandai 
bermunculannya konflik-konflik sporadis yang tidak lagi berdimensi 
ideologi dan global, tetapi lebih berlatar bclakang ikatan-ikatan yang 
lebih sempit sehingga PBB menyadari keterbatasannya untuk 
menyelesaikan konflik seperti itu dan merasa dibutuhkannya suatu 
mekanisme solusi dalam lingkup yang lebih kecil (regional). 
Sementara itu peranan organisasi-organisasi regional dalam memecah­ 
kan berbagai konflik telah terbukti membawa manfaat dalam 
membantu PBB memelihara dan menjaga keamanan dan stabilitas 
regional dan global, hal mana dimungkinkan karena adanya "faktor 
kedekatan" dan kemampuan dalam memahami pennasalahan spesifik 
konflik yang dihadapi Peran ASEAN dalam menangani berbagai 
konfhk di kawasan Asia Tenggara dapat dikatakan lebih berhasil 
dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional di kawasan lain. 
Hal ini disebabkan karena ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian 
konflik yang konstruktif dengan berupaya sedapat mungkin meng­ 
akomodasikan semua aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam 
konfl ik, yang disebut sebagai "constructive engagement". Delegasi 
DPR RI telah terpilih sebagai anggota drafting committee bersama 1 1  
delegasi lainnya dari Australia, Argentma, Benin. Cuba. Jennan, 
Belanda, Polandia, Republik Korea, Rusia, Sudan dan Tunisia. 
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Selain membahas tema pokok konperensi, Komisi Politik juga 
membahas agenda tambahan dan emergency supplementary item serta 
merumuskan rancangan resolusi yang kemudian disahkan dalam 
sidang pleno konperensi yaitu tentang perlindungan status kota suci 
Jerusalem dan tindakan intemasional untuk mengatasi situasi darurat 
di Albania dan Zaire 

Sebagai acara terakhir dari Komisi Politik adalah pemilihan 
jabatan Pimpinan Komisi yang lowong yaitu satu jabatan untuk Ketua 
Komisi dan dua jabatan unruk Wakil Ketua Komisi. Pemilihan 
tersebut telah dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia 
(secret balot). Untuk pengisian jabatan Ketua Komisi terdapat dua 
orang calon yaitu Ors. Theo L. Sambuaga dari Indonesia dan Mr. 
Jacquest Lefevre dari Belgia. Setelah melalui pemungutan suara yang 
berlangsung cukup ketat, Ors Theo L. Sambuaga terpilih menjadi 
Ketua Komisi Politik dengan basil perolehan suara 40:31 selanjutnya 
Mr. Jacquest Lefevre yang kalah suara dalam pemilihan tersebut, 
terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi bersarna Mrs. Margaret Clarke 
Kwesia dari Ghana. 

Dalam Sidang Komisi Pendidikan, llmu Pengetahuan, Kebudayan 
dan Lingkungan Hidup, Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Dr. Ny. 
Ida Yusi Dahlan, H.M. Dja'far Siddiq dan Markus Wauran telah 
berperan aktif antara lain dengan menyampaikan pandangan­ 
pandangannya dan rancangan resolusi. 

Delegasi DPR RI dalam statementnya yang disampaikan oleh Dr. 
Ny. Ida Yusi Dahlan menyatakan antara lain bahwa penyebab utama 
kerusakan lingkungan global antara lain keseimbangan pada pola 
konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Tuntutan yang 
berkelebihan dan gaya hidup terutama di kalangan masyarakat negara­ 
negara maju menimbulkan tekanan berat terhadap lingkungan. Untuk 
mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan efisiensi dalam 
produksi dan perubahan pola konsumsi. 

Untuk merubah pola konsumsi menuju pembangunan ber­ 
kelanjutan diperlukan upaya untuk mencari berbagai jalan agar 
pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sambil meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta sumber daya 
alam lainnya termasuk mengurangi produksi limbah. 

Disamping itu perlu mengidentifikasi pola konsumsi yang 
seimbang secara global sehingga sesuai dengan daya dukung bumi 
serta memperbaiki pola konsumsi yang telah membudaya di tengah 
masyarakat dengan berorientasi kepada makanan dengan gizi 
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berimbang dan mengusahakan diversifikasi bahan-bahan pangan 
yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Selanjutnya, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan 
pcrlu adanya hubungan intemasional yang bisa menyepakati hal-hal 
tentang daya dukung lingkungan yang menunjang. Setiap negara 
disarankan mengambil langkah-langkah tindak lanjut khususnya yang 
berhubungan dengan pengelolaan, penyediaan data dan informasi serta 
koordinasi dan kerjasama intemasional. Dalam hal pengelolaan, 
disarankan kepada semua negara untuk segera mengembangkan pola 
konsumsi yang berkesinambungan. Sclain itu negara-negara maju 
hendaknya terlebih dahulu mengambil inisiatif dalam melaksanakan 
pola konsumsi yang berimbang di dalam proses pembangunan 
mereka. 

Dalam komisi ini, delegasi DPR RI juga telah terpilih menjadi 
salah satu anggota drafting committee bersama wakil-wakil dari 

delegasi Chili, Congo, Mesir, Perancis, Jennan, Mexico, Rcpublik 
Korea dan Swiss. dalam pemilihan Ketua Drafting Committee, Dr. 
Ny. Ida Yusi Dahlan dari Indonesia telah terpilih sebagai Ketua 
Drafting Committee tersebut. telah mendapat kepercayaan dari para 
peserta untuk memimpin jalannya sidang guna membahas dan 
merumuskan rancangan resolusi IPU. 

Sidang Komisi Hak Asasi Manusia/Mantan Anggota Parlemen 
berlangsung secara tertutup (in camera) dan membahas serta 
merekomendasi berbagai kasus yang menyangkut anggota dan 
mantan anggota parlemen yang ditahan/dihukum ataupun dianggap 
dilanggar hak asasinya, dari berbagai negara. Dalam hubungan ini 
sepanjang menyangkut Indonesia., Delegasi DPR RI telah memberikan 
jawaban sccara tegas, proporsional dan lugas terhadap pertanyaan­ 
pcrtanyaan yang diajukan _serta meluruskan pandangan-pandangan 
yang keliru dari komisi tersebut. 

Kegiatan lainnya yang dihadiri oTeh Delegasi DPR RI selama 
berlangsungnya kcnpereqsi adalah pertemuan informal antar delegasi 
parlemen negara-negara Islam yang membahas gagasan pcmbentukan 
The Islamic Union of Legislative Assemblies. 

Dalarn pertemuan yang sudah berlangsung empat kali ini 
dimaksudkan untuk mengesahkan terbentuknya organisasi tersebut 
termasuk dn.ft statuta yang telah dihasilkan oleh Coordinating 
Committee pada pertemuannya yang berlangsung di Teheran bulan 
Oktober 1996 dan di Khartoum bulan Pebruari 1997 yang lalu. 
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Pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena 
beberapa delegasi yang hadir. khususnya delegasi Parlemen Kuwait 
dan Maroko, mempersoalkan kembali gagasan pembentukan 
organisasi tersebut. Mereka mengemukakan bahwa wewenang untuk 
membentuk organisasi ini berada ditangan masing-masing parlemen, 
bukan oleh forum para wakil-wakil parlemen yang hadir dalam 
Konperensi IPU, dan untuk membentuk organisasi ini juga diperlukan 
adanya pendekatan terhadap Parlemen negara-negara OIC. Pendirian 
seperti ini memang sejalan dengan sikap dan posisi lmionesia yang 
menghendaki agar organisasi ini cukup dalam bentuk caucus yaitu 
Caucus Parlemen Negara-negara Anggota OIC dan tidak memerlukan 
struktur formal. Dalam hubungan ini Delegasi Parlemen Iraq juga 
telah membuat surat edaran yang berisi pemyataan yang senada 
dengan posisi Indonesia yaitu bahwa pembentukan organisasi ini 
dirasakan tidak perlu tetapi cukup dengan pertemuan-pertemuan 
secara periodik pada setiap Konperensi IPU. 

Dengan adanya perbedaan pendapat yang kemudian menimbul­ 
kan perdebatan diantara Para peserta yang hadir, pertemuan tersebut 
pada akhimya tidak menghasilkan kesepakatan sedangkan mengenai 
kelanjutan pembentukan organisasi dimaksud., belum ditetapkan. 

HASIL-HASIL KONPERENSI 

Hasil-hasil konperensi IPU ke-97 dapat dibagi menjadi dua 
bagian yaitu hasil-hasil yang dicapai oleh konperensi itu sendiri dan 
hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi Indonesia. 

Konperensi telah mengeluarkan bebcrapa resolusi dan deklarasi 
yakni dalam bidang politik, mengenai kerjasama untuk menciptakan 
dan memelihara stabilitas regional dan global, usaha perlindungan 
terhadap status kota suci Jerusalem serta tindakan untuk mengatasi 
situasi darurat di Albania dan Zaire, dan dalam bidang lingkungan 
hidup mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengubah 
pola konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan. 

Dalam resolusi mengenai upaya menciptakan dan memelihara 
stabilitas regional dan global, IPU menghimbau negara-negara di 
dunia untuk tidak melakukan ancaman terhadap negara lain, menahan 
diri menggunakan kekuatan militer dan menghormau batas wilayah 
dan integritas suatu negara, serta menghormati kedaulatan dan tidak 
mencampuri urusan dalam negara lain 
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IPU juga menekankan pentingnya untuk memperkuat krcdibilitas 
dan efektifitas PBB dalam rangka penyelesaian perselisihan 
intemasional berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam 
Piagam PBB, serta menghimbau untuk memperkokoh kerjasama dan 
koordinasi antara organisasi-organisasi regional dengan PBB dalam 
ha\ melakukan diplomasi preventif untuk menciptakan, memelihara 
dan konsolidasi perdamaian dan keamanan regional dan global. 

Selanjutnya dalam resolusi mengenai masalah Jerusalem, IPU 
menghimbau Pemerintah Israel untuk menahan diri dari aksi dan 
tindakan-tindakan tennasuk pembanguan pemukiman Yahudi di 
wilayah Palestina di Jerusalem Timur yang mempunyai pengaruh 
negatifterhadap proses perdamaian di Timur Tengah. 

Dalam masalah perubahan pola konsumsi dan produksi, IPU 
mengeluarkan satu deklarasi mengenai pandangan parlemen terhadap 
hasil-hasil yang telah dicapai dan langkah-langk:ah pelaksanaan 
selanjutnya dari Agenda 21. Deklarasi tersebut merupakan sumbangan 
pikiran IPU untuk Sidang Khusus PBB tentang Agenda 21 tanggal 22- 
27 Juni 1997. 

Konpcrensi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan yang 
berkaitan dengan organisasi dan keanggota IPU antara lain sidang 
telah menerima afiliasi keanggotaan Parlemen Kamboja dan Parlemen 
Georgia dalam IPU dan membekukan keanggotaan Parlemen Belarus 
dan Burundi dengan alasan situasi yang terjadi di negara-negara 
tersebut. Dalam kaitan ini telah dibahas dan diperdebatkan keinginan 
Palestine National Council untuk menjadi anggota IPU. Dari basil 
pemungutan suara akhimya konperensi memutuskan menunda 
pembahasan masalah tersebut dan alcan dibicarakan kembali pada 
konperensi IPU ke-98 yang akan berlangsung di Kairo, Mesir tanggal 
1 1  -  16 September 1997 yang akan datang. 

Terhadap masalah ini Delegasi DPR RI memberikan dukungan 
terhadap keinginan Palestine National Council tersebut, sejalan 
dengan sikap dan posisi Indonesia terhadap masalah Palestina selama 
ini. Selain itu, konperensi juga telah mengeluarkan beberapa resolusi 
yang menyangkut kasus-kasus anggota/mantan anggota Parlemen dari 
berbagai negara. 

Mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi DPR RI, adalah 
bahwa dengan terpilihnya anggota-anggota Delegasi DPR RI sebagai 
Ketua dan Anggota Drafting Committee dalam Komisi Lingkungan 
dan Komisi Politik, maka pandangan/sikap Indonesia dapat turut 
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mewamai hasil akhir Resolusi IPU dan secara dini mencegah 
kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. 

Delegasi DPR RI telah dapat memasukkan beberapa paragraf 
dari rancangan resolusi Indonesia baik konsiderans maupun operatif 
parliamentary diplomacy dalam rangka turut serta menciptakan dan 
memelihara keamanan dan stabilitas regional dan global yang 
berdasarkan prinsip-prinsip tidak mencampuri urusan suatu negara, 
pengakuan terhadap persamaan kedudukan, integritas wilayah, serta 
penghormatan kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tercantum 
dalam Piagam PBB. Selain itu Indonesia juga mendesak negara­ 
negara di dunia untuk menahan diri melakukan tindakan kekerasan 
dalam kaitan dengan hubungan intemasional atau memberlakukan 
hukum-hukum nasionalnya yang mempunyai pengaruh terhadap 
negara lain. 

Dalam masalah perubahan pola konsumsi dan produksi sesuai 
dengan pandangan pembangunan berkelanjutan, Indonesia rneng­ 
himbau kepada negara-negara maju untuk memberikan bantuan 
teknik dan keuangan kepada negara-negara berkembang yang 
berkaitan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. 
Indonesia juga menghimbau negara-negara maju untuk memenuhi 
komitmennya untuk menyisihkan dana sebesar 0.7% dari GNP-nya 
bagi bantuan pembangunan negara-negara berkembang sebelum 
tahun 2000. 

Anggota Delegasi DPR RI Drs. Theo L. Sambuaga telah terpilih 
sebagai Ketua Komisi Politik, Keamanan Internasional dan Perlucutan 
Senjata IPU untuk masa mendatang. Terpilihnya Anggota Delegasi 
DPR RI tersebut merupakan satu keberhasilan DPR RI yang selalu 
memainkan peranan aktifnya dalam setiap konperensi IPU. 
Keberhasilan ini juga diperoleh berkat penggalangan dan upaya lobbi 
yang cukup intensif dari delegasi baik melalui Caucus Asia Pasifik 
maupun dengan delegasi parlemen lain. Dengan kepemimpinan 
Indonesia dalam Komisi Politik ini, diharapkan perjuangan dan 
kepentingan Indonesia nantinya akan lebih terakomodir dalam 
kegiatan-kegiatan IPU dimasa yang akan datang. 

KESIMPULAN 

I .  Konperensi IPU ke-97 ini telah berlangsung dengan lancar dan 
sukses berkat persiapan yang baik yang telah dilakukan oleh tuan 
rumah penyelenggara dalam hal ini Parlemen Republik Korea. 
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2. Delegasi DPR RI telah berhasil memperjuangkan dan meng­ 
amankan kepentingan nasional Indonesia khususnya kepentingan 
DPR RI serta pandangan/sikap Delegasi DPR RI telah turut 
mewamai hasil-hasil konperensi. 

3. Hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi Indonesia tersebut tidak 
terlepas dari persiapan yang memadai yang dilak.ukan oleh 
delegasi melalui rapat-rapat persiapan, pembahasan materi serta 
bekal yang diperoleh dari hasil konsultasi delegasi dengan Menlu, 
Menhankam serta Kejaksaan Agung RI. Juga adanya kerjasama 
dan pembagian tugas yang baik antara delegasi serta dukungan 
dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pejabat teknis yang ikut 
serta dalam delegasi yang berasal dari Deplu dan bantuan yang 
diberikan oleh KBRI di Seoul. Sclain itu, keberhasilan tersebut 
didukung oleh usaha-usaha dan lobby yang dilakukan oleh 
Delegasi DPR RI secara intensif dan berkesinambungan selama 
ini baik melalui kelompok-kelompok Parlemen Regional, Bilateral 
maupun melalui Pcjabat-pejabat di bawah Struktur Organisasi 
!PU. 

SARAN-SARAN 

1. Hasil-hasil Konperensi IPU ke-97 ini terutama yang bennanfaat 
bagi kepentingan nasional Indonesia seyogyanya mcnjadi bahan 
masu.kan bagi Komisi-komisi DPR RI tcrkait untuk. pembahasan 
lebih lanjut dalam kesempatan rapat kcrja, rapat dengar pendapat 
maupWl rapat dengar pendapat umum dengan pasangan kerjanya 
masmg-masing. 

2. Resolusi/deklarasi IPU yang berkaitan dengan kepentingan 
nasional Indonesia. perlu dikomunikasikan mclalui pimpinan 
Dewan kepada Pcmerintah dan lembaga-lembaga tcrkait lainnya 
dalam bentuk saran sebagai bahan masukan dalam pengambilan 
kebijaksanaan dimasa yang alcan datang dimana mungkin 
menerapkan pelaksanaannya. 
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BAB IV 

DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE-98 
DI KAIRO, MESIR 

TANGGAL 11-15 SEPTEMBER 1997 

PENDAIIULUAN 

Konperensi IPU ke-98 ini tclah berlangsung dari tanggal 11 
sampai dengan 15 September 1997 di Kairo, Mcsir. 
Konperensi dihadiri olch I 09 delegasi parlemcn nasional Anggota JPU 
dcngan jumlah pescrta scbanyak lcbih dari 1247 orang yang terdiri 
dari para anggota parlemen serta sejumlah Associate Member dan 
Observer dari organisasi lembaga di bawah PBB. Organisasi­ 
organisasi parlemen regional dan organisasi intemasional non 
pemerintah lainnya. 
Konperensi berlangsung dengan lancar dan sukscs, berkat pcrsiapan 
yang lelah dilakukan secara baik oleh tuan rumah yaitu Parlemcn dan 
Pemerintah Mesir. 

SUSUNAN DELEGASI 

Pengiriman Delegasi DPR RI kc Konpcrensi IPU ke-98 ini 
didasarkan atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 5/PIMPn.tl997- 
1998, tanggal 8 September 1997. Berdasarkan keputusan tersebut, 
maka susunan delcgasi adalah sebagai berikut: 
I. Ors. Theo L. Sambuaga (Ketua BKSAP) 
2. Prof. Dr. Ir. Fachrudin (FKP) 
3. Sugiarto (FADRI) 
4. Hj. Aisjah Aminy, SH (FPP) 
5. B.N. Marbun, SH (FPDI) 
6. Ora. Iris Indira Murti, MA (FKP) 

unsur Pimp BKSAP 
7. Tatang Sutharsa, SH (Setjen DPR RI) 
8. Untung Djumadi, SH (Sctjen DPR RI) 
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Anggota 
Sekretaris 

Kctua Delcgasi 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 



Ketuu. Delegasl DPR-RI. Dr:r 11vo L Sambuaga (Kelu,(J BKSAP DPR-RIJ ntenyo"'P(llknn Pida10 
pada Konpemui /PU ke-98 d1 Ka1ro-Me:r,r, 1anggul I I - 16 September 1997 

Selain itu Delegasi DPR RI juga dibantu oleh tenaga penasehat 
yang terdiri dari pejabat-pejabat DEPLU, DEPPEN, dan DEPNAKER 
serta seorang Cameraman TVRI. 

TEMA KONPERENS! 

Konperensi IPU ke-98 telah membahas tema sebagai berikut : 

I. Ensuring lasting democracy by forging close links between 
parliaments and the people, yang dibahas dalam committee on 
Parliamentary, Juridical and Human Rights Guestion; 

2. Employment in the globalizing world, yang dibahas dalam 
committee on economic and social question; 

3. General debate on political, economic and social situation in the 
world; 

4. Suplementary item yang berjudul "The need to eliminate all 
commersial and form of sexual exploilation of children and for 
the establishment of uniform laws to prohibit this indefensible 
violation of human rights of children." 
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KEGIATAN-KEGIATAN PRA-KONPERENSI 

Sebelum konpercnsi dibuka secara resmi pada tanggal 11 
September 1997 telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendahului 
konperensi antara lain: 
I. Sidang Executive Committee, tanggal 9 September 1997 
2. Pertemuan Anggota Parlerncn Wanita IPU, tanggal 10 September 

1997 
3. Pcrtemuan informal delegasi parlemen-parlemen dari Caucus 

Asia Pacific, 12 group, Amerika Latin, Afrika, Arab dan lain­ 
lain, tanggal IO September 1997. 

KEGIA T AN-KEGIA TAN POKOK KONPERENSI 

Kcgiatan-kegiatan pokok konpercnsi terdiri dari: 
I. Upacara pembukaan 
2. Sidang Pleno pemilihan Ketua Sidang dan Penetapan 

Suplementary Item. 
3. Sidang Council, yang pada konperensi kali ini mengadakan 

Pemilihan Presiden IPU. 
4. Sidang Pleno General Debate 
5. Sidang-sidang Komisi 
6. Upacara Penutupan 

Ddt1gcu1 DPR·RI menghadlrl Konpenns, /PU �-98 d1 KD1ro-�!1ir pada tanggal l I - /6 
&plemb.r /997 
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PARTISIPASI/PERANAN DELEGASI INDONESIA 

Partisipasi delegasi Indonesia dalam konperensi ini telah 
dilakukan secara aktif baik dalam kegiatan pra konperensi maupun 
dalam kegiatan pokok konperensi. 
I .  Partisipasi pada kegiatan pra-konpcrcnsi 

a. Pertemuan Anggora Parlemen Wanita IPU pada tanggal IO 
September 1997, sejak pagi sampai sore hari yang dihadiri 
oleh 125 orang Anggota Parlemen Wanita dari 84 negara. 
Dipimpin oleh Mrs Yousriya N. Loza. seorang Anggota 
Majelis Rakyat Mesir. 
Dari Delcgasi Indonesia dihadiri oleh Hj. Aisjah 
Aminy, SH dan Ora. Iris Indira Murti, MA. Pertemuan 
ini telah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan 
pecan serta anggota parlemen wanita dalam kehidupan politik 
dan sosial, yaitu antara lain akibat konflik bcrsenjata terhadap 
wanita dan anak-anak, dan partisipasi dan peranan wanita 
dalam parlemen. Selain itu, pertemuan tersebut juga me­ 
mandang perlunya pelaksanaan secara efektif basil-basil 
Konpcrensi Khusus IPU mengenai kerjasama pria dan 
wanita di bidang politik yang dilaksanakan di New Delhi, 
India bu Ian Pebruari 1997. 

b. Pertemuan infonnal Caucus, Asia-Pacific yang dipimpin oleh 
Delegasi Korea Selatan diadakan pada tanggal 10 September 
1997 sore hari. Mata acara yang dibahas ialah usulan 
Supplementary Item yang diusulkan oleh IO delegasi. 
Pemilihan Presiden IPU (untuk mengg&ntikan Presiden IPU 
dari Mesir Dr. Ahmed Fathi Sorour yang telah habis masa 
jabatannya), pengisran lowongan Anggota Executive 
Committee dan calon-calon Anggota Drafting Committee 
untuk mewakili Caucus Asia - Pacific. 
Pada waktu membahas usulan mengenai Supplementary 
Item. Delegasi Indonesia telah berbicara dan mengusulkan 
agar para delegasi dapat mempertimbangkan dan mendukung 
usulan Supplementary Item dari Delegasi Australia mengenai 
"Perlindungan Anak" dengan tema usaha menghapuskan 
semua perdagangan dan bentuk lain terhadap cksploitasi 
seksual anak-anak dan untuk mcnetapkan keseragaman 
perundang-undangan untuk melarang kejahatan terhadap hak 
asasi anak yang tidak dapat dipertahankan. 
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Usul Delegasi Indonesia ini segera disambut oleh Delegasi 
India, Delegasi New Zealand dan Delegasi Australia sendiri, 
dan pertemuan tersebut secara konsensus mendukung usul 
Supplementary Item Delegasi Australia tersebut untuk 
dipungut suara pada Sidang Pleno IPU. Demikian pula untuk 
acara pemilihan Prcsiden IPU, Delegasi Indonesia 
menghimbau agar Caucus Asia - Pacific mendukung calon 
dari India, sedangkan keanggotaan Drafting Committee, 
Caucus Asia - Pacific sepakat mengusulkan New Zealand 
dan Indonesia untuk menjadi anggota Drafting Committee 
pada Komisi II. Australia dan Indonesia untuk Drafting 
Committee pada Komisi III serta Australia dan India untuk 
Drafting Committee pada pembahasan Supplementary Item. 

1. Partisipasi pada kegiatan pokok konperensi 
a. Upacara Pembukaan dilakukan secara resmi pada tanggal 

11 September 1997, oleh Presiden Muhammed Hosni 
Mubarak, dengan dihadiri oleh Presiden IPU/Ketua Parlemen 
Mesir Dr. Ahmed Fathi Sorour, Sekjen IPU Mr. Piere 
Comillon dan Pejabat dari PBB yang mewakili Sekjen 
PBS, Mr. Vladimir Petrosky. 

b. Sidang Pleno Pertam.a yang diadakan pada tanggal 1 1  
September 1996 sore hari telah membahas dan menetapkan 
beberapa keputusan antara lain: 
I) Memilih Ketua Parlemen Mesir Mr. Ahmed Fathi Sorour 

sebagai Presiden Konperensi IPU ke-98 ini. 
2) Menetapkan Supplementary Item yang dilakukan 

melalui pemungutan suara secara terbuka. Dari item 
tambahan yang semula diusulkan oleh 10 negara, 
kemudian 6 negara menarik usulnya, sehingga tinggal 4 
usulan dari 4 delegasi yaitu Guatemala, Australia, 
Inggris dan Lebanon. Setelah dilakukan pemungutan 
suara maka yang memperoleh suara terbanyak 
(majority) ialah usulan Delegasi Australia. 

c. Sidang Pleno General Debate 
Sidang Pleno General Debate telah membahas situasi politik 
ekonomi dan sosial dewasa ini. Sebanyak 143 orang wakil 
dari l 09 delegasi parlemen dan observer tennasuk Indonesia, 
telah menyampaikan pidato mengenai sikap dan pandangan­ 
nya masing-masing berkaitan dengan masalah tersebut. 
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Delegasi Jndonesia dalam pidatonya yang disampaikan olch 
Drs. Theo L. Sambuaga, Ketua Delegasi DPR RI antara lain 
mi:n)'11lakl11 b11hwi:c sc1ie.lnt, bc:J11kh rr11y11 per:ing,dingm snu:ori 
itJobol m..th bcrl.npuni udak 11oblt Dunl• rncngiwlapl 
bcrbni;,,; kroi• ym,g duc:bobl:on ok.h mun,ulny,, p,,,bt,im. 
prohl<m bani. khu,u>T1y11 tonwii,on dolam mcnl!h•d•p• 
konnlk bc,,.crt).,. di bnnyol. "°"..,.._ Kc.,mo11on r<gien,I 
dM Tntc,-nn.,icuml dj"'1'!p.mr.bq dlll111n 111:.n-.Mlhay.u. diPmpine, 
bonlul.-b<muk l<llnffik bon, )'811.11..,...& !nnh�I­ 
Mcmpcrhotllwl .,....,, di Tlmur Tcos,,J,, K.olua DeieJl'l'I 
CPR RJ mcnqiqk.Bn bahwa lr:cfanpunp.1, r.ri,bk-a1111:n1 
r,cnh,mab.n di Tim\>T Ten�nh di!taloflj'-hailang olch brKI 
dttngmn eare mCTUW pm-Jll!jin.a (Jrl'diima.llln. rcrmus:uh.1n 
tidak kenal kompromi yang dilakukan Israel dapat dilihat 
dalam pcmbangunan tempat tinggal bagi kaum Yahudi di 
tanah milik Palestina dan klim Israel atas kota suci 
Ycrusalem, sccara jclas bertcntangan dengan perjanjian 
perdamaian. Indonesia mcminta Israel untuk mentaati semua 
bentuk perjanjian pcrdamaian dan mcngakhiri kcmacctan 
pelaksanaan perjanjian saat ini juga. 
Berkaitan dcngan salah satu tema konperensi tcntang 
demokrasi. Ketua Delegasi DPR RI mcnyatakan antara lain: 
dalam membangun hubungan intemasional harus didasatkan 
piiJda kctiunrn11 Win ntLU)'lllwatnh. mcmpetc.i)'.li prin11ip­ 
prim:1p Pl=t'Iihllm\JJUln lietl.41,tl,ata.n muing·miHinl du tid.a.k 

mi:ni:t..1hpurf Ul"Willl1 intern meslng-m.uing,. Pmingkiuan 
korJ ... ma d�o p,,n�ombimpn d<mokra.11 .d>lllh untu� 
n1i;::runw.k.;11kl.1n kesi:ij11ht=.run rakyu.,. Pencn1piin prinJip 
umnol<r..-i 1icW< d,,.., dil•l""k® d,rl low bc.laJw>g budlly• 
diu1 nl111.i-nil:tl fan.@ dWlw olrh .1UB1.U nepr1... SU11t1.,1 si.,u::m 
domokrn.ii y.me lnmplk eoant b11gi 1U4lll � bolum t�ntu 

dopo• dllo"""1mn OllU ...... 1 d<Jipn "'ll'" lllinny,,_ Di 
duni..11 ini fidak ld111 ,iatrm rJcmokr11.d )'Ell tunggal )'l!Ilg 
d.np.1,t dipra.k1cil;..t.ri dcf1i.1-n c.ua. y1ng. aama olo.b sca1wt.a� 

drul m�o1>1toL Simm il<rl!<>l<nrn lnckm .. 11 bcrdawbn 
falsafah Pancasila dan ideologi nasional itu menjarnin 
kescimbangan kckuasaan dan pemerintah dan parlcmcn 
dalam pcncapaian tujuan/keputusan. 
Berbicara tentang ekonomi dunia. Ketua Delegasi Indonesia 
menyatakan antara lain bahwa masih banyak ncgara-ncgara 
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berkembang masih menghadapi masalah-masalah ekonomi 
yang serius. Hutang luar negeri, pengurangan bantuan ke­ 
uangan, harga komoditi yang rendah dan kemiskinan yang 
melekat masih menghambat pembangunan ekonomi. 
Ketidakstabilan ekonomi di suatu kawasan akan berdampak. 
negatif terhadap kawasan lainnya. Semcntara isu moncter di 
ncgara-ncgara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terancam 
bahkan hampir dihancurkan oleh aksi-aksi spekulan 
intemasional khususnya dalam era globalisasi ini. Hanya 
dengan kekuatan dan dukungan ekonomi yang fundamental 
serta kcrjasama """'!!- :..1.u1� m� �uis.uui1 uegauf terhadap 
ekomomi ASEAN dapat dipcrkecil. 
Mcmperhatikan tema konperensi lainnya yaitu tentang 
ketcnagakerjaan dalam era globalisasi Ors. Theo L. 
Sambuaga menegaskan bahwa: Olobalisasi selain dapat 
mcnciptakan kesempatan kerja tetapi hal itu juga men­ 
ciptakan masalah-masalah pcnciptaan tenaga kerja yang 
mcmerlukan kctetapan hati untuk bekerjasama. Selanjutnya 
Ketua Delegasi DPR RI menghimbau negara-negara maju 
untuk membuka pasar tenaga kerja sehingga tenaga kerja 
yang datang dari negara-negara bcrkembang dapat memasuki 
dunia kerja di negara-negara maju tersebut. Selain itu juga 
ditolak setiap kebijakan imigrasi yang dengan sengaja 
mclarang arus tenaga kerja dengan persyaratan yang tidak 
sesuai ketentuan perburuhan intemasional, khususnya ber­ 

dasarkan ras, agama atau latar belakang budaya. Per­ 
lindungan tenaga kerja anak clan wanita perlu dilindungi, 
baik dengan kebijakan intemasional atau peraturan 
perundang-undangan nasional. 
Dalam sidang ini Delegasi (ndonesia pada pidatonya 
sckaligus menyampaikan pidato sanggahan terhadap 
pidato dclegasi Portugal yang disampaikan sebelumnya yang 
menyinggung masalah Timar Timur. 

d. Sidang Komisi II (Keparlemenan, Hukum dan Hak-hak 

Asasi Manusia). 
Sidang Komisi II ini membahas topik: "Ensuring Lasting 
Democracy by forging close links between parliament and 
the people." 



Dalam Sidang Pleno Komisi yang berlangsung selama 2 
hari yaitu tanggal 12 dan 14 September, telah berbicara 
menyampaikan pemandangan umum mengenai tema tersebut 
sebanyak 53 orang dari berbagai delegasi. 
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Hj. Aisjah Aminy, 
SH, dalam pidatonya antara lain menyatakan Parlemen 
sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam upaya melaksanakan dan 
menegakkan demokrasi. Perlu kita akui bersama bahwa 
sistem demokrasi yang berkembang di tiap negara di dunia 
tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berkembang di 
negara yang bersangkutan, baik karena tuntutan sejarah 
bangsa maupun karena tuntutan cita-cita nasionalnya. Oleh 
karenanya kita wajib untuk menghormat sistem demokrasi 
yang dianut oleh masing-masing negara di dunia dan 
tidaklah relevan apabila ada sementara negara yang menilai 
demokrasi secara sempit dan sepihak. 
Sesuai dengan asas demokrasi, proses pembentukan 
parlemen dilakukan dengan melalui pemilihan umum. Oleh 
karenanya untuk menjamin terlaksananya demokrasi tersebut, 
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas 
dan rahasia. Dalam kaitan ini Parlemen Indonesia sangat 
mendukung Declaration on Criteria for Free dan Fair 
Election adopted by the Inter-Parliamentary Council in Paris, 
26 Maret 1994, dan dihimbau agar deklarasi tersebut dapat 
benar-benar dilaksanakan oleh setiap negara. 
Disamping menyampaikan pidato pemandangan umum, 
Delegasi Indonesia juga menyampaikan satu Draft Resolusi 
mengenai tema tersebut. Untuk memajukan semua draft 
resolusi tersebut dalam satu resolusi IPU, maka telah 
dibentuk Panitia Perumus yang terdiri dari 12 negara 
termasuk Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Hj. Aisjah 
Aminy, SH dan Sugiarto. Rumusan akhir dari Draft Resolusi 
hasil Panitia Perumus ini diwamai pula oleh gagasan dan 
pandangan dari Indonesia serta tidak terdapat hal-hal yang 
merugikan posisi Indonesia. Final Draft Resolusi IPU, ketika 
disampaikan kc Sidang Pleno dapat diterima secara 
konsensus. 
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a. Sidang Komisi Ill (Sosial dan Ekonomi) 
Terna yang dibahas oleh Komisi III ini adalah"Employment 
in a Globalising World." Sidang Komisi ini berlangsung 
selama 2 hari yaitu tanggal 12 dan 14 September 1997. 
Partisipasi Delegasi Indonesia dalam Komisi III ialah dengan 
mengajukan satu draft resolusi, menyampaikan pidato pe­ 
mandangan umum yang diwakili oleh Prof. DR. Ir. Fachrudin 
yang antara Jain menegaskan bahwa topik mengenai tenaga 
kerja dalam era globalisasi sangat menarik untuk dibahas 
oleh Parlemen sebagai lembaga wakil rakyat. Pada saat ini 
masing-masing negara menyadari bahwa tingkat keter­ 
gantungan antar negara semakin tinggi, sehingga upaya 
mensejahterakan rakyatnya tidak dapat dilakukan sendiri 
tanpa dukungan dan upaya bersama dengan negara lain. 
Parlemen dunia perlu memikirkan keseimbangan antara 
kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam 
merebut pasar kerja. Kekuatiran negara berkembang 
semakin besar ketika negara maju akhir-akhir mt 
mengkaitkan aktifitas perdagangan dengan standar per­ 
buruhan di negara-negara berkembang. 
Upaya pemerintah Indonesia mengatasi/menciptakan lapang­ 
an kerja, ialah dengan tetap mempertahankan kemajuan 
pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi. 
Pemerintah Indonesia telah menetapkan program pe­ 
nanggulangan bagi anak yang terpaksa bekerja meliputi 
masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan aspek 
lainnya dalam rangka menjamin pertumbuhan jasmani, 
rohani, sosial, dan intelektual anak secara wajar. 
Disamping pekerja anak "migrant workers" dari negara 
Indonesia juga jumlahnya selalu meningkat. Walaupun 
dengan tingkat pendidikan yang masih rendah mereka telah 
menjadi bagian dalam konstalasi dunia global dan 
memberikan sumbangan devisa bagi negaranya. 
Masalahnya tenaga kerja wanita juga menjadi perhatian. 
Persoalan yang menonjol ada\ah masalah persamaan hak dan 
kesempatan antara tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. 
Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang 
Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan 



hal bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia di segala 
bidang tidak diskriminatif. 
Untuk menyelesaikan draft resolusi tersebut dalam satu 
resolusi IPU, maka telah dibentuk Panitia Perumus yang 
terdiri dari 12 negara tennasuk Delegasi Indonesia yang 
diwakili oleh Ora. Iris Indira Murti, MA dan Prof Dr. Ir. 
Fachruddin. 
Rumusan akhir dari draft resolusi basil Panitia Perumus ini 
banyak diwamai oleh pemikian dan pandangan dclegasi 
Indonesia, dan tidak terdapal hal-hal yang dapat merugikan 
posisi Indonesia. 
Hasil ak.hir darat resolusi ketika disampaikan ke Sidang 
Pleno IPU dapat diterima secara konsensus. 

r Sidang Komisi Hak Asasi Anggota/Mantan Anggota 
Parlemen 
Dalam Sidang Komisi Hak. Asasi Anggota/Mantan Anggota 
Parlemen yang dilaksanakan secara tertutup (in camera), 
Delegasi Indonesia pada tanggal 13 September 1997 telah 
memberikan infonnasi mengenai penyelesaian kasus 
Sukatno, Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, Drs. Aberson Marie 
Sihaloho dan Megawati Sukamoputri. 
Dalam kesempatan tersebut Delegasi Indonesia telah men­ 
jawab secara tegas dan lugas semua pertanyaan yang 
diajukan oleh Komisi tersebut serta meluruskan pandangan­ 
pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan tata hukum 
Indonesia. 

g. Sidang Council 
Sidang-sidang Council diadak.an pada tangal 1 1  dan  16 
September 1997, yang telah membahas dan menetapkan 
beberapa keputusan antara lain: 
l) Menerima Parlemen-parlemen Fiji dan Belarus sebagai 

Anggota IPU. Dengan demikian Anggota IPU kini 
berjumlah 137. 

2) Menetapkan Anggota Ex.com yang baru yaitu Mrs. K. 
Kilvet (dari Estonia), Mrs T.V. Yariguia (dari Federasi 
Rusia) sebagai Anggota Executive Committee yang 
baru yang menggantikan Mrs. V. Furubjelke (Swedia) 
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dan Mr. B. Pahor (Slovenia) yang telah habis masa 
jabatannya. 

3) Memilih Presiden IPU untuk menggantikan Mr. DR. 
Ahmed Fathi Sorour yang telah-berakhir masa jabatan­ 
nya pada Konperensi IPU ke-98. Ada tiga kandidat yang 
mencalonkan diri yaitu Mr. M.A. Martinez (Spanyol), 
Mr. E. Mencm (Argenlina) dan Mr. P.A. Sangma 
(India). Untuk menetapkan salah satu calon tcrpilih 
dilakukan pemungutan suara (voting). 
Mr. E. Menem dari Argentina menyatakan mengundur­ 
kan diri, sehingga tinggal 2 calon yaitu Mr. Martinez dan 
Mr. P.A. Sangma. Dari hasil akhir pemungutan suara, 
Mr. M.A. Martinez dari Spanyol mcmcnangkan suara 
mayoritas dan Lerpilih sebagai Pn:siden IPU unruk masa 
bakti 3 tahun dcngan pcrt,andingan suara 127 : 88. 

4) Membahas masalah-masalah organisasi antara lain 
Laporan kegiatan IPU/Presiden Executive Committee. 
Laporan Tahunan Sekretaris Jcnderal dan penetapan 
kegiatan dan an&&aran tahun I 998, sena kerjasama 
antara IPU dcngan PBB. 

5) Membehas kegiatan komisi-komisi/badan lPU lainnya, 
antara lain, Komisi Hak Asasi Anggota Parlemen/ 
mantan Anggota Parlemen. pcrtemuan Anggota-anggota 
Parlemen Wanita, Komisi mengcnai masalah Timur 
Tengah, Komisi yang memonitor situasi di Cyprus. 

6) Menetapkan Deklarasi IPU mengenai Demokrasi. 
7) Mcnundo. pcmboh._"'° Ila'! pc,,,bolum ottlk•l 201.,.tuU 

ll'U yang d1uwllou, oloh !'llrlcmcn Moolr yang dl­ 
duL.ung ale.h P•rkmcn Argentina dim M�iko. Pm:n­ 
bt,h..,. uan dl1""5,makan pad, Koup<1<nsi lrU �­ 
di Windhoek - Namibia bulan April 1998 yang akan 
datang. 

8) Mcmbahas masalah rcsolusi tcntang Anggota/Mantan 
Anggota Parlemen. Dalam kaitan ini Delega.si Indonesia 
tclah membcrikan sanggahan dan mcnolak. dikeluar­ 
kannya Resolusi ban.I t.entang Megawati Sukamoputri 
dan Aberson Marie Sihaloho yang diusulkan oleh 
Komisi ini. Dalam kaitan ini dilaporkan kasus Sukatno, 
Mantan Anggota DPR-GR dinyatakan telah ditutup 



karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 
tanggal 8 Mei 1997 

Oekgasi DPH·Rl mlo,rg rr111ngtltul1 Ptr!Hwa11 J,rforflllll Ca�ws ASIA-PASIF'JK, pada tt'Q.bu 
K0/'1/Wrtrm /PU U-98 dt Kairo-Me:sir, /anggal I I - /6 September /997. 

HASIL KONPERENSI 

Konperensr JPU ke-98 di Kairo yang berlangsung dari tanggal 1 1  
sampai dengan 16 September 1997, antara lain telah dihasilkan: 

I .  Memilih Mr. M A. Martinez dari Spanyol sebagai Presiden JPU 
mengantikan Mr Dr. Ahmed Fathy Sorour. 

2 Menetapkan Deklarasi !PU tentang Deklarasi Umum mengenai 
Dernokrasi (Universal Declaration on Democracy). antara lain 
mengcnai prinsip-prinsip demokrasi, asas-asas dan pclaksanaan 
pemerintahan yang demokratis dan dimensi intemasional terhadap 
demokrasi. 

3 Menetapkan Resolusi-resolusi tentang: 
a Ensuring lasting democracy by forging close links between 

Parliament and the people. Oalam resolusi ini antara lain 
disebutkan menyambut peranan yang dilakukan IPU dalam 
mcmperkuat ikatan persahabatan antara parlemen-parlemen 
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dan anggota-anggota Parlemen, melalui rnereka, antara 
masyarakat/rakyat dan sadar dipcrlukannya keyakinan dalam 
proses politik, partai-partai, parlemen-parlemen, anggota­ 
anggota parlemen antara lain: 
I) Meminta seluruh negara untuk menjaga pcmilihan yang 

bcbas tanpa suatu diskriminasi, sesuai dengan the 
declaration on criteria for Free and Fair Election 
Adopted by the later Inter Parliamentary Council in Paris 
in March 1994; 

2) Mcndorong negaralpcmerintah untuk dan mengambil 
\angkah-langkah pencegahan tcrhadap segala kegiatan 
yang membahayakan wakil-wakil rakyat. calon-calon 
dan masyarakat sendiri. 

J) Mcndorong pula negara-negara untuk mclindungi aturan 
tata tcrtib parlcmcn dan lcmbaga-lcmbaga politik 
1eh[nga m.;y.11ikinlu111 11ng1;1t11-ans.gm1 pnrlt:mcon da:lmn 

m<m•lnbn p<J7UWln)'O I\'<"'" !<pal dOn l,rba., � 
pa,ilur,n pmmd.not-undn:npn. pcnpwMM pemc:rint.nb 
dM pe,�eb.itsn m�allh-mBiAl11h y1ng ptliifJng. 

4) Mi:ngblmb:lu f11U'lcrnen. d1111 prc:maintAh untuk mi:irtjumin 
,......., neg11tJU1)'0 y.,n� l><rl!ubunl!J)ll 6""8'1' hu·h•k 

dc:mokn!;i dm untuk pr�� penyu!IUNIII undon�·Unwllll, 
harus jelas dengan baha.sa yang sedcrhana yang dapat 
dipahami oleh warga negan. 

b. Employment in globalising world 
Dalam resolusi ini ditctapkan antara lain: 
I) Menghimbau ncgara-ncgara maju dan organisasi inter­ 

nasional untuk mcndukung pembangunan kapasitas lokal 
di negara-negara berkcmbang guna meningk.atkan 
kualitas swnbcr daya manusia mereka dan meningkat­ 
hn k""""pallm ..... l(II �<rjL 

2) M•"'komcmdn,inn w,zkoh·lansnh YUiii Jl<rlU dbunbll 
�a lh,gka, lntc:ma.sfon11I untuk mct11pcrku11 gkJ.hAJl!tii 
c:kanami diln u1,,uk tncingunm1l kttimp.s.ng11n d1U1 
kemiskinan di scluruh dunia. 

Ketenagakerjaan 
J) Meminta negara-negara guna mengambil langkah­ 

langkah merpbangun pa.sar tenaga kerja secara luas 



dengan tujuan utama untuk dierahken pada pengaruh 
kerusakan perubahan struktural ekonomi termasuk 
timbulkan perdagangan intemasional. 

4) Meminta dengan sangat parlemen dan pemerintah untuk 
menghapuskan segala bcntuk diskriminasi dalam ke­ 
T.cn11g&li..erJa.tm IC{'fflt5uk dl�o puln pllda Jeni, 
li:cln.rntn,. unmr1 11Sng.gung jAWllb 1.:e!LWP,. seaus tlpH, 
rosiat, d:!n uLU\-\S�l � o'Pffl.l.,, J,up. m"11Jwn'i�, 
k=p,u"" }>08 """' dllam !M!tlfl"">loh pd(crjun 
di:n mdlnd.un� � pcnul1 l�h.tuhp rintA.ngan dan 
�bkbnm::in 1111:k·Juak rm:rckn !liCr'tll mmj11iru.in pcBll:nUllln 

Ulm JI<''"'""° dalam molokw,abn pd<Cl]oon. 

Migrant Workers 
5) Menghimbau negara-ncgara untuk menya:takan bahwa 

tenaga-tenaga kerja asing dibcri hale memperoleh 
perlindungan atas hak-hak asasi mercka tanpa 
membedakan status hukum mereka 

6) Meminta Majelis Umum PBB untuk membuka kembali 
pembicaraan guna mcnjclaskan pcrlindungan seluruh 
tenaga kerja asing dalam Konvensi lntemasional 
mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kcrja Asing 
dan Keluarganya. 

Child Labour 
Mcngingat bahwa Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang 
telah disetujui tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh 191 
llcpm. rr,anpltui ha.\, 1110. \JJIIUl diri1td�.np dm-1 ck.i;pJndll..lli 
ckc111ttr1! d.ain tlan k.ej,io.ri:1.n pckt:rj1um y.:.u,g babo:hl�cs ll.!au 
Y•rti; bc,,,:,lbinl!l'n d.npn pc,idldlU11 '"'"'" 11>• ko!l'IIIIITI 
)"llili, bc:rb�haym lCT.httdap k.oxhn.tw, fuiik � me1trtl, 
�pin1w.l. mnnil UiM1 MHLQI pambll.(Lguo.u.n_ 

C, The need to eliminate all commercial and other Form of 
sexual exploitation of children and for establishment of 
uniform laws to prohibit this indefensible violation of the 
human rights. 
Dalam resolusi ini menyebutkan antara lain IPU mcnyambut 
baik hasil karya dari PBB untuk menyusun draft pro(okol 
pilihan terhadap Konvensi tentang Hak-hlk Anak dcngan 
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tujuan mcmperkuat mekanisme guna menolong memerangi 
prostitusi anak, pomografi anak dan bcntuk-bentuk lain dari 
eksploitasi perdagangan seks anak-anak sebagai permasalah­ 
an yang mendesak. 
I) Meminta dengan sangat negara-negara yang belum 

meratifikasi konvensi PBS tahun 1990 mengenai hak­ 
hak anak untuk melaksanakannya sebagai suatu masalah 
priori las. 

2) Mendukung negara-negara untuk bekerjasama dengan, 
dan membanru operative-operative yang dilaksanakan 
the UN Committee on the rights of the child. Badan­ 

badan PBB lainnya, khususnya organisasi non pe­ 
merintah yang memiliki tangung jawab khusus terhadap 
porllndunpn hak-hak •nok; 

3) MtnyU11nium seluruh nq;an1 wuuk menplalt.iutw 
dano Yan& cul<up w,tuk m"""1l!ll•i>ngi dao malokulwi 
l<smpllnyc pcndidlk.on YIJll! b<m,ju,m rn..,.nu,gi 
prostitusi anak dan penyalahgunaan seks. 

4) Menghimbau semue negara-negara untuk memperkenal­ 
kan dan memperkuat penmdang-wtdangan tentang 
pcrlindungan anak dan pelarangan eksploitasi per­ 
daganpn seks anak-anak, yang target khususnya 
pcloyanon joSI p<mbcrian na!bb, pd.oogaru, 11,u 

permuata d.11111111 [J'OStllU!I anak, penyrhmdupan ltwt 
p<l'™'IIJ"Opl anlk. khuou;ny, p<nY,,OITM p(JOl08'"1'l 
anak mcl•lui a.ltt-llAt clduro,.it 'lq)C:ni lmemet. 

5) Dcngan sungguh merekomendasi bahwa scmua negara 
untuk mendirikan atau memperkuat jaringan kerjasama 
antara penegak hukum nasional dan intemasional agar 
supaya melawan eksploitasi perdagangan sek.sual anak­ 
anak yang scmakin meningkat. 

d. MonetapkM Konponm,l IPU k,..99 pod> 111nlll!"I 6 • 1 1  
April 1998 di Wladboek. Nan11blA dens•• 1cma: 
I) Th., pre,•en1ion of .eonfliru and thci �or:itloo or � 

..:n.d ttuit. ln COWitries emerging from wu-, lhc m:1UJ1 �, 

reJugcct to their QQW1.uii:.J or ar{gin. che 1111:ngt.�nfng er 
demouat!c proce121 11nd lhc hdlcoing of 

reconstruction. 



2) Action it combat HIV/AlDS in view of its devasting 
human, economic and social impact. 

i·1lil_ .... 
Sdnlarls .kndera/ DPRIMPR-RJ, Drs. AFIF MA 'R0£F (Anggola ASGP) Jednrrg mr,ighad1ri 
S,dang ASGP di Xa,rv-�s,r, ltmggal / I - /6 &pt�m/Nr 1997 

HASIL·HASIL DELEGASI TNDONESIA 

Mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh delcgasi DPR RI dapat 
dilaporkan bahwa dengan terpilihnya Anggota-anggota Delegasi DPR 

RI sebagai Ketua dan Anggota Drafting Committee dalam Komisi 
Keparlemenan dan Hukum mewamai basil akhir Resolusi tPU dan 
secara dini mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan 
kepentingan Indonesia. 
Delegasi DPR RI tclah dapat memasukkan bcberapa paragraf dari 

rancangan resolusi Indonesia baik konsiderans maupun operatif 
paragrafke dalarn resolusi akhir IPU. 
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BAB V 

UPACARA PERPISAHAN SEGENAP ANGGOTA DPR·RI 
PERIODE 1992-1997 

BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Upacara Perpisahan ini telah menjadi tradisi di DPR Rl pada 
setiap penggantian Periode keanggotaan DPR/MPR Rl yang diadakan 
setiap 5 (lima) tahun sekali. 

Pada upacara perpisahan yang berlangsung pada tanggal 26 
September 1992 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, H. 
Moh. Socharto, Wakil Presiden Republik Indonesia, Tri Sutrisno 
bcscrta ibu mendapal sambutan meriah serta penuh keakraban di 
antara para hadirin. Hadir pula dalam upacara ini sejumlah Pejabat 
Tinggi Pemerintah, Menteri-menteri Kabinet Pembangunan VI serta 
para Korps Diplomatik di Jakarta. 

Pres-den dan Wak1/ Presiden rrumghadm ma/am s1/aturahm1 Perpuahan Anggola DPR-Rl 

Pemxle /991-1997 (26-9-l 997) 
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Acara ini juga dimcriahkan dengan hiburan tarian dan nyanyian. 
Pelaksanaan acara pcrpisahan dilaksanakan di Ruang Pustakaloka 
Gedung DPR/MPR-RI. 

Naskah selcngkapnya dari sarnbutan Ketua DPR RI, H. Wahono 
pada upaca.ra tersebut sebagai berikut: 
- Yang tcrhonnat Saudara Presidcn, 
- '\' on11- t.cth0Tm�t ��ud.urn W nkH l"tC!i1dc11 diw lhu Tr') :Sulri!i!MO. 

•tw,� lcdwnmu 'i.audal1f .t.:C"�-1..eu� Lcn1rnl;c Tin&@, N1:Frn. 
,·,rn; 1erharm11t :St1.udil.nl pun Menlcn K.nbilld Po.111.uJ11�m111 VI, 
'\'�� 1i:1tmrrn11L padn .\D&!::Ol.11 tk:iw,,n Belttt11 hcc.t1. 

s�ud.nt11�<.:wWIN p..u.1 lru.an Pt7Ji. 

- Hadirin yang bcrbahagia. 

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

�bll,gru !Nm� .)'IUJ& m�IMIJlRll.°o Ktl�wm,n Vnng �bt1.a Ult 
sc.b�� d.i.s�r \lxl1"11ID1J1Jltl)',L nut.u;nl kli. 1rmm1u1 untul wlilJt. 

rr1crnllilj11tbn l)I.IJI den 11yukut h..eh�n111 Allah Sub11.t11tthu Wt1\.0'ili 
pild11 !M:l!iup k�1t1(Ml,!nn �'"� \ierb.ihng1:a sepertl Jl.ldll maLun !1.nr1 im 
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Rasa syukur itu kita panjatkan bedenaan dengan limpahan rahmat dan 
karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita scmua, sehingga kita 
dapat menghadiri acara malam Silaturahmi Anggota Dewan masa 
bakti I 992-1997 dengan Saudara Presiden, W akil Presiden, para 
Kerua Lembaga Tinggi Negara. para Menteri, Panglima Angk.atan 
Bersenjata. Gubemur Bank Indonesia, dan Jaksa Agung RJ, pada 
malam yang berbahagia ini. 
Tidak lupa pada kesempatan ini, kamipun mengucapkan tcrima kasih 
atas kehadiran Saudara Prcsidcn, Saudara Wakil Prcsiden dan para 
undangan lainnya, yang tclah berkenan memenuhi undangan b.mi. 

Saudara-saudara sekalian, 

Tidak Jama lagi atau tepa.tnya empat hari lagi, kami dan para 
Anggot1 Dow•n m.,. bakti l 992-1997 alwl m,:npl<hiri mo, Wf111J 
pongohdill1 komi «bagal AnJ!golA °""'""' smlab lim, IAhuo 
m<nll<'mban tugu ,.,1,opJ woltil r>lcyl� YID8 bml adari 1<pcmubny1 
m .. ih ldum tnom<nuhi hlni>ui � ........... Tu8»"1"P" )'All8 aml 
emban itu dapat terlaksana le.arena adanya kcrjasama yang baik antara 
Dewan Pcrwakilan Rakyat dcngan Pemcrintah melalui pasangan kerja 
m..ning.·mui.ng. 

01,h kucno !tu, pod, l<=mP""n )'>njf. bomthogio ma!un hAri 
ini, kuni m.cinlJUcmpbn 1crim1 kuih 11tu kct;1uama yang tablna 

"''""'' lnl. .... ugllll l'C'lmwiunlah lwni ln<fflobon diri kcpo,i,, 
mjtn �,rj· lwnl, y,ilu s,ud.ca 1'1"5iclm, - ,alJWh onggm 
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mengucapkan terima kasih. 
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Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin yang 
berbahagia, 

Jika di dalam setiap rapat kerja, para Anggota Dewan 
melontarkan kritik-kritik yang bemada keras sebagai pelaksanaan 
fungsi pengawasan kami, atau munculnya silang pendapat dalam 
beberapa ha! adalah dalam rangka merumuskan suatu keputusan yang 
terbaik melalui kesepakatan dalam musyawarah. Dalam kerangka 
yang lebih luas, kritik itu sebenamya merupakan upaya mensukseskan 
tugas-rugas yang diemban Mandataris dalam melaksanakan Garis­ 
Garis Besar Haluan Negara, sekaligus menumbuhkembangkan 
aspirasi di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kualitas Demokrasi Pancasila itu sendiri 

Kami tidak dapat menilai apakah pelaksanaan tugas kami 
selama lima tahun telah berhasil atau tidak, apakah kami sebagai 
wakil-wakil rakyat telah mampu menyerap aspirasi mereka, 
masyarakat dan rakyatlah yang mampu memberikan penilaian ini. Di 
bidang legislatif, mrsalnya DPR periode 1992-1997 telah 
menyelesaikan 73 (tujuh puluh tiga) Rancangan Undang-undang 
untuk disahkan menjadi Undang-undang. Masyarakat masih menilai 
bahwa pelaksanaan tugas-tugas legislatif ini belum optimal, karena 
tidak satupun dari 73 RUU tersebut merupakan usu! inisiatif Dewan. 

Sering pula saya ungkapkan, bahwa pennasalahannya bukan 
wdt:11k pad11 d1parJ!,nllD'k.an nmu U.d!Lh-n)"o h..,k lnisi1.ulr ltu., l�:opi 
•p.il.w1 RUU )"JlllJ!: dl-'4:lllltuj Oc:w.n 11T10Jk d1aohkan mcnj.g1;h Un.d.ang� 
undang iw dibaha.!il tknl,IID baili. nt!ID tldnli.. mcnyzmtuh lu:pcmHng.·u, 
rnk)·,u ban.)IL iltnu 1rdnf..,. ,1pair.1h kcirqµnn..a r.u:ky•l &ci.Ul tcmlomocf.ui 
atau tidak. Berkaitan dengan itu kiranya Program Legislasi Nasional 
yang telah diamanatkan GBHN dapat dilaksanakan lebih mantap, 
terarah dan proporsional. 

Hadirin yang kami muliakan, 

Beberapa waktu yang lalu, Dewan telah mengesahkan melalui 
rapar Paripurna, Peraturan Tata Tertib DPR RI yang akan diperguna­ 
kan oleh DPR RI periode mendatang. Berkaitan dengan ini, seperti 
telah saya ungkapkan dalam pidato HUT MPR/DPR ke-52 yang lalu, 
bahwa kita tengah berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi 
DPR yang searah dengan·dinamika clan tuntutan yang berkembang 
dalam format demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
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dengan menjamin seoptimal mungkin pelaksanaan hak-hak DPR. 
Namun, pelaksanaan itu tetap dalam rambu-rambu sistem politik yang 
bercirikan musyawarah dan mufakat. Kualitas pelaksanaan tugas dan 
wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Tata Tertib tersebut 
akhimya akan sangat tergantung kepada semangat dan political will 
para Anggota DPR yang akan datang. 

Dilihat dari dinamika kondisi yang sedang berkembang dan 
dukungan fasilitas yang semakin memadai, diperkirakan keberadaan 
Anggota Dewan periode mendatang relatif lebih baik dibandingkan 
dengan periode 1992-1997 yang akan mengakhiri masa baktinya. 
Kesiapan itu berkaitan dengan pembekalan yang tclah dilakukan 
beberapa waktu lalu, yang hasilnya diharapkan benar-benar akan 
memberikan warna baru, kesegaran baru, dan sernangat baru dalam 
upaya mengernban arnanat penderitaan rakyal. 

Paling tidak, Anggota Dewan rncndatang mampu meng­ 
implementasikan prinsip-prinsip tradisional yang menjadi watak 
pemimpin-pernimpin bangsa dalam mengemban tugas-tugas 
konstitusionalnya. Prinsip tersebut adalah ing ngarso sung tulodo, ing 
madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Apabila kita telaah 
secara mendalarn, pesan-pesan leluhur ini mengandung nilai-nilai 
kepemimpinan yang berlaku disegala jaman. Ini merupakan contoh 
dari nilai-nilai tradisional yang tidak bencntangan dengan nilai­ 
nilai modem dan tidak lapuk clan lekang oleh gelombang perubahan 
apapun. lni mcrupakan sifat-sifat kepemimpinan yang universal, 
tentunya dengan berintikan suatu nilai bahwa sebagai wakil 
rakyat, kita harus dapat memotivasi dan memberi keyakinan kepada 
rakyat yang kita wakili. 

Saudara-saudara sekalian, 

Bcrdasarkan hal itu, siapapun yang menjadi wakil rakyat rnenurut 
hemat saya perlu memiliki tiga sifat, yaitu pertama harus memiliki 
idealismc, artinya jelas kemana atau ke arah mana ia ingin membawa 
rakyat yang diwakilinya dengan mcnyerap aspirasi mereka. Kedua, ia 
harus memiliki pengetahuan, untuk dapat sccara efektif membawa 
rakyat kearah yang "diidealkannya" itu. Dan ketiga. seorang wakil 
rakyat harus menjadi teladan dan sumber inspirasi. 

Mengingat suasana kehidupan dimasa mendatang akan semakin 
kompleks, maka menentukan pilihan yang paling baik menjadi 
semakin sulit. Oleh karena itu, seorang wakil rakyat perlu mcmiliki 
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Presiden atas diterimanya penghargaan tersebut. Sekali lagi, hal ini 
semakin memperkokoh komitmen keberpihakan kita kepada ma­ 
syarakat miskin, bahwa kemajuan yang ingin kita capai adalah 
kemajuan bersarna, kemajuan seluruh bangsa. Pembangunan yang 
tengah kita jalani adalah proses pembangunan yang mengandung 
prinsip becik kang sayektine becik, yaitu membuat yang baik menjadi 
lebih baik, yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalarn keadilan. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada malam 
hari ini sebagai titipan dan harapan kami sebelum menjalani masa 
puma bakti, dengan satu tujuan, agar didalam mengemban tugas­ 
tugas konstitusionalnya DPR yang akan datang lebih baik dari DPR 
yang mendahuluinya. 

Selanjutnya, dengan kesadaran kemanusiaan yang tidak sem­ 
purna, yang sering khilaf, melakukan berbagai kesalahan, maka 
izinkanlah kami pada kesempatan ini memohon maaf atas 
kekurangan-kekurangan Dewan selama ini, baik kepada seluruh rak.yat 
Indonesia maupun kepada Pemerintah selaku pasangan kerja Dewan. 
Dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku Kctua Dewan juga 
mohon maaf yang sebesar-besamya kepada rekan-rekan Pimpinan 
Dewan, Pimpinan Fraksi-frak.si, Pimpinan Komisi-komisi, dan Badan­ 
badan serta para Anggota Dewan dan seluruh jajaran Sekretariat 
Jenderal MPR/DPR dan rekan-rekan pers khususnya yang ada di 
lingkungan lembaga ini, atas kekhilafan dan kekurangan yang telah 
saya perbuat selama pengabdian saya di Lembaga ini. Dilain pihak, 
sekali lagi kami juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan 
mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang 
telah diberikan oleh semua pihak sehingga tugas kewajiban serta 
tanggungjawab kami dapat terlaksana sampai akhir masa bakti. 

Sekian. 

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
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kearifan yang dewasa ini makin sangat diperlukan. Kearifan itu 
penting pada saat klta dihadapkan pada pilihan untuk menentukan 
mana yang terbaik, atau mana yang paling kurang buruk diantara 
altematif-altematif yang buruk. Artinya, setiap keputusan yang akan 
diambil tidak semata-mata atas dasar intuisi, tetapi dengan dasar 
pengetahuan dan perhitungan yang rnatang, bukan hanya berani 
mengambil resiko, tetapi juga mampu menghitung resiko. 

Dengan demikian, wakil rakyat yang dituntut adalah yang 
berjiwa kerakyatan, dan sadar bahwa keanggotannya di DPR RI 
adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan harus 
dipcrtanggungjawabkan. 

Secara umum apa yang ingin saya katakan adalah, bahwa 
wakil rakyat merupakan cerminan dari masyarakat atau "produk 
budaya" masyarakatnya. Dengan demikian sungguh penting menanam 
lahan yang subur sejak sekarang untuk menumbuhkan bibit-bibit 
kepemimpinan seperti yang dikehendaki, serta untuk mencetak. 
kualitas pemimpin bangsa di masa depan. 

Saudara-saudara yang saya honnati, 

Pembangunan yang kita Iak.sanakan selama tni, temyata tidak 
hanya kita sendiri yang dapat merasakannya, karena dunia 
intemasional telah memberikan apresiasi yang menggembirak.an 
mengenai keberhasilan pembangunan kita. Penghargaan Special 
Citizen dari UNDP yang diberikan kepada Bangsa Indonesia melalui 
Presiden Soeharto, menunjukkan haJ tersebut. Penghargaan ini 
sekaligus menunjukkan, bahwa kita telah mengambil perencanaan 
yang benar dalam pembangunan kita selama ini. Pembangunan yang 
sesuai dengan kehendak. rak.yat adalah pembangunan yang tidak. 
ditujukan untuk kepentingan satu kelompok dengan mengorbankan 
yang lain, pembangunan yang tidak hanya menguntungkan sebagian 
orang, tetapi bennanfaat bagi banyak. yang lain. Pembangunan yang 
demikian adalah pcmbangunan yang dijalankan dengan menggunakan 
cara yang benar, baik dan halal, yaitu pembangunan yang tidak hanya 
mengejar kebutuhan lahiriah dan mengabaikan sisi rohaniah sebagai 
makhluk yang utuh, dan .sekaligus juga pembangunan yang tidak 
merusak alam dan lingkungan. 

Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, 
kami baik alas nama pribadi, ataupun atas nama para Anggota Dewan 
dan seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan selamat kepada Saudara 
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Dalam kesempatan tersebut Presiden RI, H. Moh Soeharto 
berkenan membacakan sambutan tertulisnya, yang selengkapnya 
adalah sebagai berikut: 

Saudara Kerua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang terhormat; 
Hadirin yang berbahagia; 

Saya merasa gembira dapat memenuhi undangan Saudara Ketua 
DPR untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi 
para Anggota DPR masa bakti l 992· 1997 sekarang ini. 

Acara silaturahmi Anggota DPR yang dihadiri oleh Pre· 
siden ·- seperti yang berlangsung sekarang ini ·· bukan saja sesuai 
dengan tradisi masyarakat kita, tetapi juga merupakan kebiasaan 
yang baik bagi hubungan antara DPR dan Presiden. 

Dalam kehidupan kenegaraan kita, hubungan antara DPR dengan 
Lembaga Kepresidcnan sangatlah erat Seluruh Anggota DPR adalah 
Anggota MPR, yang memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil 
Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden harus bekerja sama 
dan drawasi oleh DPR. Konvensi kenegaraan kira selama tiga 
dasawarsa ini menunjukkan bahwa kedua Lembaga Tinggi Negara 
ini merupakan dua mata rantai dari keseluruhan Mekanisme 
Kcpemimpinan Nasional Lima Tahunan. 

Presuien H.M Soehar10 memberilran .wmbu1an pada ma/am S1/a1urahm1 Perp1sahan Anggola 
DPR-RI Penode 1992-1997 (26-9-97) 
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Para Pendiri Negara memang menginginkan terwujudnya 
hubungan yang akrab dan komunikasi yang lancar di antara 
Lembaga-lembaga penyelenggara negara. Secara jelas mereka me­ 
nyatakan bahwa negara kita didirikan berdasar semangat kekeluarga­ 
an, semangat kebersamaan. 

Tentu saja seluruhnya itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang 
tidak mengurangi objektifitas dan kelugasan dan pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab konstitusional masing-masing lembaga. 

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, DPR mempunyai tiga tugas 
konstitusional yang penting, yaitu mendampingi Presiden dalam 
pelaksanaan k c ;.u�· legislatif melakukan pengawasan sehari-hari 
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan menyetujui atau tidak 
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
diajukan oleh Pemerintah Dengan keterkaitan tugas yang demikian 
erat, adalah tepat sekali jika para Anggota Dewan menyebut 
Pemerintah sebagai mitra kerja DPR. 
Baik Dewan maupun Presiden mempunyai pedoman yang sama dalam 
melaksanakan tugas, yaitu GBHN yang memuat arahan pembangunan 
nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk kurun waktu lima 
tahunan. Untuk dapat dilaksanakan, arahan GBHN ini memerlukan 
tindak lanjut oleh Presiden, baik dalam bentuk REPELITA maupun 
dalam wujud rancangan -Undang-undang clan kebijakan-kebijakan 
Pemerintah lainnya. Dalam penjabaran ini Presiden tidak dapat 
bertindak sendiri, tetapi harus mendengarkan sungguh-sungguh 
pandangan Dewan dan para Anggota. 

Tentu sulit bagi Presiden untuk hadir secara pribadi dalam seluruh 
rapat Panitia atau rapat Komisi DPR. Untuk itu Presiden diwakili oleh 
para Menteri. 

Sebagai penanggung jawab pemerintahan negara, saya mengikuti 
dengan cennat hubungan kerja antara para Menteri Dengan Panitia­ 
panitia dan Komisi-komisi :OPR. 

Dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa para Menteri 
beserta staf harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya 
sebelum maju ke pertemuan dengan para Anggola DPR. Mereka 
sadar bahwa mereka berhadapan dengan para wakil rakyat yang bukan 
saja mempunyai berbagai pengalaman yang cukup lama tetapi juga 
mempunyai pengabdian yang tinggi kepada tugas yang diamanatkan 
oleh rakyat dan konstitusi kepada mereka, Apalagi jika kita ingat 
bahwa cukup banyak para Anggota Dewan yang mempunyai masa 
tugas selama beberapa periode, sehingga sangat menguasai bidang 
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tugas yang ditangani. Para Menteri juga sangat sadar bahwa 
meskipun tidak bisa diberhentikan oleh Dewan, namun jika kurang 
persiapan, mereka bukan saja bisa mendapat kesulitan dengan para 
Anggota Dewan, tetapi juga dengan pendapat um um. 

Secara khusus saya sangat menghargai kerjasama. pengertian, 
kcsabaran dan kearifan para Anggota Dewan dalam melaksanakan 
tugas. Kerjasama. pengertian, kesabaran dan kcarifan para Anggota 
Dewan ini penting. Scbagai negara yang sedang membangun, kita 
masih memiliki banyak. kekurangan diberbagai bidang termasuk 
dalam bidang pemcrintahan. Kekurangan itu hanya bisa diperbaiki 
setahap demi setahap, sebagai bagian mcnycluruh dari pcmbangunan 
nasional. Tugas Pemerintah akan jauh lebih sulit, jika scbagai mitra 
kerja Pcmcrintah, DPR tidak ikut mempertimbangkan kondisi 
objektif yang dihadapi olch Pemcrintah. 

Bangsa kita masih pcrlu waktu lagi untuk mcmperkaya 
pengalaman pemerintahan untuk mengelola negam besar dan 
sekompleks seperti sckarang ini. Tradisi kcnegaraan kita dalam 
berbagai bidang masih harus kita bangun. Tidak: mustahil, scbagian 
kebijak.an dan strategi itu kurang tcpat clan memerlukan perbaikan 
dari waktu ke waktu. 

Dalam hubungan ini, seluruh kebijakan clan strategi yang telah, 
sedang atau akan dianut Pemerintah pada dasamya merupakan 
rintisan, yang jika tcrbukti baik akan kita mantapkan dan jika kurang 
tepat akan kita koreksi. 

Saya percaya bahwa Saudara-seudara semua juga mcnghadapi 
tantangan yang sama dalam melaksanakan tugas dibidang legislasi, 
pengawasan dan penganggaran. 

Sesekali bisa saja terjadi bahwa basil pcmbahasan yang sudah 
dilakukan dengan sebaik mungkin temyata masih belum mampu 
menampung aspirasi dan kcpentingan seluruh masyarakat yang 
hcndak diatur. 

Memang, tidak.lah mudah menampung aspirasi clan kepentingan 
dari masyarakat kita yang sangat majemuk, makin cerdas, mak.in 
sadar akan hak-haknya, serta makin dinamik. Dan tidak jarang,juga 
makin tidak sabaran. Karena itulah, para Pendiri Negara sclalu 
mengingatkan kita kepada dinamika masyarakat Indonesia. yang 
sekarang kita kristalisasikan dalam wawasan Pancasila sebagai 
ideologi terbuka. 
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Sua.sano tnllb:im S1/aturahm1 Pupi.Jahan A11,:goli1 DPR-RI Periade 1991-1997 (16-9--1997) 

Saudara-saudara, 

Lima hari lagi akan dilantik para Anggota DPR basil Pemilihan 
Umum '97 yang lalu Sebagian dari Saudara-saudara masih ada yang 
tetap duduk sebagai Anggota Lembaga Tinggi Negara ini. Sebagian 
lainnya akan melanjutkan perjuangan mengabdi bangsa dan negara di 
bidang-bidang yang lain. 

Termasuk kelompok manapun Saudara-saudara nanti, 
pengalaman yang telah Saudara-saudara peroleh selama mengabdi 
sebagai Anggota Dewan bukan main besar nilainya; tidak hanya untuk 
diri kita sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita. 

Secara menyeluruh, Saudara-saudara mempunyai wawasan yang 
luas dan pengalaman dalam memberi arahan dan mengendalikan 
perangkat-perangkat lembaga penyelenggara negara kita yang ber­ 
dasar Pancasila dan UUD'45. 

Tidak banyak warga masyarakat kita yang berkesempatan 
memperoleh kehorrnatan sebesar dan setinggi itu. 

Dimanapun tempat dan bidang pengabdian kita setelah ini, 
marilah kita teruskan perjuangan dengan semangat dan pengabdian 
yang sama dengan yang telah kita tunjukkan selama ini. Perjuangan 
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kita sebagai bangsa menuju suatu masyarakat yang lebih maju, lebih 
adil dan lebih makmur masih panjang dan berat. 

Dalam perjuangan panjang dan berat itu, kita masih menghadapi 
demikian banyak masalah, tantangan dan peluang. Semuanya itu 
hanya mungkin kita selesaikan, kita jawab dan kita manfaatkan 
dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kekuatan nasional kita. 

Arab yang kita tempuh selama ini sudah benar, seperti terlihat 
dari banyaknya kemajuan yang sudah kita capai sebagai bangsa. 
Namun, kit, tidak mungkin luput dari bcrbogai kekurangan. baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Adalah sclayaknya jika dalam kcsempatan ini, sekali lagi, atas 
nama Pcmerintah dan atas nama pribadi, saya menyampaikan terima 
kasih dan pcnghargaan atas kcrjasama kita selama inl, serta maaf 
sekiranya sesekali berbeda pendapat dalam menunaikan tugas dan 
tanggungjawab masing-masing. 
Scmoga Tuhan Yang Maha Pcngasih lagi Maha Pcnyayang sclalu 
melindungi kita semua. 

Terima kasih. 

Upacara ditutup dengan pcmberian tanda kenang-kenangan kcpada 
segcnap Anggota DPR RI pcriodc 1992-1997. 
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